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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada halaman berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث sa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ha’ ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha’ kh ka dan ha
د dal d de
ذ zal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز za z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ za ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
xii
ن nun n en
و wawu w we
ه ha h ha
ء hamzah ’ apostrop
ي ya’ y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:  َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
 َل ْﻮَـھ : haula
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah a a َا
kasrah i i ِا
dammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah dan ya ai a dan i َْﻰـ
fathah dan wau au a dan u َْوـ
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:  َت َﺎـﻣ : māta
ﻰـَﻣَر : ramā
 َﻞـْﯿِـﻗ : qīla
 ُت ُْﻮـﻤَـﯾ : yamūtu
4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:  ِلَﺎﻔْط ﻷا ُ ﺔـَﺿْوَر : raudah al-atfal
 ُ َﺔﻠــِﺿَﺎـﻔـَْﻟا ُ ﺔَـﻨـْﯾِﺪـَﻤـَْﻟا : al-madīnah al-fādilah
 ُ ﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-hikmah
NamaHarkat dan
Huruf
fathah dan alif
atau ya
ى َ ... | ا َ ...
kasrah dan yaﻰــ
dammah dan
wau
وـُــ
Huruf dan
Tanda
ā
ī
ū
Nama
a dan garis di atas
i dan garis di atas
u dan garis di atas
xiv
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:  َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana
 َﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjaina
 ُ ّﻖـَﺤْــَﻟا : al-haqq
 ُ ّﺞـَﺤْــَﻟا : al-hajj
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:  ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:  ّﺸَﻟا ُﺲـَْﻤـ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 ُ ﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
 ُ َﺔﻔـﺴْﻠَـﻔْــَﻟا : al-falsafah
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا : al-biladu
xv
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:  َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ: ta’murūna
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
ُ أ ُت ْﺮـِﻣ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُْﻦـﯾِد dinullah  ِﷲ ِِﺎﺑ billah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
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Contoh:
 ُھـ ِﷲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﻲﻓ ْﻢ hum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bilanama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR).
Contoh: Wa ma Muhammadun illarasul
Inna awwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan
Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur’ān
Nasir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al-Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abū
(bapak dari) sebagainama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagaina maakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contohnya:
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad
Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)
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B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subhanahu wata’ala
saw. = sallallahu ‘alaihiwasallam
H = Hijriyah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w = wafat tahun
t.tp. = tanpa tempat penerbit
t.th. = tanpa tahun
dkk = dan kawan-kawan
Cet. = Cetakan
h. = halaman
HR = Hadis Riwayat
QS…/…:… = ( Q.S. Adz Dzariyaat/51: 49), QS Al-Baqarah ayat
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r.a = radiyallāhu ‘anhu
Polsek = Kepolisian Sektor
Polres = Kepolisian Resort
IUP = Izin Usaha Pertambangan
IMPAR = Ikatan Mahasiswa Parado Makassar
IMAPPA = Ikatan Mahasiswa Pelajar Parado
PEMKAB = Pemerintah Kabupaten
SK = Surat Keputusan
Kab. = Kabupaten
Kec = Kecamatan
viii
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ABSTRAK
Nama : Muhammad Ilham
NIM : 80100215012
Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam
Judul : Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat
KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi
PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan).
Tesis ini mengkaji “Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian
Akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi PERMA RI
No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”. Permasalahan yang
dibahas adalah: 1) Bagaimana Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima?, 2) Bagaimana efektivitas
mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama
Bima?, 3) Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun
2016 terhadap perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima?
Untuk membahas permasalahan, dilakukan pengumpulan data dengan sistem
library research (kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan) yang bersifat
deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Bima.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis normatif, dan
pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian
diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisa peranan mediasi dalam penyelesaian perkara
perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi
PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan),
menunjukkan bahwa mediasi akibat KDRT belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya
adalah: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi perceraian
akibat KDRT sangatlah rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama
Bima masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas
penunjang di dalamnya. Hakim yang ditunjuk menjadi mediator masih ada yang
belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bima
tidak tepat dan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah swt., dalam QS.
al-Nisā/4: 35, yaitu tentang kedudukan dan kewenangan ḥakam (mediator) dalam
menyelesaikan konflik terutama akibat KDRT yang terjadi dalam rumah tangga.
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Guna mengefektifkan implementasi
PERMA No. 1 Tahun 2016 jumlah mediator harus lebih ditingkatkan dengan
memperbanyak hakim mediator atau mediator non hakim bersertifikat yang telah
mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung sehingga
menghasilkan kesepakatan damai. 2) Mengingat hasil yang diperlihatkan dari
pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama
Bima tidak maksimal, sekiranya Mahkamah Agug dapat meninjau kembali PERMA
No. 1 Tahun 2016 terkait dengan penempatan pelaksanaan mediasi pada perkara
peceraian di Pengadilan Agama. Diharapkan dalam penempatan pelaksanaan mediasi
sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah swt., dalam QS. al-Nisā/4: 35, sehingga
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apa yang diinginkan dapat tercapai dan mejadi keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah. 3) Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (KUA)
dan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar
memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang hendak
melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan agar mereka yang hendak menikah
memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental, sehingga terhindar dari
perceraian terutama karena faktor KDRT. Hal ni sebagai tindakan preventif terhadap
perceraian.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah swt., manusia dibekali dengan
keinginan untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan itu adalah salah satu
faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi.
Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang
dijalankan berdasarkan tuntutan agama.1
Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembentukan
keluarga diawali dengan perkawinan. Perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.2 Kasih sayang yang seimbang antara suami dan istri diharapkan dapat
menciptakan suatu tatanan rumah tangga yang sejahtera. Allah swt., berfirman dalam
QS al-Rūm/30: 21.
                            
           
Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
1Asrorun Ni’am Sholeh, Fatwa-fatwa Masalah pernikahan dan keluarga (Jakarta: Elsas,
2008), h. 3.
2Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
(Cet. II; Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 2.
2Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.3
Maksud perkawinan adalah abadi, bukan untuk sementara waktu kemudian
diputuskan, kerena dengan demikian dapat mendirikan rumah tangga yang damai dan
teratur serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.4 Pada dasarnya suatu
perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.5
Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak
menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena itu perceraian adalah pintu
daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.
Pernikahan tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan
individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat
terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan
menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah
manusia yang hidup berpasang-pasangan dan menjaga kesucian mereka.6 Berangkat
dari kerangka tersebut, pernikahan dimaknai sebagai akad yang sangat kuat atau
miṡaqan galiżan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.7 Ikatan yang kuat dan tujuan mulia yang hendak dicapai oleh pernikahan
menjadikan institusi ini patut dipertahankan, sebagaimana pula Allah swt., membenci
perceraian, meskipun tetap menghalalkannya.
3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Syarefa Publishing, 2016), h.
406.
4Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), h.
110.
5Adib Bahari, Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini+ Hak asuh Anak (Cet
I; Yogyakarta: Pustuka Yustisia, 2012), h. 17.
6Abdul Wahab Khalaf, Ahkam Ahwal Ah-Syakhsiyyah Fi Syariah Al-Islamiyah (Beirut: Dar
al-Qalam, t.t), h. 15-16
7Demikian Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi pernikahan. Pasal 2 Instruksi
Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3Agama Islam membolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti
Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Islam tetap
memandang perceraian sebagai suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum
Islam.8 Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw.,:
 ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : َلَﺎﻗ ﺎَُﻤﮭْﻨَﻋ ُ ﱠَﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦِْﺑا ِﻦَﻋ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠَﷲ
)(ُقَﻼﱠﻄَﻟا ِ ﱠَﷲ َﺪْﻨِﻋ ِلَﻼَﺤَْﻟا ُﺾَﻐَْﺑأ9
Artinya:
Dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Perbuatan halal yang
paling dibenci Allah ialah cerai”.
Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir,
sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala behtera rumah tangga tidak
dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.10 Sifat alternatif terakhir,
berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara
kedua belah pihak maupun langkah-langkah teknik yang diajarkan oleh al-Qur’an dan
al-Hadis.11
Terbukanya pintu perceraian ini menjadi salah satu konsep syariat Islam yang
tetap mengakui perceraian sebagai jalan terakhir dalam hubungan pernikahan, karena
selain perceraian, al-Qur’an sebagai landasan syariat Islam juga memberikan
alternatif lain, yaitu penyelesaian sengketa pernikahan secara damai dengan fasilitasi
8Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta:
Liberty, 2004), h. 105.
9Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Kitab Talaq, Bab Fi Karohiyat At-Talaq (Mesir: Dar
al-Ihya’, t.t), II: 225 hadits no. 2178.
10Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda,1998),
h. 269.
11Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika: 2006), h.
73.
4seorang ḥakam dari kalangan keluarga istri dan suami, sebagaimana Allah swt.,
berfirman dalam QS al-Nisā/4: 35.
                        
         
Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.12
Pengangkatan ḥakam dalam proses perdamaian ini menjadi upaya preventif
terjadi perceraian dan demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah. Tujuan dasar terwujudnya keluarga ini pula yang menjadi ruh peraturan
perundangan di Indonesia dalam perkawinan, di antaranya adalah kaharusan
melakukan mediasi sebelum pasangan suami istri memutuskan perceraian, dengan
mengangkat ḥakam.
Hakam menurut penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ialah pengadilan setelah
mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat
mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain
untuk menjadi ḥakam.13 Dalam konteks ini pula, berdasarkan hukum acara yang
12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84.
13Undang-Undang RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Bandung: Fokusindo
Mandiri, 2012), h. 31.
5berlaku di pengadilan agama, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan,
bahkan pada sidang pertama, suami istri hadir secara pribadi, tidak boleh diwakilkan.
Dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan
peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai
katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan
dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan,
sehingga secara teoritis masih di andalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan
menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice).14
Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini
adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara
membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan
peninjauan kembali. Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan membutuhkan
penyeleaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalistis belaka.15
Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien,
maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum
acara di Indonesia didapati dalam pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement
(selanjutnya disebut HIR) maupun pasal 154 Rechtsreglement Voor De
Buitengewesten (selanjutnya disebut RBg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan
14M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cet. XIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 229.
15Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan
salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana,
cepat, dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitik beratkan unsur kecepatan
dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu
atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu
yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim
atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut
tidak bermoral dan tidak professional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan
biaya ringan. Lihat Gemala Dewi, ed., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Cet. III;
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 71-72.
6menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi:16
Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka
Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan
memperdamaikan mereka itu.
Selanjutnya ayat (2) mengatakan:
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu
bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan
untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan
berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.
Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 10 ayat (1) HIR bersifat
imperatif.17 Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim harus mengusahakan secara
maksimal agar putusan yang akan dijatuhkan dapat menyelesaikan atau mengakhiri
persengketaan kedua pihak secara tuntas, baik, benar, adil, dan dapat diterima oleh
para pihak yang bersengketa.18 Namun demikian, sesuai dengan fungsi dan karakter
dari pengadilan yang bersifat ajudikasi atau memutus, maka putusan hakim jarang
bahkan sulit untuk dapat memenuhi kehendak atau memenangkan kedua pihak, atau
dengan kata lain putusan hakim pasti bersifat kalah menang. Sementara itu, putusan
kalah menang akan membebani bahkan dirasakan menyakiti salah satu pihak. Untuk
menghindari putusan yang bersifat kalah menang tersebut, maka upaya damai yang
dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga
merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.
16R. Tresna, Komentar HIR (Cet. XVIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 110.
17M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, h. 231.
18I Made Sukadana, Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia
dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2012), h. 88-89.
7Kasus perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan lembaga peradilan
tingkat pertama yang menangani kasus paling dominan. Perceraian pada umumnya
merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila sudah tidak dapat dilakukan
upaya lain. Perceraian merupakan pilihan sulit yang kemungkinan akan menyisakan
dampak berat bagi para pihak, sekalipun disisi lain dapat menjadi sebuah keputusan
tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks kekerasan dalam rumah
tangga (selanjutnya disebut KDRT) menjadi fenomena yang semakin marak terjadi
dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat.
KDRT, sebagaimana disebutkan dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk dalam kasus pidana, karena
KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban,
negarapun telah menetapkan bahwa pelakunya dapat di pidana. Pengadilang Agama
adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan
penegakkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk
kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri,
tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan
Agama, menunjukan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya
berbagai KDRT yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Meskipun
tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan
8strategis dalam menguak peristiwa yang terjadi, selain itu Pengadilan Agama, sebagai
sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa
keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga.
Pelaksanaan Pengadilan Agama juga berbeda dengan Pengadilan Negeri karena para
hakim Pengadilan Agama juga mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari
jalan di luar sidang sebelum memutuskan secara prosedural, dalam hal ini Pengadilan
Agama hanya menangani dalam aspek perdatanya saja, yaitu perceraian dengan
alasan kekerasan dalam rumah tangga.
Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu
perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian atau mediasi
kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang
bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap
suatu perkara yang diadilinya. Apabila mediasi dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh
lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang
berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengadili suatu
sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang
kalah dan siapa yang menang, tetap terwujud kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak
berhasil didamaikan oleh hakim mediator, maka barulah proses pemeriksaan perkara
dilanjutkan.19
UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) menyebutkan
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian juga harus
didasarkan dengan alasan yang jelas karena perceraian membawa konsekuensi hukum
19Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Penanda
Media, 2005), h. 149.
9dan sosiologis yang berat, hal ini juga sesuai dengan salah satu asas Peradilan Agama
sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 65
dan 82 bahwa hakim dalam Pengadilan Agama wajib untuk mendamaikan kedua
belah pihak dan tidak menimbulkan korban dari salah satu pihak, karena tujuan
adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarga (anak-anak) dalam
kehidupan sosial. Oleh karenanya dalam upaya mendamaikan tidak boleh terjadi
salah satu pihak dikalahkan oleh pihak lain.20
Kasus-kasus bernuansa KDRT pada kenyataannya adalah kasus yang sulit
untuk didamaikan, kemungkinan untuk mendamaikannya sangatlah kecil. Pada
umumnya korban telah menempuh berbagai upaya untuk menempuh perdamaian
bahkan berkorban atas dirinya sendiri. Karena itu haruslah dipikirkan suatu cara yang
mampu melindungi semua orang dalam rumah tangga, harus ada sebuah upaya atau
metode khusus dari hakim Pengadilan Agama untuk memberikan kebijakan yang
rasional yang dapat diterima oleh semua pihak dan yang diperlukan dalam
penanganan KDRT, dan juga cara win-win solution untuk kasus-kasus KDRT ini.
Keefisienan dan keefektifan mediasipun sangat diharapkan untuk membantu
menyelesaiakan permasalahan KDRT ini. Melalui mediasi maka para pihak bisa
duduk bersama untuk memecahkan masalah, tentunya tidak lepas dari kerjasama yang
baik dari para pihak yang bersengketa agar keutuhan rumah tangga dapat terpenuhi.
Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mencoba memberikan pengaturan yang lebih
komperhensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di
pengadilan. Kemestian melakukan proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok
20Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukamawati, Referensi Bagi Hakim Peradilan
Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Komnas Perempuan, IALDF, 2008), h. 85.
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perkara, dan kemungkinan batalnya putusan pengadilan karena tidak menyertakan
pertimbangan mediasi diatur pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan  pasal 3 ayat (3), yang menyebutkan: Hakim pemeriksa
perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga
para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan.21
Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang dasar 1945 melihat
pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak dari ketentuan dalam
HIR pasal 130 jo R.Bg pasal 154, MA memodifikasikannya ke arah yang lebih
bersifat memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian, maka terbitlah surat edaran
Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) No. 1 tahun 2002 pada tanggal 30
Januari 2002 tetang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga
damai (eks pasal 130 HIR). Tujuan penerbitan SEMA adalah membatasi perkara
secara subtansif dan prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu
menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara
pada tingkat kasasi.
Belum genap dua tahun usia SEMA No. 1 Tahun 2002 pada tanggal 11
September 2003, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003
yang berjudul Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsiderans huruf e di aktakan
salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan karena SEMA No. 1 tahun 2002
belum lengkap atas alasan SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke
dalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibatnya
21Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Peosedur Mediasi di Pengadilan.
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SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan
penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.
Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di
pengadilan sesuai PERMA No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang
bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang
dilakukan di pengadilan, MA merevisi PERMA No. 2 tahun 2003 menjadi No. 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang ditetapkan tanggal 31 Juli
2008 untuk menggantikan aturan sebelumnya.
Setelah beberapa tahun pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, MA merasa perlu melakukan optimalisasi fungsi
lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Serta untuk memenuhi kebutuhan
pelaksanaan mediasi yang lebih berhasil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Pada tanggal 3 Februari 2016 MA menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Konsiderans huruf a PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi
merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat
membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian
yang memuaskan serta berkeadilan.22 Selanjutnya dalam huruf b disebutkan bahwa
dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu
elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses
22Konsiderans butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
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masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.23
Dengan terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
Pengadilan ini telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di
Indonesia. Pengadilan tidak hanya berwenang dan bertugas memeriksa, mengadili,
dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berkewajiban
mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang
selama ini terkesan sebagai lembaga penegakkan hukum dan keadilan, tetapi setelah
munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016 pengadilan juga menampakkan diri sebagai
lembaga yang mencarikan solusi damai antara pihak-pihak yang bersengketa dengan
mewajibkan para hakim pemeriksa untuk memerintahkan menempuh mediasi.24
Proses mediasi juga  mengalami upaya institusionalisasi ke dalam sistem peradilan
bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat
dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di
samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).25
Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran
dalam sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan
mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Setiap
hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur
23Konsiderans butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
24Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 49.
25Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 62.
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penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan
menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum pasal
3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh
karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan nama
mediator untuk perkara yang bersangkutan.26
Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan menentukan jenis perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua
sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet)
atas putusan verstek dan perlawanan pihak beperkara (partij verzet) maupun pihak
ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali
ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
Tetapi dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 2 dinyatakan bahwa sengketa yang
dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu
penyelesaiannya meliputi antara lain:
1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.
2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan
Industrial.
3. Keberatan atas putusan Komisi Persaingan Usaha.
4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
26Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional (Cet. I; Jakarta: Pernada Media Group, 2009), h. 330-331.
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6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi.
7. Penyelesaian perselisihan partai politik.
b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau
tergugat yang telah dipanggil secara patut.
c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu
perkara.
d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan
pekawinan.
e. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setalah diupayakan penyelesaian di
luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat
yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil
berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator
bersertifikat.27
Pada prinsipnya mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator28
yang berasal dari luar pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat
terbatas pada pengadilan tingkat pertama yang tidak semua tersedia mediatornya,
maka PERMA No. 1 Tahun 2016 memperluas siapa saja yang diperbolehkan menjadi
mediator, antara lain adalah Hakim mediator. Selain mediator hakim, pengadilan juga
menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yang meliputi panitera,
27Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 71-72.
28Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak
netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
(pasal 1 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016). Lihat juga Mediator sebagai penengah pihak ketiga atau juru
damai antara pihak-pihak yang bersengketa, seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima para pihak
yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa yang tidak memiliki kewenangan mengambil
keputusan. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 426-
427.
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sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai
lainnya. Apabila pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator
bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi
pemfungsian seorang hakim menjadi mediator atau dengan kata lain dalam keadaan
darurat (Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan).29
Mediator nonhakim dapat berpraktek di pengadilan bila memiliki sertifikat
mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan
sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung ata lembaga yang
telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).30
Mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan mengikat hakim.
Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah
ditentukan yang dihadiri oleh para pihak. mengingat pentingnya mediasi dalam
proses perkara, maka ketidakhadiran tergugat tidak mengahalangi pelaksanaan
mediasi. Hakim atau kuasa hukum wajib mendorong para pihak untuk berperan
langsung atau aktif dalam proses mediasi. Adanya kewajiban menjalankan mediasi,
membuat hakim dapat menunda proses persidangan perkara, dalam menjalankan
mediasi, para pihak bebas memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di
pengadilan atau mediator di luar pengadilan yang bersertifikat seperti advokat
(pengacara) dan ahli hukum.
29Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 58.
30Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 59.
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Di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa “Para pihak berhak memilih
seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Ayat
(2) disebutkan jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator,
pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator”.31 Mengenai
biaya mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan mengatur ke dalam dua bentuk, yaitu bebas biaya/gratis dan tidak bebas
biaya/ada biaya, Pasal 8 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa “Jasa mediator hakim dan
pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Sedangkan bila memilih mediator
nonhakim, maka mengenai jumlah besaran biaya ditanggung bersama atau diserahkan
kepada kesepakatan para pihak serta mediator yang ditunjuk.32
Disebutkan pada Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan bahwa setelah hakim pemeriksa perkara memberikan
penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi, maka para pihak pada hari itu
juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator
termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim
dan bukan pegawai pengadilan. Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih
kepada hakim pemeriksa perkara. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih
mediator dalam jangka paling lama 2 (dua) hari sejak sidang pertama, ketua majelis
hakim pemeriksa perkara segera menunjuk salah satu hakim atau pegawai pengadilan.
Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara dan
31Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 59-60.
32Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 63.
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pegawai pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis hakim pemeriksa perkara
menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator
dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat. Jika para pihak telah memilih
mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya atau ketua
majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk mediator hakim atau pegawai pegawai
pengadilan atau ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu hakim
pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim
yang bersertifikat, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan
yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim
pemeriksa perkara memberitahukan penetapan yang memuat perintah untuk
melakukan mediasi  kepada mediator melalui panitera pengganti.33
Proses mediasi dapat berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka
waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Selama proses berlangsung, mediator
berkewajiban menyiapkan jadwal mediasi, mendorong para pihak secara langsung
berperan dalam proses mediasi, dan bila dianggap perlu dapat melakukan kaukus.34
Dalam proses mediasi, mediator dapat melibatkan ahli seorang atau lebih untuk
memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu penyelesaian
perbedaan pendapat para pihak. Pelibatan ahli atas dasar persetujuan para pihak dan
33Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 313.
34Kaukus yaitu menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu
pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (Pasal 14 huruf e PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan).
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biaya untuk jasa ahli juga ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan
mereka.35
Bila perdamaian itu dapat terlaksana, maka majelis hakim akan memberikan
putusan perdamaian. Untuk putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding
ataupun kasasi, karena yang membuat keputuasan adalah para pihak itu sendiri.
Namun demikian, andaikan terdapat kebohongan, wanprestasi ataupun ada unsur-
unsur penipuan yang diketahui dikemudian hari, maka keputusan perdamaian itu
dapat dimintakan banding ataupun perkara dibuka kembali. Tetapi bila mediasi tidak
berhasil maka hakim mediasi akan mengembalikan perkara ini kepada majelis hakim,
dan perkara tersebut akan diteruskan dalam persidangan, sehingga dengan demikian
pemeriksaan perkara akan segera dimulai.36
Sangat disadari penyelesaian perkara dengan damai merupakan cara
penyelesaian yang paling baik, karena keinginan kedua belah pihak terpenuhi, tidak
ada yang merasa dikalahkan, dirasa pantas, benar dan adil, sehingga diterima serta
dilaksanakan oleh para pihak. makin banyak perkara yang dapat diselesaikan melalui
mediasi akan mengurangi jumlah perkara yang ditangani pengadilan, karena kecil
adanya upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya.37 Kalau dicermati,
pada hakekatnya cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat
sesuai prinsip dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang menghindari
permusuhan para pihak, telah ada pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat
35Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 314.
36Wahyu Muljono, Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2012), h. 62-63.
37I Made Sukadana, Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia
dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, h. 81.
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dibuktikan dari beberapa ungkapan dalam filasafat hidup masyarakat Indonesia,
seperti di masyarakat di daerah Kabupaten Dompu-NTB, ada ungkapan filsafat
“kananu busi kamawo” (kananu: pikiran, busi: sejuk, kamawo: air panas yang telah
diiginkan), yang maknanya di dalam penyelesaian masalah atau sengketa haruslah
dengan pikiran dingin sejuk sehingga masalah bisa diselesaikan dengan menyejukkan
hati, melalui cara “nuntu ra nggahi, nuntu ra mafaka, mbolo ra dampa” (dengan
bicara untuk mufakat sehingga mendapatkan hasil yang bulat rata, keinginan kedua
belah pihak terpenuhi), kedua belah pihak merasa saling dihargai, dihormati, sehingga
kedua belah pihak senang tidak ada merasa dirugikan.38
Makna filsafat yang demikian sama dengan makna ungkapan filsafat dari
masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (pulau Sumbawa)-NTB dalam ungkapan kata
“sabalong samalewa” (sabalong: baik, samalewa: sama-sama, semuanya) yang
mengandung makna, atur baik-baik sehingga semua mendapat kebaikan.39
Ungkapan-ungkapan tersebut pada hakekatnya merupakan nilai-nilai yang
mendasari pandangan hidup masyarakat Indonesia dengan dasar filsafat pancasila,
sebagaimana sila ke 4 pancasila yaitu sila musyawarah mufakat yang merupakan
landasan konstitutif dalam kehidupan negara hukum Indonesia berdasarkan UUD
1945.
Dalam ajaran Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui
perdamaian yang disebut dengan al-ṣulḥ.40 Islam menganjurkan pihak yang
38I Made Sukadana, Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia
dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, h. 84.
39I Made Sukadana, Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia
dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, h. 84.
40Secara bahasa, al- ṣulḥ berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq
memberikan pengertian ṣulḥ dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Lihat
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz 2 (Kairo: dār al-fath, 1990), h. 201. Muhammad Khatib al-Syarbini
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bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar
pengadilan. Ṣulḥ memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik
dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada
pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar
sengketa dapat diakhiri. Anjuran al-Qur’an dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam
memilih ṣulḥ sebagai sarana penyelesaikan sengketa yang didasarkan pada
pertimbangan bahwa ṣulḥ dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang
merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.41
Peradilan agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya
mengamalkan konsep ṣulḥ yang merupakan ajaran Islam.42 Para hakim di pengadilan
agama harus selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh
jalan damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan
mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.
Berdasarkan fenomena sebagaimana terdeskripsi tersebut, ada beberapa alasan
yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Bima.
Pertama, pada tahun 2016 kasus perceraian yang diterima sebanyak 1807. Dari
jumlah itu, perceraian karena alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
sebanyak 53 kasus. Kedua, upaya Pengadilan Agama Bima dalam rangka
menyebutkan ṣulḥ sebagai suatu akad di mana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan
mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Juz 2 (Beirut: dār al-fikr, t.t), h. 177.
41Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 159-160.
42Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk
peradilan khusus bagi umat Islam. Eksistensinya tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi: (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.
21
mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara dilanjutkan. Dengan
melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa sampai sejauh mana peranan mediasi
dalam penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT yang dilakukan oleh Pengadilan
Agama Bima sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
Berangkat dari permasalah di atas, di mana kasus KDRT butuh penanganan
yang khusus oleh para hakim Pengadilan Agama, perlu adanya pendekatan atau
metode yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama khususnya hakim
mediator untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan KDRT ini,
agar keutuhan rumah tangga bisa bertahan seperti yang diharapkan dan peranan
mediasi di Pengadilan Agama bisa tercapai.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Penelitian ini berjudul Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima (Studi Implementasi PERMA
No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), untuk memperjelas
pengertian atau makna variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu
dikemukakan fokus penelitian dan deskripsi fokus dari variabel tersebut, agar para
pembaca tidak keliru memahaminya. Adapun variabel yang perlu dijelaskan adalah
sebagai berikut:
Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga
yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu
para pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima
oleh kedua belah pihak.43 Mediasi pada dasarnya negosiasi yang melibatkan pihak
43Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV,  h. 726.
22
ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat
membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas pihak-pihak,
sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi tidak ada
mediasi.44
Mediasi yang dimaksud oleh penulis adalah mediasi di Pengadilan Agama,
yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di sini adalah mediasi terhadap perkara
perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bima.
Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melepas tali
perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.45 Perceraian dalam bahasa Arab
disebut قﻼط yang berarti meninggalkan dan memisahkan.46 Talak dalam Islam
merupakan jalan keluar terakhir yang akan ditempuh suami istri dalam mengakhiri
kemelut rumah tangganya. Akan tetapi dalam penelitian ini perceraian yang dimaksud
adalah bukan hanya dari pihak suami (cerai talak) akan tetapi termasuk juga gugatan
dari pihak istri (cerai gugat).
KDRT yang dimaksud disini adalah “kekerasan dalam rumah tangga” adalah
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.47
44Mahkamah Agung RI, Mediasi dan perdamaian (Jakarta: MA-RI, 2004), h. 61.
45Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), h. 192.
46Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Cet. I; Jakarta: Hidrakarya, 1990), h. 239.
47Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.
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Dalam hal ini KDRT hanya dinyatakan merupakan salah satu alasan perceraian bukan
merupakan tindakan pidana. Dimana dalam  salah satu pasal di dalam Kompilasi
Hukum Islam yaitu pasal 116 tentang alasan-alasan terjadinya perceraian pada poin
(d) disebutkan “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain”.48
Pengadilan Agama, pengadilan mengandung beberapa pengertian yaitu: 1.
Dewan atau majelis yang mengadili perkara atau mahkamah; 2. Proses mengadili; 3.
Keputusan hakim; 4. Sidang hakim ketika mengadili perkara; 5. Rumah (bangunan)
tempat mengadili perkara.49 Dimaksud dengan Pengadilan Agama adalah badan
peradilan khusus untuk orang-orang beragama Islam yang memeriksa dan memutus
perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.50
Pasal 49: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara, di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.
infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.51
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa fokus penelitian
dan deskripsi fokus dari judul tesis ini adalah bagaimana peranan mediasi di
Pengadilan Agama agar dapat menekan angka perceraian. Apakah bentuk perceraian
itu cerai talak, gugat cerai maupun putusan pengadilan. Dalam hal ini merupakan
sebuah kajian terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang
48Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
h. 357.
49Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. III;
Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 8. Lihat pula, Cik Hasan Basri, Peradilan Islam dalam Tatanan
Masyarakat Indonesia (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 35.
50Cik Hasan Basri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, h. 36.
51Undang-Undang RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, h. 94.
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Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian akibat KDRT di
Pengadilan Agama Bima.
Penelitian ini dibatasi pada tahun 2016 dengan melihat dan menganalisis
dokumen di Pengadilan Agama Bima. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian
ini adalah pasangan suami istri yang bercerai terutama yang disebabkan oleh KDRT
dan hakim yang pernah menangani sengketa perceraian yang disebabkan oleh KDRT.
C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat
KDRT di Pengadilan Agama Bima?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian akibat
KDRT di Pengadilan Agama Bima?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PERMA RI No. 1 Tahun
2016 terhadap penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan
Agama Bima?
D. Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, baik terhadap buku-
buku yang telah diterbitkan maupun hasil-hasil penelitian yang dilakukan penulis
sebelumnya, ditemukan berbagai buku-buku dan hasil penelitian berupa tesis,
disertasi dan artikel hukum yang relevan dengan judul tesis penulis yaitu: Peranan
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama
Bima (Studi Implementasi PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan). Di antara hasil penelitian yang relevan dengan tesis ini adalah:
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Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam bukunya ini memusatkan
pembahasannya pada strategi dan taktik mediasi dalam pelaksanaan mediasi di
pengadilan demi tercapainya solusi kepada para pihak yang bersengketa. Buku ini
memaparkan sejarah dan perkembangan mediasi serta memaparkan penyelesaian
sengketa berdasarkan PERMA yang terbaru yaitu PERMA No. 01 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan. Dalam salah satu bab membahas
landasan formil mengenai integrasi medisi dalam sistem peradilan. Pada dasarnya
tetap bertitik tolak pada ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 145 RBg. Namun untuk lebih
memberdayakan atau mengaktifkannya, Mahkamah Agung memodifikasinya ke arah
yang lebih bersifat memaksa (compulsory).
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat
dan Hukum Nasional. Dalam bukunya ini memusatkan pembahasannya pada lembaga
mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan win-win
solution kepada para pihak yang bertikai. Buku ini memaparkan secara komprehensif
apa yang dimaksud dengan mediasi, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh
mediator, bagaimana batasan dan pelaksanaan mediasi dalam perspektif hukum
syari’ah, hukum adat dan hukum nasional.
Wahyu Muljono, Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia. Dalam
salah satu bab membahas acara-acara persidangan. Mengingat banyaknya perkara
perceraian dilingkungan Pengadilan Agama sering ditemukan pendapat dari para
pihak pencari keadilan, yaitu apabila upaya perdamaian kedua belah pihak berperkara
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berhasil dan dapat disetujui oleh kedua belah pihak yang perperkara, maka majelis
hakim harus memberikan putusan perdamaian.
M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan. Dalam salah satu bab
buku ini membahas secara lengkap tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut
Undang-Undang Nasional maupun dalam tinjauan hukum Islam. Buku ini
memaparkan pula tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta
dampak daripada kekerasan dalam rumah tangga serta menjelaskan solusi atau upaya
penyelesaian perkara kekerasan rumah tangga dalam konsep nusyuz dan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Fitriyani, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Terhadap Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar), penelitian ini
mengungkapkan bahwa masyarakat masih kurang pemahamannya terutama bagi para
pencari keadilan atas nature mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal
disebabkan banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan
pihak ketiga sebagai mediator, tetapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari
proses mediasi tersebut. Sedangkan PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan mengenai perkara perceraian, berjalan cukup efektif dalam
pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dikeluarkannya PERMA untuk memfungsikan
asas sederhana cepat dan biaya ringan dan untuk mengurangi penumpukan perkara
yang ada di pengadilan. Namun dalam mendamaikan para pihak yang terlibat dalam
perkara perceraian belum berjalan efektif karena masih banyak pihak yang ingin
bercerai tidak berhasil didamaikan oleh mediator. Maka hasil penelitian menunjukan
bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat
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dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para
pihak dalam menemukan penyelesaian perkara yang memuaskan dan memenuhi rasa
keadilan, penegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi
salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan
serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk
menyelesaikan perkara.
Penelitian ini hanya dilakukan dalam bentuk analisa Efektivitas pelaksanaan
PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan
penerapannya di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Berbeda dengan yang
penulis lakukan, yaitu menganalisa Peranan mediasi akibat KDRT berdasarkan
implementasi PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan sehingga didapatkan kesimpulan apakah mediasi efektif atau tidak.
Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Makassar), penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa
mediasi belum efektif menanggulangi tumpukan perkara di wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Makassar, hal itu disebabkan karena profesionalisme hakim yang
menjalankan fungsi mediator sangat lemah dan memengaruhi keberhasilan mediasi di
Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Masyarakat pencari
keadilan di Pengadilan Agama sangat bermanfaat jika dilakukan mediasi dalam
menyelesaikan perkaranya, sehingga berimplikasi terhadap keutuhan keluarga dan
terpeliharanya harta yang dipersengketakan dari kehancuran.
Penelitian ini hanya memfokuskan kepada mediasi dalam perspektif hukum
Islam terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Yang
membedakan dengan penulis yakni penulis ingin mengatahui seberapa efektif peranan
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mediasi dalam penyelesaian perceraian akibat KDRT dengan melihat faktor
pendukung dan penghambat pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Darmawati H., Optimalisasi Mediasi Terhadap Perceraian Faktor Ekonomi
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar). Disertasi ini
mengungkapkan fakta bahwa faktor yang menjadi penyebab perceraian di pengadilan
Agama kelas 1A Makassar yang paling dominan adalah: ketidakharmonisan suami
istri, tidak ada tanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-
anaknya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), krisis akhlak, gangguan pihak
ketiga dan perselingkuhan. Adapun perceraian karena faktor ekonomi disebabkan: a)
suami belum memiliki pekerjaan yang tetap, b) tidak bertanggung jawab dalam hal
nafkah, c) tidak transparan dalam hal keuangan. Sehingga hal ini memancing
percekcokan dalam rumah tangga yang sangat susah dibendung sampai akhirnya
berujung perceraian. Bentuk penyelesaian perceraian telah dilakukan baik oleh pihak
keluarga maupun oleh tim mediator melalui mediasi yang telah dilakukan di luar
persidangan, namun hasilnya belum maksimal hal itu disebabkan: a) konflik dalam
rumah tangga sudah memuncak, sehingga sangat sulit untuk didamaikan, b) kedua
belah pihak memang sepakat untuk bercerai, sehingga sangat sulit untuk dimediasi, c)
tergugat biasanya tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak mungkin untuk
didamaikan (verstek), d) profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator
masih lemah, yang memengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama.
Penelitian ini menjelaskan bagaimana ekonomi menjadi penyebab perceraian
di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar dengan melihat optimalisasi mediasinya.
Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui peranan mediasi berupa
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metode atau pola hakim mediator dalam penyelesaian mediasi perkara perceraian
akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima terhadap implementasi PERMA No. 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Berbagai literatur yang telah dikemukakan di atas, membuktikan bahwa
pembahasan tentang Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat
KDRT dalam tinjauan terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan belum pernah ada yang membahas. Karya yang
hampir sama dengan judul penulis adalah karya Fitriyani yang berjudul: Efektivitas
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan (Studi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar). Berdasarkan pertimbangan penulis, penelitian ini perlu
dikembangkan lebih jauh dan dibahas lebih luas dan menjadi pelengkap terhadap
pembahasan tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian yang telah ada.
E. Kerangka Teoretis
Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang terkait dengan keimanan
kepada Allah swt.,. Oleh karena itu ada dimensi ibadah dalam suatu perkawinan.
Sehingga perkawinan itu harus dipelihara dengan baik supaya bisa abadi dan
langgeng dan dapat terwujud tujuan perkawinan dalam Islam yakni keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah.
Namun sama sekali tidak ada yang berharap perkawinan yang suci harus
tergores dengan konflik-konflik, apalagi sampai menyebabkan pertengkaran yang
berujung pada KDRT. Demikian pula tidak ada yang menginginkan perkawinan yang
kukuh hancur berantakan sehingga anak-anak tak lagi dapat tinggal bersama bapak
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atau ibunya karena perceraian. Tetapi apa yang telah diharapkan belum tentu dapat
terwujud yakni membangun bahtera rumah tangga yang damai dan sejahtera.
Tingginya angka perceraian yang telah diputuskan di Pengadilan Agama
Bima, menyebabkan lahirnya penelitian ini. Oleh karena itu perceraian merupakan
hal yang sangat serius dari semua pihak. Sehingga isu perceraian merupakan
alternatif, apabila dalam rumah tangga tidak bisa lagi diselamatkan dalam artian
dalam rumah tangga tidak ada lagi kedamaian karena terjadinya pertengkaran terus
menerus dengan berbagai alasan.
Pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai
pelaksanaan mediasi. Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul Fiqh al-Sunnah,
dalam hukum Islam secara terminologis perdamaian disebut dengan istilah ṣulḥ yang
menurut bahasa memutuskan suatu persengketaan. Begitu pula menurut syarak adalah
suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak
yang saling bersengketa.52
Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum yang efektif tidak akan
mungkin terlaksana tanpa bantuan warga masyarakat secara aktif. Bantuan atau peran
serta warga masyarakat tersebut juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam
efektivitas perundang-undangan.53
Negara dan hukum merupakan dua entitas yang dapat dibedakan. Negara
dapat dipandang sebagai bangunan masyarakat yang membutuhkan hukum. Hukum
merupakan condition sine qua non bagi negara. Negara tidak dapat dipisahkan;
negara membutuhkan hukum. Oleh sebab itu, negara juga dapat dipandang sebagai
52Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz III (Beirut: Dar Al Fikr, 1977), h. 305.
53Soerjono Soekanto, Efektivitas dan Peranan Sanksi (Cet. I; Bandung: Remadja Karya,
1985), h. 56.
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suatu bangunan hukum (legal entity-legal subject) bahkan lebih jauh dari itu, Hans
Kelsen menyatakan bahwa negara tidak lain merupakan penjelmaan dari tatanan
hukum suatu bangsa; penjelmaan dari strata hukum nasional atau dengan kata lain,
negara identik dengan hukum.54
Hukum menyederhanakan pemahaman tentang negara dengan hukum, penulis
mencoba menggunakan analogi. “Negara itu ibarat wadah (tempat), sedangkan
hukum adalah sekat-sekat yang ada dalam wadah tersebut.” Hukum membuat wadah
tersebut dapat berfungsi efektif, efisien, dan teratur. Wadah tersebut menjadi sangat
fungsional (efektif) apabila sekat-sekatnya dikonstruksi dengan baik. Artinya, negara
menjadi sangat berguna bagi pencapaian tujuan dan fungsinya apabila seperangkat
hukumnya ditata dengan baik (efektif, efisien, dan berkeadilan).55
Menurut Achmad Ali, bukunya yang berjudul Menguak Teori Hukum (Legal
Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) bahwa ketika ingin mengukur
sejauhmana efektivitas hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur,
“sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.” Tentu saja, jika aturan
hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan
mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun
demikian, sekalipun dapat dikatakan bahwa aturan itu efektif, tetapi kita tetap masih
dapat mempetanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Karena seorang yang
mentaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Maka
54Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara: Perkembangan Teori Bernegara dan Suplemen (Cet. I;
Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2005), h. 87.
55Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara: Perkembangan Teori Bernegara dan Suplemen, h. 87-88.
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derajat ketaatan adalah derajat yang tertinggi.56 Jika yang akan dikasi adalah
efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektivitasnya
suatu perundang-undangan, banyak tergantung beberapa faktor, antara lain:
a. Pengetahuan tentang subtansi (isi) perundang-undangan.
b. Car-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangandi dalam
masyarakatnya.
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat).57
Menurut C. G. Howard dan R. S Mumners yang dikutip dalam bukunya
Achmad Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap hukum
secara umum terkait dengan efektivitas perundang-undangan sebagaimana kajian
penulis tentang implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosdur mediasi di
Pengadilan adalah:
1. Aturan hukum yang mengandung moral berwujud larangan, relatif akan jauh
efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan nilai moral yang dianut
oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan
hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang mengancam sanksi
bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain,
seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan
56Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) (Cet. I; Jakarta: Prenada Media
Group, 2009), h. 375.
57Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), h. 378-379.
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lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan
lebih efektif.
2. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada
optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan
berlakunya aturan hukum tersebut; dimulai dari tahap pembuatannya,
sosialisasinya, proses penegakkan hukumnya yang mencakupi tahap
penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi),
dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
3. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan
adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minim dalam masyarakat.
Keterlibatan umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak
mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat
dalam keadaan koar atau situasi perang dahsyat.58
Adapun teori mediasi menurut Yahya Harahap, penyelesaian perkara melalui
mediasi mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, di antaranya:
a. Penyelesaian bersifat informal
Penyelesaian melalui pendekatan nurani dan kedua belah pihak melepaskan
diri dari istilah hukum (legal term) kepada pendekatan yang bercorak nurani
dan moral.
b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
Penyelesaian tidak diserahkan sepenuhnya kepada mediator, tetapi tetap
diserahkan kepada para pihak sesuai dengan kemauan mereka, karena
58Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), h. 378-379.
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merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas
sengketa yang dipermasalahkan.
c. Jangka waktu penyelesaian pendek
Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau
paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua
belah pihak.
d. Biaya ringan
Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya, atau murah (zero cost) sebab apabila
yang menjadi mediator dari kalangan hakim sendiri yang berada dalam
lingkup peradilan maka tidak dipungut biaya mediasi. Kecuali mediatornya
dari luar pengadilan.59
e. Aturan pembuktian tidak perlu
Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah
dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang
formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses
arbitras dan pengadilan.
f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial
Penyelesaian tentu untuk umum, yang tahu hanya mediator, konsiliator atau
advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian.
g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif
Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin
penyelesaian berdasarkan kerja sama. Mereka tidak menyimpan dendam
59M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, h. 236-237.
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permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama.
Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.
h. Komunikasi dan fokus penyelesaian
Dalam menyelesaikan perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para
pihak. Dalamkomunikasi itu, terlihat keinginan memperbaiki perselisihan dan
kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi
melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (not the
past) tapi untuk masa yang akan datang (for the future)
i. Hasil yang dituju sama menang
Sama-sama menang yang disebut konsep win-win solution dengan
menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri, tidak ada
yang kalah atau tidak ada yang menang atau bukan winning or losing seperti
penyelesaian melalui putusan pengadilan.
j. Bebas emosi dan dendam
Penyelesaian perkara melalui mediasi (perdamaian), meredam sikap
emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama
berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti
dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.60
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk menemukan alasan perceraian akibat KDRT yang menjadi salah satu sebab
perceraian di Pengadilan Agama Bima.
60M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, h. 237-238.
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b. Mencari faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PERMA RI No. 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap penyelesaian
perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima.
c. Untuk menganalisis lebih lanjut penanan mediasi dalam penyelesaian perkara
perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima terhadap implementasi
PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Kegunaan Penelitian
Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu
menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara
teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat di antaranya:
a. Bagi Ilmu Pengetahuan
Dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan merupakan bahan pemikiran
serta renungan terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut
proses mediasi dalam penerapannya pada sistem peradilan perdata.
b. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa Khususnya
Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas dan
mahasiswa mengenai bagaimana menyikapi dan mengantisipasi konflik rumah tangga
yang disebabkan berbagai masalah terutama masalah KDRT.
c. Bagi Penulis
Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir
kritis serta pemenuhan dalam penyelesaian studi di Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Mediasi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam
1. Mediasi dalam Hukum Nasional
a. Pengertian Mediasi
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang
berada di tengah. Makna ini menunjukan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga
sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan
sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada
pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa. Ia harus mampu
menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga
menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.1
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses
pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai
penasihat.2
Pengertian mediasi dalam kamus hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa
inggris mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang
melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-
pihak yang bersengketa.3
1Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional (Cet I; Jakata: Kencana Prenada Media,  2009), h. 1-2.
2Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II;
Jakata: Balai Pustaka, 2002), h. 726.
3B. N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia (Cet I; Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168.
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Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana
seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak,
sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan
mungkin didamaikan, tetapi tanggug jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap
berada di tangan para pihak sendiri.4
Pengertian mediasi yang lain menurut Cristopher W. Moore sebagaimana
dikutip oleh Gatot Soemartono adalah:
The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party
who has limited or no authoritative decision-making power but who assists the
involved parties in voluntarily reaching a matually acceptable settlement of issue in
dispute. 5
Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu
mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh
pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (limited) atau sama sekali
tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak
yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dinyatakan pengertian mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan
para pihak dengan dibantu oleh mediator.6
Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki
perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:7
4John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), h. 42.
5Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. I; Jakarta:  Gramedia Pustaka
Utama, 2006), h. 121.
6Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
Arikel di Akses pada Tanggal 16 Mei 2017 dari http://www.badilag.net/artikel/mesiasi.pdf.
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1) Aspek Urgensi/Motivasi
Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar para pihak-pihak yang
berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses
pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah,
maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan
utama medisi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihal-pihak yang bertikai.
Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata
sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku
mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang
mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-
pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk
memfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai
mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.
2) Aspek prinsip
Secara hukum mediasi tercantum dalam pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun
2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti
prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh proses
mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan
Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua
perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara
mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.
3) Aspek Substansi
Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui
untuk setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Substansi mediasi adalah
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proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian.
Karena itu diberika waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum
perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas
formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh
pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya
pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan
kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena
proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.
Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitu
pula ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkan
dalam memahami pengertian mediasi, penulis berpendapat bahwa untuk kemudahan
dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang
terdapat dalam mediasi sebgai berikut:
a) Metode alternatif penyeleaian sengketa
b) Bersifat non litigasi
c) Menggunakan jasa mediator, dan
d) Kesepakatan sesuai keinginan para pihak.
b. Asas-asas Umum dalam Proses Mediasi
Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi atau setidak-tidaknya
proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat
(1) PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa
semua pernyataan dan pengakuan para pihak yang diberikan dalam proses mediasi
tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya
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mengalami kegagalan, kumudian Pasal 19 ayat (2) disebutkan, bahwa semua catatan
mediator dalam proses wajib dimusnahkan.
Bila kita telaah lebih lanjut kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi” akan
terlihat agak ganjil, karena sejatinya ketika gugatan didaftarkan dan dicatat dalam
register pengadilan, berarti sejak saat itu para pihak sudah mulai tunduk dengan
aturan dalam proses perkara walaupun belum masuk substansi persidangan yang
sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun sesungguhnya perkara tersebut
sudah ada dalam kewenangan pengadilan. Maka menurut  D.Y. Witanto,
bahwasannya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi
dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat dan substansi penyelesaiannya
berada di luar kewengan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.8
Oleh karena PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang
berada di luar litigasi maka menurut D.Y. Witanto proses mediasi memiliki ciri dan
prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana
perbedaan tersebut antara lain:
1) Proses mediasi bersifat informal, dalam proses mediasi para pihak akan
difasilitasi oleh seorang mediator untuk menemukan jalan perdamaian dengan
menggunakan pendekatan non legal dalam meyelesaikan perkara, sehingga tidak
kakuatan rigid. Bagi mediator non hakim, dapat melakukan pertemuan di tempat-
tempat yang representatif dan kondusif yang dapat berpengaruh besar terhadap
kondisi para pihak, misalnya seperti di hotel, restoran atau di tempat-tempat
rekreasi dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar
8D. Y. Wianto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 31.
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tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak yang mana itu tidak mungkin
dilakukan dalam proses persidangan pengadilan.
Proses informal secara sederhana diartikan suatu tata laksana yang tidak
terikat dengan ketentuan umum formal (hukum acara). Dikecualikan dari proses
mediasi pada umumnya, mediasi di pengadilan bersifat “semi formal” artinya
tetap terikat dengan aturan hukum tertentu sebagai panduan dalam tahapan
berjalannya proses, namun tingkat formalitas dalam proses mediasi saja tidak
seformal dengan proses persidangan pengadilan yang semua tahapannya sudah
diatur secara pasti, dengan ketentuan jika melenceng dari jalur yang ditentukan,
maka proses persidangannya terancam batal karena hukum acara perdata pada
prinsipnya bersifat imperatif.
Proses mediasi dapat ditempuh dengan rileks tidak perlu ada penyebutan
identitas sebagai penggugat atau tergugat. Masing-masing pihak dapat bebas
untuk mengajukan usulan dan penawaran, termasuk bagi mereka yang
berkedudukan sebagai tergugat.
2) Waktu yang dibutuhkan relatif singkat, penyelesaian sengketa melalui proses
litigasi dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun, kerena panjangnya tahapan
persidangan dimana terbuka adanya upaya hukum. Dalam proses mediasi waktu
yang ditempuh relatif jauh lebih singkat apalagi sejak dari awal sudah terbentuk
antusias dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.
Waktu yang dibutuhkan dalam proses mediasi yang efektif tidak lebih dari satu
bulan untuk sampai kepada tahap penyelesaian secara tuntas. Menurut Pasal 24
ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi
berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah
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melakukan mediasi dan Pasal 24 ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 30
(tigat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai
kehadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta permaian. Begitupun
sebaliknya jika sebelum waktu tersebut terdapat hal-hal yang dapat menjadi
alasan gagalnya proses mediasi, maka mediator sebelum 30 hari dapat
mengembalikan perkaranya kehadapan hakim dengan alasan mediasi telah gagal.
3) Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak, mediator memiliki
kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara
damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak
untuk menemukan penyelesaian sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa
materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk
melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang
kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator
harus membantu menuangkan dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang
akan dilakukan menjadi akta perdamaian.
Kesepakatan damai dibuat dalam bentuk perjanjian, tugas mediator yang
paling penting adalah memeriksa materi kesepakatan itu apakah terdapat kausa-
kausa yang tidak halal ataukah tidak sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1320
KUH Perdata tentang keabsahan perjanjian. Mediator harus jeli dalam melihat
apakah kesepaktan damai tersebut mengandung itikad tidak baik dari salah satu
pihak ataukah tidak. Jika mediator mendeteksi adanya tanda-tanda tersebut, maka
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mediator wajib menyampaikan kepada pihak bahwa kesepakatannya mengandung
muatan yang dapat merugiakn salah satu pihak.
4) Biaya ringan dan murah, biaya yang dikeluarkan dalam proses mediasi bersifat
relatif, artinya bila para pihak menggunakan jasa mediator dari luar hakim
pengadilan, maka para pihak akan dibebani untuk membayar honorarium sebagai
jasa pelayanan mediator yang mereka pilih. Disamping itu jika setiap proses
pertemuan dilaksanakan di tempat-tempat yang memungkinkan keluarnya biaya,
maka bisa saja proses mediasi yang dilaksankan pada akhirnya mahal. Namun
bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya
dikenakan biaya pemanggilan bila pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian.
Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang
mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.
5) Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia, proses mediasi pada asasnya tertutup,
kecuali para pihak menghendaki lain, artinya jika para pihak tidak meminta agar
proses dilakukan secara terbuka, maka pertemuan-pertemuan dalam proses
mediasi selalu dilaksankan secara tetutup, di samping itu semua hasil perundingan
para pihak dalam proses mediasi akan dirahasiakan oleh mediator dari akses
pihak-pihak luar. Dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan
bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak
menghendaki lain.
6) Kesepakatan damai bersifat mengakhir perkara, proses mediasi yang telah
menemukan penyelesaian damai harus bersifat mengakhiri perkara, artinya
apabila para pihak menghendaki kesepakatan damai maka seluruh persengketaan
di antara para pihak harus selesai dengan tuntas. Kesepakatan damai adalah
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merupakan hasil kesepakatan bersama berdasarkan kepentingan-kepentingan para
pihak.
Kesepakatan atas suatu penyelesaian damai harus melibatkan seluruh pihak
yang terkait dengan sengketa tersebut. Jika ada pihak yang tidak ikut dilibatkan
dalam proses mediasi, padahal memiliki kaitan yang cukup penting, maka proses
perdamaian tersebut tidak dapat dilanjutkan dan jika terlanjur telah menghasilkan
kesepakatan, maka hasil kesepakatan itu tidak boleh dikuatkan menjadi akta
perdamaian karena proses perdamaian tersebut mengandung kurang pihak.
Apabila kesepakatan itu tetap dikuatkan, maka akan menimbulkan persoalan baru
di kemudian hari.
Prinsip mengenai kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara terdapat
pada Pasal 27 ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan menyebutkan bahwa: “jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan
perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib
memuat pencabutan gugatan”. Artinya jika para pihak tidak menghendaki
kesepakatan damai itu dikuatkan dengan akta perdamaian, maka para pihak harus
mencabut gugatannya sehingga perkaranya menjadi selesai dan ditutup.
7) Proses mediasi dapat mengesampingkan bukti, proses mediasi, para pihak tidak
perlu saling berdebat denga alasan bukti-bukti, karena proses mediasi tidak
memfokuskan pada kesediaan bukti-bukti hukum walaupun terkadang dilakukan.
Tujuan utama dari proses mediasi adalah mempertemukan dua kepentingan
dengan sikap-sikap kerelaan. Dalam kondisi tertentu kepemilikan alat bukti bisa
memberikan posisi tawar yang tinggi ketika memasuki tahapan negosiasi, jika
salah satu pihak memiliki sertifikat hak milik umpama, maka pihak tersebut dapat
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mengatur penawaran misalnya dengan ketentuan tanah sengketa dibagi dengan
perhitungan satu berbanding tiga, hal seperti itu lazim terjadi.
8) Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi, mediasi tidak diposisikan
untuk saling berlawanan, namun mereka diposisikan seakan jalan berdampingan
untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan cara membentuk persamaan dan
kesepahaman kehendak. Pendekatan komunikasi akan mencairkan hubungan
personal di antara para pihak yang sebelumnya mungkin renggang dan kaku.
Sering disebutkan, bahwa proses mediasi tertuju pada hasil akhir yang sama-sama
menang, hal ini cukup beralasan karena semua pihak dengan kontribusi dan
manfaat yang sama.
9) Hasil mediasi bersifat win-win solution, proses penyelesaian sengketa di luar
pengadilan (selain arbitrase) adalah adanya prinsip “win-win solution” yaitu suatu
metode penyelesaian dimana masing-masing pihak akan mendapatkan manfaat
secara berimbang sesuai kehendak bersama yang disepakati. Jika dalam proses
litigasi ada pihak yang kalah dan ada yang menang, pada proses mediasi tidak ada
istilah kalah menang, karena semua pihak akan menjadi pemenang.
Tujuan utama dari konsep win-win solution adalah untuk menghindari
terjadinya kerugian pada salah satu pihak, sehingga dalam proses
penyelenggaraannya dibutuhkan sikap-sikap yang kooperatif dari kedua belah
pihak.
10) Akta perdamaian bersifat final dan binding, akta perdamaian memiliki kekuatan
yang sama atau setidak-tidaknya dipersamakan kedudukannya dengan putusan
hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat dieksekusi.
47
Setelah kesepakatan damai dikukuhkan menjadi akta perdamaian, maka sejak
saat itu akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan klausula
dalam akta perdamaian akan menjadi dasar bagi proses eksekusi apabila
diperlukan seperti layaknya eksekusi putusan pengadilan pada umumnya.
c. Keuntungan Menggunakan Mediasi
Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan
keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya sehingga sangat
tepat bila dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di
pengadilan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:
1) Proses yang cepat, persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-
pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya
berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk
setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2) Bersifat rahasia, segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi
bersifat rasia di mana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang
meliput.
3) Tidak mahal, sebagian besar pusat-pusat mediasi pulik menyediakan kualitas
pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah:
para pengecara tidak dibutuhkan dalam proses mediasi.
4) Adil, solusi bagi suatu persengketaan dapat diselesaikan dengan kebutuhan-
kebutuhan masing-masing pihak: preseden-preseden hukum tidak akan
diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.
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5) Berhasil baik, pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi,
kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.9
Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang
berbeda dari litigasi di pengadilan. Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat
memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:
1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif
murah dibandingkan membawa perselishan tersebut ke pengadilan atau
arbitrase.
2) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata
dan pada kebutuhan emosi atau psiklogis mereka, jadi bukan hanya pada hak-
hak hukumnya.
3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselsihan mereka.
4) Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap
proses dan hasilnya.
5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan
saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena
mereka sendiri yang memutuskannya.
7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permasalahan yang hampir
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh
hakim di pengadian atau atau arbiter pada arbitrase.10
9Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan (Cet. I; Jakarta: Badan
Penerbit IBLAM, 2004), h. 24-25.
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Adapun menurut I Made Sukadana, mediasi memiliki keunggulan-keunggulan
sebagai berikut:
1) Dapat membantu melepaskan kemarahan satu pihak terhadap pihak lawan.
2) Dapat meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-
masing pihak.
3) Dapat diketahui isu-isu atau hal-hal yang tersembunyi dalam sengketa yang
sebelumnya tidak disadari.
4) Berorentasi ke masa depan.
5) Dapat memperbaiki komunikasi para pihak.
6) Dapat menyelesaikan sengketa dengan efisien baik waktu, tenaga maupun
biaya.
7) Dapat menyelesaikan sengketa tanpa menyimpan kebencian.
8) Dapat menciptakan harmonisasi sosial.11
Dengan keuntungan menggunakan mediasi diharapkan dengan tujuan
penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tersebut sehingga hubungan kedua
belah pihak yang bersengketa tetap terpelihara terciptanya harmonisasi sosial dengan
hasil yang dirasa adil oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu ditempuh upaya
hukum yang ada.
d. Peran dan Fungsi Mediator
Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak yang
bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan
10Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, h. 139-140.
11I Made Sukadana, Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia
dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2012), h. 186.
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penyelesaian sengketa tanpa mengunakan cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian.12
PERMA memberikan definisi mediator sebagai berikut: “Mediator adalah
hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang
membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencapai berbagai
kemungkinan penyelsaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian”.13 Berpangkal tolak dari definisi tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang berposisi netral dari
para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian.
Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh para pihak
yang bersengketa atau bisa juga ditunjuk oleh pihak yang punya otoritas tertentu.
Dipilihnya seorang mediator dilatarbelakangi oleh alasan-aslasan antara lain karena
status individu, kehormatan, kekuatan, kekuatan finansial atau pihak-pihak yang
mempunyai otoritas untuk menjatukan sanksi tertentu.14
Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. Menurut Soeharto
sebagaimana dikutip oleh Maskur Hidayat, Sisi peran terlemah mediator adalah
apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut:
1) Penyelenggara pertemuan.
2) Pemimpin diskusi rapat.
12Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2016), h. 89.
13Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
14Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 89.
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3) Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses
perundingan berlangsung secara baik.
4) Pengendali emosi para pihak.
5) Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan
mengemukakan pendapatnya.15
Adapun sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator
mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
2) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah
pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
4) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
6) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.16
Pendapat lain mengenai peran yang harus dilakukan oleh mediator
dikemukakan oleh Gatot Soemartono, yaitu:
1) Melakukan diagnosis konflik.
2) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
3) Menyusun agenda.
4) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
5) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.
15Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 89-90.
16Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 90.
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6) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan
pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.17
Dalam proses mediasi, esensi yang harus dilakukan untuk memengaruhi atau
mendorong para pihak yang bersengketa dengan berbagai cara maupun teknik untuk
tidak memilih jalur litigasi dan lebih mengutamakan perdamaian melalui kesepakatan
yang dibuat oleh para pihak sendiri. Mediator juga tidak mempunyai kepentingan
pribadi terhadap hasil mediasi.
1) Mediator Mendorong Para Pihak Bersikap Aktif
Mediator bisa mendorong para pihak yang berperkara untuk membuat
formulasi penyelesaian sendiri. Mediator juga bisa memberikan pilihan-pilihan
kepada para pihak yang bersengketa sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2016
hal yang harus dilakukan mediator adalah mendorong para pihak untuk secara
langsung berperan dalam proses mediasi. Kemudian mediator juga wajib mendorong
para pihak mencari dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan
penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.18
Di sini Mediator bisa menjalankan peran sebagai pihak yang mendorong para
pihak membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. Apabila para
pihak bersikap aktif dalam penyelesaian masalah maka tugas mediator akan lebih
ringan. Karena para pihak tidak menghambat tapi justru membantu mediator secara
aktif mencari solusi penyesesaian.
17Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, h. 136.
18Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 91.
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2) Membaca Keseimbangan Posisi Pihak Yang Bersengketa
Agar mediasi bisa berjalan dan terlaksana dengan baik ada beberapa syarat
yang diperlukan, yaitu:
a) Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara para pihak.
b) Para pihak memiliki harapan terhadap hubungan di masa depan.
c) Terdapatnya banyak masalah yang memungkinkan terjadinya pertukaran (trade
offs).
d) Adanya keinginan untuk menyelesaikan secara cepat.
e) Tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama
di antara para pihak.
f) Apabila para pihak mempunyai pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan
yang banyak dan dapat dikendalikan.
g) Membuat suatu preseden  atau mempertahankan hak tidak lebih penting
dibandingakan dengan penyelesaian sengketa yang cepat.
h) Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan-kepentingan
pelaku lainnya seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik
dibandingkan dengan mediasi.19
Mengenai keseimbangan posisi para pihak yang bersengketa harus bisa dibaca
dengan baik oleh mediator. Karena keseimbangan posisi tersebut bisa diarahkan pada
jenis penyelesaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan sengketa para pihak.
19Munir Fuady, arbitrase nasional: alternatif penyelesaian sengketa bisnis (bandung: citra
aditya bakti, 2003), h. 51.
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3) Membangun Citra Mediator dalam Pandangan Disputants
Para pihak yang bersengketa (disputants) harus mempunyai kepercayaan
terhadap kredibilitas mediator, mendengarkan saran-saran yang diberikan sedangkan
mediator harus berada pada posisi imparsial (tidak memihak).20
Kepercayaan yang dimaksud adalah menumbuhkan perasaan yang dari pihak
yang bersengketa bahwa:
a) Mediator adalah pihak yang benar-benar netral.
b) Mediator memiliki simpati yang serius kepada para pihak terkait sengketa yang
dihadapi.
c) Atas usulan atau saran dari mediator, disputants (pihak bersengketa) harus
melepaskan hal-hal yang tidak substansial supaya tidak menjadi tema pokok
perdebatan dalam mediasi.
d) Apapun yang dilakukan mediator dalam proses mediasi terhadap para pihak maka
tujuannya dalah untuk kebaikan semua pihak.21
Upaya menumbuhkan tingkat kepercayaan kepada mediator sangatlah penting
karena sifat mediasi adalah non-coercive artinya, peran para pihak yang bersengketa
sangat pokok, tanpa persetujuan para pihak maka perdamaian tidak bisa dilaksanakan.
Kondisi terbaik untuk dilaksanakannya mediasi adalah apabila para pihak mempunyai
keinginan yang besar untuk berdamai. Niat baik para pihak sendiri untuk berdamai
adalah faktor yang penting menyelesaian masalah.
20Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 93.
21Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 93.
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e. Tahap-tahap Pelaksanaan Mediasi
Pasal 130 HIR/154 RBg menyebutkan bahwa setiap perkara gugatan, sebelum
pokok perkaranya disidangkan, Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian
terlebih dahulu bagi para pihak. Perdamaian yang diamanatkan oleh Pasal 130
HIR/154 RBg tersebut kemudian dijabarkan secara teknis oleh PERMA mediasi yaitu
PERMA No. 2 Tahun 2003 kemudian dajabarkan pula oleh PERMA No. 1 Tahun
2008 sebagaimana yang telah diganti oleh PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam Bab IV
PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan tentang tahapan pramediasi suatu tahapan
proses yang difasilitasi oleh hakim yang memeriksa perkaranya agar para pihak
terlebih dahulu menempuh jalur mediasi.
Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan mediasi sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan Forum.
Proses mediasi diawali dengan menyelenggarakan forum yang
mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan dihadiri mediator sebagai pihak
netral yang bertugas mencari formulasi damai bagi para pihak. Menciptakan forum
diawali dengan menentukan jadwal pertemuan yang dihadiri para pihak serta
mediator.22
Sebelum proses mediasi dilaksanakan, mediator akan mengonsultasikan pada
para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan
tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan, durasi waktu yang ditetapkan, dan lain-lain.
Supaya mediator mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai
permasalahan yang menjadi pokok sengketa, maka para pihak harus menyerahkan
kepada mediator hal-hal antara lain:
22Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 99.
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 Fotokopi dokumen yang terkait dengan duduknya perkara.
 Fotokopi surat-surat yang diperlukan.
 Dan hal-hal yang terkait dengan sengketa.23
Untuk efesiensi waktu pelaksanaan mediasi, seorang mediator juga
diperkenankan membuat kesepakatan mengenai jadwal mediasi, lebih baik lagi
apabila jadwal pelaksanaan mediasi ditandatangani para pihak serta diberikan salinan
jadwal tersebut pada para pihak tersebut (Pasal 14 huruf f PERMA No. 01 Tahun
2016).24
2) Presentasi Para Pihak atau Penyerahan Resume
Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu pandangan
mereka tentang sengketa kepada mediator. Tujuan presentasi ini adalah untuk
memberi informasi kepada mediator tentang situasi perkara serta keinginan dan
harapan para pihak.25
Pada tahap ini sebaiknya para pihak tidak berinteraksi secara langsung.
Mediator memberikan waktu presentasi secara langsung kepada para pihak. Kalau
ada kuasa hukum, maka boleh memberi tambahan waktu presentasi. Selanjutnya
mediator membuat ringkasan presentasi masing-masing pihak guna memastikan
bahwa pihak lain telah mendengar dan mengerti.
23Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 100.
24Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 100.
25Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 100.
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3) Identifikasi Masalah
Peran mediator yang sangat penting adalah mengidentifikasi pokok
masalah/sengketa. Apabila pokok sengketa sudah diketahui, maka moderator dan para
pihak bisa fokus pada upaya mencari solusi yang tepat. Tahap identifikasi masalah
juga merupakan tahap kesempatan bagi mediator untuk mengetahui hal yang bersifat
pokok yang diminta oleh penggugat atau ditolak oleh tergugat. Identifikasi masalah
akan membantu para pihak untuk melihat sisi negatif dan positif, aspek primer dan
aspek sekunder dari permasalahn yang dihadapi.26
Apabila para pihak sudah mempunyai kemauan dalam mencari solusi atas
sengketa, mediator tinggal mendorong serta mengarahkan para pihak agar lebih fokos
pada hal-hal yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai.27 Jadi tugas mediator
bukan hanya sekedar memberi dorongan atau semangat tetapi mediator harus
mengikuti serta mengarahkan alur mediasi secara berkelanjutan supaya keterbukaan
para pihak untuk berdamai bisa diarahkan pada penyepakatan klausul secara
bertahap.28
4) Kaukus
Kaukus telah diatur dalam Pasal 14 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu “menjelaskan bahwa mediator dapat
mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”.
26Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 101.
27Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 102.
28Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 103.
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Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi yang sifatnya
rahasia.
Mediator mempunyai alasan dan tujuan dalam mengadakan pertemuan
terpisah, misalnya:
 Untuk menggali hal-hal yang tidak terungkap dalam pertemuan yang dihadiri
pihak lawan.
 Untuk memberikan suasana yang lebih dinamis dan cair antara para pihak dengan
mediator.
 Dalam tahap kaukus moderator bisa membaca sejauh mana kesungguhan pihak
yang bersengketa untuk berdamai.
 Untuk memberikan pendapat hukum terhadap sengketa yang dihadapi.
 Untuk mengarahkan para pihak supaya fokus pada perundingan yang konstruktif
dan menghindari hal-hal yang kontra produktif bagi perundingan.
 Memungkinkan mediator dan para pihak yang bersengketa mempertimbangkan
model penyelesaian sengketa yang lebih variatif.29
Pelaksanaan kaukus sifatnya tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau tidak
semata-mata tergantung pada penilaian mediator apakah ada urgensi dilaksanakannya
kaukus atau tidak.30 Yang harus diperhatikan mediator dalam kaukus adalah bahwa
kaukus merupakan pertemuan terpisah antara mediator dengan satu pihak tanpa
dihadiri pihak lain, maka rawan terjadinya kecurigaan. Jadi sebelum melakukan
kaukus mediator harus membangun kepercayaan dari kedua belah pihak dengan
menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja.
29Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 104.
30Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 105.
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5) Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Urgensi didatangkannya ahli dan/atau tokoh masyarakat dalam sesi mediasi
adalah supaya para pihak bisa mendapatkan pandangan mengenai hal tertentu terkait
pokok sengketa sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran objektif karena
disampaikan oleh ahli dalam bidang tertentu. Ketika mendatangkan seorang ahli
dan/atau tokoh masyarakat mediator harus benar-benar yakin dampak positif bagi
tercapainya penyelesaian sengketa dengan perdamaian.31
Di dalam tahap keterlibatan ahli, mediator dapat bertindak seperti layaknya
moderator yang memberi kesempatan para pihak berinteraksi, bertanya, minta
penjelasan kepada ahli. Dengan berlaku seperti moderator, maka moderator harus
menjaga ritme sesi keterangan ahli supaya tidak keluar dari alur pokok masalah,
menjaga suapaya tidak keluar sisi emosional dari salah satu atau para pihak.32 Ruang
lingkup keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam hal ini juga teramasuk tokoh
agama dan/atau tokoh adat (Pasal 26 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016).33
6) Formulasi Kesepakatan
Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak akan dikumpulkan lagi
guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaiakan beberapa
hal dengan lebih terperinci. Mediator berperan untuk mengawasi atau memastikan
bahwa seluruh pokok sengketa yang dipermasalahkan telah dibahas ketidaksepakatan
31Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 106.
32Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 107.
33Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 108.
60
telah diatasi, para pihak merasa bisa menerima dengan hasil akhir dan merasa
melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasannya.34
Apabila para pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka
mediator harus merumuskan kesepakatan dalam suatu formulasi yang tepat.
Kesepakatan yang sudah diformulasikan tersebut haruslah diarahkan dalam bentuk
tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa para pihak benar-
benar sepakat untuk menghentikan sengketa dan memilih jalan perdamaian. Klausul-
klausul perdamaian dibaca kembali oleh mediator di hadapan para pihak sebelum
ditandatangani.
7) Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian
Apabila proses mediasi mencapai hasil akhir berupa kesepakatan para pihak
untuk menghentikan sengketa dan memilih formulasi perdamaian sesuai dengan
klausul-klausul yang disepakati dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis, maka
para pihak bisa memohon kepada hakim untuk mengukuhkan kesepakatan
perdamaian tersebut.35
Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam
bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausula
pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
Bentuk kesepakatan perdamaian adalah memuat hal-hal antara lain, yaitu:
 Kepala surat bertuliskan “kesepakatan perdamaian” atau istilah lain yang sama
arti dan maksudnya.
 Waktu pembuatan kesepakatan perdamaian.
34Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 108.
35Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 108.
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 Identitas pihak yang bersengketa.
 Ketentuan atau klausul kesepakatan.
 Ditandatangani oleh para pihak serta mediator.36
Apabila kesepakatan perdamaian telah ditandatangani, maka selanjutnya oleh
para pihak melalui mediator bisa diberitahukan kepada majelis hakim untuk
dituangkan menjadi akta perdamaian atau putusan perdamaian.
Dalam hal kesepakatan dilaksanakan di luar pengadilan dengan dibantu
mediator bersertifikat dapat mengajukan kesepakatan damai tersebut ke pengadilan
dengan jalan mengajukan gugatan.
Hakim menguatkan hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani para
pihak serta mediator apabila kesepakatan yang dilaksanakan di luar pengadilan
tersebut memenuhi syarat-syarat, antara lain:
 Sesuai kehendak para pihak.
 Tidak bertentangan dengan hukum.
 Tidak merugikan pihak ketiga.
 Dapat dieksekusi.
 Dengan iktikad baik.37
8) Apabila Mediasi Gagal
Apabila mediasi gagal, maka sengketa yang ditangani dalam proses mediasi
berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di
pengadilan. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal adalah:
36Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 109.
37Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 110.
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 Pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti
dalam proses persidangan.
 Notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.38
Dua hal di atas merupakan penekanan bahwa proses mediasi meskipun
terintegrasi ke dalam proses beracara di pengadilan tetapi ketika tidak berhasil, maka
proses pemeriksaan harus tetap dilaksanakan tanpa boleh dipengaruhi oleh hasil atau
efek dari prosedur penyelesaian sengketa yang sudah dilaksanakan sebelumnya
(mediasi). Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan.
Juga tidak dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi atau muatan
kesepakatan perdamaian hasil dari mediasi. Jadi pemeriksaan perkara perdata setelah
proses mediasi gagal benar-benar terlepas dari mediasi.39
f. Pihak-pihak yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Mediasi
1) Peran Ketua Pengadilan
a) Peran terkait kelalaian pelaksanaan mediasi
Ketua pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun ketua Pengadilan Agama
adalah pimpinan satuan kerja pengadilan di tingkat pertama. Ketua pengadilan
mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk kelancaran tugas pokok dan
fungsi yang dilaksanakan dalam satuan kerja tersebut.  Kaitannya dengan mediasi
ketua pengadilan mempunyai peran yang sangat penting, antara lain:
 Dalam hal hakim pemeriksa lalai memerintahkan para pihak untuk menempuh
jalur mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum ke tingkat banding atau
Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat
38Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 110.
39Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 110.
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pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 4 PERMA No. 1
Tahun 2016).
 Selanjutnya setelah berkas perkara dikembalikan kepada pengadilan tingkat
pertama lalu ketua pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim
memeriksa perkara yang memutus (Pasal 3 ayat 5 PERMA No. 01 Tahun
2016).
 Setelah proses mediasi yang dilaksanakan selama paling lama 30 hari
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela dari Pengadilan
Tinggi atau Mahkamah Agung selanjutnya dari hasil mediasi tersebut
dilaporkan oleh ketua pengadilan berikut berkas perkara yang dimaksud
kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Pasal 3 ayat 7 PERMA
No. 1 Tahun 2016).40
b) Peran terkait keberadaan mediator bersertifikat tidak cukup
Peran lainnya dari ketua pengadilan adalah mengenai keterbatasan mediator di
satuan kerja di bawahnya. Pada dasarnya mediator yang diperbolehkan memandu
jalannya mediasi hanyalah mereka yang mempunyai sertifikat mediasi atau hakim
bersertifikat. Baik dari kalangan hakim yang bersertifikat, pegawai pengadilan yang
bersertifikat, maupun mediator eksternal. Tetapi ada kalanya di pengadilan tidak
terdapat mediator yang cukup baik dari kalangan hakim yang bersertifikat, pegawai
pengadilan yang bersertifikat,  maupun mediator eksternal. Dalam kondisi semacam
itu, maka ketua pengadilan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat
keputusan yang berupa pemfungsian hakim yang tidak bersertifikat mediator menjadi
40Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 125-126.
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hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator (Pasal 13 ayat 2 PERMA No. 1
Tahun 2016).41
c) Laporan kerja mediator
Keberhasilan seorang mediator mempunyai dua aspek, yaitu keberhasilan dari
segi kuantitas, yaitu dari banyaknya sengketa yang berhasil didamaikan. Dan,
keberhasilan dari segi kualitas yaitu dari segi kompleksitas jenis serta karakter
sengketa yang berhasil didamaikan. Mahkamah Agung melalui PERMA No. 01
Tahun 2016 mewajibkan pelaporan kinerja mediator yang berhasil menyelesaikan
sengketa. Laporan tersebut dibuat oleh ketua pengadilan dan ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2016).42
2) Peran Hakim Pemeriksa
Asas penting yang menjadi landasan peradilan Indonesia adalah bahwa
peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2 UU
No. 4 Tahun 2004). Tiga asas tersebut secara substansial adalah hal yang mendasari
diletakkannya lembaga perdamaian dalam sistem peradilan sebagai lembaga yang
krusial keberadaannya. Signifikansi perdamaian secara jelas bisa dilihat dalam Pasal
16 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara
perdamaian”.43
41Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 126.
42Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 127.
43Pasal 16 ayat 1  UU no. 4 tahun 2004 berbunyi “pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hokum tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
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Perkara yang masuk ke pengadilan wajib untuk diperiksa dan diadili oleh
pengadilan tetapi proses tersebut tidak menutup kemungkinan dilaksankannya
perdamaian oleh para pihak. Usaha perdamaian bisa dilaksanakan sepanjang
pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian
ditawarkan bukan hanya pada sidang pertama melainkan juga pada setiap sidang
dilaksanakan.44
Untuk mengupayakan perdamaian, hakim harus bertindak serius, aktif, dan
rutin menggiring atau mendorong para pihak. Untuk bertindak sebagai juru damai
hakim harus benar-benar mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap perkara
yang menjadi sengketa. Dalam hukum acara perdata, hakim dituntut untuk
menyakinkan para pihak-pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian perkara perdata
dengan suatu keputusan (vonis) pengadilan sebenarnya bukan suatu cara penyelesaian
yang paling baik dan paling tepat seperti diduga kebanyakan orang.45 Tetapi hakim
tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memaksa para pihak yang bersengketa
supaya berdamai.46
Di dalam Pasal 17 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa tugas
hakim pemeriksa adalah menjelaskan mengenai prosedur mediasi kepada para pihak:
1. Pengertian dan manfaat mediasi.
2. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut
akibat hokum atas perilaku tidak berakibat baik dalam proses mediasi.
44Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2000), h. 93.
45Victor M. Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata
(Bandung: Rineka Cipta, 1993), h. 24.
46Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 129.
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3. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan
pegawai pengadilan.
4. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.47
Selain aspek formal tersebut hakim juga mempunyai tugas untuk membuka
sekat konflik berupa ketegangan psikologis antara para pihak. Ketika para pihak
sudah berada dalam tahap mediasi yang dibantu mediator setidaknya secara
psikologis sudah lebih bisa menerima dialog.
3) Peran Kuasa Hukum
Kuasa hukum atau penasehat hukum adalah salah satu profesi penegak hukum
yang mempunyai bidang-bidang tugas antara lain konsultasi, hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan
hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003
tentang advokad).48 Advokad atau penasehat hukum mempunyai pengaruh penting
dalam proses penyelesaian sengketa.
Dalam menjalankan tugasnya, advokad wajib mendahulukan kepentingan
kliennya daripada kepentingan pribadinya (Pasal 7 ayat 1 kode etik dan ketentuan
tentang dewan kehormatan advokad/penasihat hukum Indonesia). Jadi apabila dengan
terjadinya perdamaian antara para pihak dan hal itu lebih baik bagi klien maka
advokad harus memperjuangkan tercapainya perdamaian meskipun dengan resiko fee
yang diterima tidak sebesar kalau memenangkan suatu perkara.49
47Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 130.
48Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 131.
49Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 131.
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Keharusan untuk memperjuangkan tercapainya perdamaian dalam perkara
perdata tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 kode etik dan ketentuan tentang dewan
kehormatan advokad/penasihat hukum Indonesia yang berbunyi “Dalam perkara-
perkara perdata, advokad atau penasihat hukum harus mengutamakan
penyelesaiannya dengan jalan damai”.50 Jadi jelas bahwa profesi advokad atau
penasihat hukum mempunyai tanggung jawab yang besar baik dari segi moral etika
untuk secara bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang
bersengketa.
Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 kuasa hukum juga diberikan
kewajiban atau tugas untuk membantu pihak prinsipal melaksanakan hak dan
kewajibannya dalam proses mediasi. Peran-peran tersebut antara lain:
a) Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (7) kepada para pihak. Di dalam Pasal 17 ayat 7 PERMA No.
01 Tahun 2016 dinyatakan bahwa “penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) meliputi:
 Pengertian dan manfaat mediasi.
 Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut
akibat hukum atas perilaku tidak berakibat baik dalam proses mediasi.
 Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan
pegawai pengadilan.
 Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
50Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 131.
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b) Peran penting kuasa hukum dalam proses mediasi juga secara tidak langsung
adalah mendorong para pihak berperan aktif dalam mediasi (Pasal 18 ayat 2 huruf
b PERMA No. 1 Tahun 2016).
c) Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan
penyelesaian sengketa selama proses mediasi (Pasal 18 ayat 2 huruf c PERMA
No. 1 Tahun 2016).
d) Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian
dalam hal para pihak mencapai kesepakatan (Pasal 18 ayat 2 huruf d PERMA No.
1 Tahun 2016).
e) Dan menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum (Pasal 18
ayat 2 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016).51
4) Peran Disputants
Pada dasarnya, dalam setiap sengketa yang menjadi pihak adalah orang-orang
yang bersengketa itu sendiri. Sehebat apapun mediator apabila para pihak tidak
mempunyai keinginan untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, maka
perdamaian tidak akan tercapai.52 Supaya mediasi bisa berjalan maka para pihak yang
bersengketa harus menahan emosi serta menyadari bahwa tidak semua keinginan
akan terpenuhi dalam proses hukum. Pihak yang paling dominan perannya dalam
usaha pencapaian perdamaian melalui mediasi adalah para pihak yang bersengketa itu
51Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 132-133.
52Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 133.
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sendiri. Berhasil atau tidaknya suatu perundingan sangat tergantung dari para pihak
yang bersengketa sendiri.53
Salah satu yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi adalah kehadiran
pihak-pihak secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh
kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016). Selain itu, kehadiran
langsung para principal juga memudahkan mediator untuk menggali pokok sengketa
serta mengelaborasi kemungkinan-kemungkinan pilihan klausul penyelesaian.
Pihak principal hanya diperkenankan untuk tidak menghadiri acara mediasi
dalam beberapa hal yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung, yaitu:
a) Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi
berdasarkan surat keterangan dokter.
b) Di bawah pengampuan.
c) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau
d) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat
ditinggalkan (Pasal 6 ayat 4 No. 1 Tahun 2016).54
5) Peran Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat
Dalam pelaksanaan mediasi seorang mediator diperkenankan untuk
menghadirkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat. Mediator
harus menghadirkan para ahli dan tokoh yang terdapat keterkaitan dengan sengketa
53Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 134.
54Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 135.
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dalam mediasi serta mempunyai pengetahuan serta pengalaman terkait sengketa yang
terjadi tersebut.55
Kehadiran ahli atau para tokoh bertujuan untuk memberikan penjelasan atau
penilaian mengenai detail sengketa, maka mediator dengan kesepakatan para pihak
bisa membuat kesepakatan apakah penjelasan atau penilaian para tokoh tersebut
berkekuatan mengikat atau tidak.
Terdapat perbedaan bentuk ruang lingkup keterangan yang diberikan oleh ahli
dan tokoh masyarakat yang memberikan keterangan dalam sesi mediasi, yaitu:
a) Ahli, memberikan penerangan atau penjelasan dalam sesi mediasi atas keinginan
atau permintaan para pihak dengan materi penjelasan yang terkait dengan
pengetahuan, pengalaman terkait profesi dan profesionalisme sang ahli terkait
sengketa yang sedang berlangsung tersebut. Seorang ahli dibatasi pada satu jenis
keahlian saja, apabila ada seseorang yang menyatakan memiliki keahlian untuk
banyak bidang atau profesi  maka hal tersebut bukanlah termasuk dalam kategori
keterangan ahli yang diperbolehkan.
b) Tokoh masyarakat, adalah pihak yang memberikan penerangan, penjelasan,
anjuran, dorongan atas kemauan atau keinginan para pihak dalam sesi mediasi
dengan berdasar atas pengalaman, ketokohan serta kewibawaan tokoh masyarakat
tersebut.
c) Tokoh agama, adalah pihak yang memberikan penerangan, penjelasan, anjuran
atas permintaan disputants karena ketokohan orang tersebut di bidang agama.
Terkait dengan ketokohan tersebut jadi kewibawaan serta rasa hormat para
disputants akan membuat suasana sengketa diharapkan lebih cepat terurai.
55Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 135.
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d) Tokoh adat, adalah pihak yang memberikan penerangan, penjelasan atas
permintaan para pihak dalam sesi mediasi karena latar belakang yang
bersangkutan sebagai tokoh adat.56
6) Segitiga Partisipan
Pihak yang terlibat dalam mediasi adalah pihak yang bersengketa, mediator
serta kuasa hukum. Untuk tiga partisipan atau peserta dalam proses mediasi tersebut
ada hal yang perlu diperhatikan untuk suksesnya mediasi, yaitu:
a) Pihak yang bersengketa: perlu membangun nalar rasional dan menjauhi emosi.
b) Mediator: mampu menempatkan diri, berbicara, bertindak secara terukur sesuai
kebutuhan dalam situasi mediasi.
c) Kuasa hukum, memberi penjelasan yang detail dan proporsional mengenai
sengketa yang dihadapi serta kemungkinan-kemungkinan model perdamaian yang
bisa disepakati tanpa merugikan kepentingan mereka.57
Bila tiga pihak tersebut bisa mendekati atau bertindak sesuai dengan nalar
atau argumen tersebut di atas, maka langkah awal mediasi telah dilakukan dengan
cara yang tepat. Dan akan berguna bagi tahapan selanjutnya dari proses mediasi yang
sedang berlangsung.
2. Mediasi dalam Hukum Islam
Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat dipersamakan dengan tahkim yang
secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut ḥakam
sebagai penengah suatu sengketa.58 Bentuk tahkim itu sudah dikenal orang Arab pada
56Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 136-137.
57Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 138.
58Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), h. 83.
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masa jahiliyah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada ḥakam.
Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan orang Arab adalah persoalan siapa
yang paling pandai memuji golongannya dan siapa yang pandai menjelekkan
golongan lain.
Al-Qur’an menganjurkan kepada manusia agar dapat mentelesaikan sengketa
dengan musyawarah. Walaupun ayat bersifat umum, namun dalam sebuah kaidah
ulum al-Qur’an yang masyhur suatu pengertian diambil karena keumuman lafaz
bukan karena kekhususan sebab. Jika kaidah ini diterapkan pada firman Allah swt.,
dalam QS. al-Hujurāt/49: 9, maka dapat disimpulkan bahwa ḥakam tidak hanya dapat
difungsikan pada proses perkara perceraian saja seperti yang ditujukan secara
eksplisit pada ayat tersebut, melainkan dapat bersifat umum pada semua bentuk
sengketa. Isyarat yang dapat ditangkap pada ayat tersebut, Allah swt., lebih
menghendaki penyelesaian sengketa dengan cara damai.59
Pada zaman Rasulullah., peradilan diformulasikan sebagai Rasulullah saw.,
dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai
ketangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuai
dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus
(adjudikatif).
Dalam konteks tahkim dapat dipersamakan dengan mediasi, dalam tahkim
pihak ketiga yang berperan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa biasa
dikenal dengan ḥakam, sedangkan dalam mediasi dikenal dengan mediator. Kedua
59Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 84.
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bentuk penengah ini mempunyai fungsi yang sama yaitu keduanya membantu kedua
pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.60
Sasaran yang akan dicapai adanya mediasi diintegrasikan dalam beracara di
pengadilan adalah terjadinya penyelesaian perkara secara damai. Pencapaian
perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah penyelesaian perkara yang paling
tinggi nilainya.
Perdamaian dalam literatur Islam dapat dipersamakan dengan al-ṣulḥ yang
dalam hal ini sangat dianjurkan dalam al-Qur’an, dan berikut ini diuraikan hal-hal
yang berkaitan dengan al-ṣulḥ yaitu:
a. Pengertian al-Ṣulḥ
Al-ṣulḥ berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian
perselisihan, penghentian peperangan. Al-ṣulḥ dikategorikan sebagai salah satu akad
yang berisi perjanjian di antara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk
menyelesaikan perselisihan di antara keduanya.61
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikemukakan bahwa:
“(Ar.: al-islah = memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa
atau kerusakan). Berusaha menciptakan kedamaian; membawa keharmonisan;
menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya; melakukan
perbuatan baik; berperilaku sebagai orang suci (baik) pengertian yang
beragam itu berasal dari makna islah yang disebut dalam al-Qur’an, yaitu QS.
al-Baqarah/2:220 dan 228, al-Nisā/4: 35 dan 114.62
Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan
pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan
60Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 84.
61Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 96.
62Abdul Aziz dan Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2001), h. 305.
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mendatangkan kehancuran, untuk itu islah mencegah hal-hal yang membangkitkan
fitnah dan pertentangan dan menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya adalah
persatuan.
b. Dasar Hukum al-Ṣulḥ
Al-Qur’an memuat sejumlah pesan moral dan aturan yang mengatur perilaku
manusia agar ia dapat hidup sesuai dengan penciptaannya yang fitri dan asli. Al-
Qur’an adalah panduan dan bimbingan yang mencakup seluruh kepentingan dan
kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Al-Qur’an memberikan petunjuk yang
harus diikuti manusia agar dapat hidup selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Bimbingan dan petunjuk al-Qur’an terintegrasi dalam hubungan manusia dengan
Allah swt., dan hubungan manusia dengan manusia.
Al-Qur’an sebagai kitab suci memuat tata aturan yang mencakup seluruh
dimensi kehidupan manusia. Dimensi yang diatur al-Qur’an tidak hanya dalam
konteks kehidupan duniawi tetapi juga dalam konteks kehidupan ukhrāwi.
Ajaran al-Qur’an disampaikan Nabi Muhammad saw., kepada manusia dalam
bahasa yang mudah dimengerti masyarakat ketika itu. Bahasa Arab yang dipilih al-
Qur’an sebagai bahasanya bertujuan memudahkan masyarakat memahami pesan dan
kehendak Allah. Bahasa Arab adalah bahasa kultur yang digunakan dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat Arab.63
Al-Qur’an hadir menyelesaikan problematika kehidupan yang muncul setiap
saat, terlihat dari turunnya ayat secara beransur-ansur. Ayat al-Qur’an turun secara
beransur-ansur dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama, turunnya ayat secara beransur-
ansur memudahkan manusia memahami kandungan maknanya, sehingga akan mudah
63Muhammad Syaltut, Al-Islam: Aqīdah wa syariah (Mesir: Makatabah al-Misriyah, 1967), h.
14.
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pula pengamalannya. Kedua, al-Qur’an turun secara beransur-ansur menandakan
bahwa al-Qur’an merespon persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan yang
dihadapi masyarakat tentu muncul secara tiba-tiba dalam berbagai kasus dan dalam
waktu yang berlainan. Oleh karenanya rentang waktu turun al-Qur’an lebih kurang 22
tahun.
Al-Qur’an, fokus utama ajaran di dalamnya ditujukan kepada manusia, karena
manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tugas memakmurkan bumi. Ia menjadi
khalifah Allah di bumi, karena memiliki kelebihan dan kemuliaan.
Manusia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah Allah, menghadapi
sejumlah tantangan berupa konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu sama
lain.
Manusia tidak dapat mengelak atau menghindar dari perbedaan dan
pertentangan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Manusia harus
menghadapi perbedaan dan menyelesaiakan konflik tersebut. Perbedaan dan
pertentangan yang dialami manusia merupakan hal alamiah (natural law), karena
Allah menciptakan manusia dalam keragaman, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.
Keragaman dan perbedaan manusia terlihat dari perbedaan warna kulit, ras, bahasa,
agama, budaya, pola pikir dan perbedaan kepentingan. Keragaman, perbedaan
pandangan dan kepentingan merupakan potensi konflik yang dapat menjurus kepada
kekerasan. Oleh karena itu, manusia harus menangani konflik dan menyelesaikan
sengketa yang terjadi antara manusia, sehingga tidak membawa kepada kekerasan dan
pertumpahan darah. Al-Qur’an memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan
penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan
harmoni, damai, adil dan sejahtera.
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Al-Qur’an mengakui konflik dan persengketaan di kalangan manusia sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan
konflik sudah di informasikan al-Qur’an jauh sebelum diciptakannya manusia. Al-
Qur’an menggambarkan dengan jelas bagaimana keinginan Allah swt., menjadikan
manusia sebagai khalifah-Nya di bumi, mendapatkan tantangan dari malaikat
sebagaimana dialog malaikat dengan Allah dalam al-Qur’an QS. al-Baqarah/2: 30.
Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai khalifatullah di bumi, karena
manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi.
Al-Qur’an menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama konflik dan
manusia pula yang mampu menyelesaikan konflik. Manusia melalui akal dan
panduan al-Qur’an dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik. Nabi
Muhammad saw., dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaiakan konflik
yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip resolusi konflik
yang dimiliki al-Qur’an diwujudkan oleh Nabi Muhammad saw., dalam berbagai
bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, ajudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan
penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi). Prinsip resolusi konflik
dan penyelesaian sengketa ditemukan dalam sejumlah ayat al-Qur’an dan hadis Nabi
Muhammad saw.
Perintah menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dengan cara damai
sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. al-Nisā/4: 35.
                       
         
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Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.64
Ḥakam diupayakan adalah keluarga dari keluarga kedua belah pihak suami
istri tersebut yang memenuhi kriteria antara lain adil, memiliki pandangan yang luas
dan memiliki pemehaman tentang fikih. Jika tidak ditemukan orang seperti itu maka
masalah tersebut boleh diserahkan kepada orang lain yang adil dan berilmu. Sehingga
jika diketahui pihak suami yang benar maka suami boleh mengambil inisiatif untuk
menceraikan atau meneruskan pernikahannya. Tapi jika diketahui pihak suami yang
bersalah dan menginginkan rujuk maka suami harus mengikut apa yang diinginkan
oleh pihak istri tersebut.65 Berdasarkan ayat di atas Allah swt., menjelaskan secara
terperinci bagaimana memberikan petunjuk bagi umatnya untuk menyelesaikan
masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa
perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga selalu berakhir dengan
perceraian. Banyak sekali jalan yang diberikan oleh Aollah swt., agar rumah tangga
tetap utuh, dalam hal ini penyelesaian dengan cara damai yang menjadi solusinya.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyelesaian perselisihan dengan cara
damai adalah solusi tepat yang dapat menyelamatkan kehidupan rumah tangga.
Selain ayat di atas beberapa prinsip-prinsip perdamaian juga ditemukan di
ayat-ayat lainnya seperti pada QS. al-Nisā/4: 128.
64Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84.
65Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, Jami’ Ahkamul Qur’an
, jilid 8 (Beirut: Dārul Kutub Al’ilmiyah, t.t), 116.
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                       
             
     
Terjemahnya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.66
Tafsir Al-Mishbah mentafsiri QS. al-Nisā/4: 128, dan jika seorang wanita
khawatir menduga adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan
ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap
berpaling, yakini tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak
mendapatkan lagi sikap ramah,baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya,
seperti yang pernah dirasakan sebelunya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat
mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan
perdamaian yang sebenar-benarnya, mislanya istri atau suami memberi atau
mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam
segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang
bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa
manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat
tersebut. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah
bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni
memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sansi Allah, antar
66Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99.
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lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah
sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan.67
Perintah menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dengan cara damai juga
dijelaskan dalam QS. al-Hujurāt/49: 9-10.
                    
                      
            
Terjemahnya:
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku
adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.68
Memaknai juga firman Allah swt., dalam QS. al-Hujurāt/49: 10.
                        
Terjemahnya:
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.69
Berdasarkan dua ayat tersebut, memberikan petunjuk bahwa Allah swt.,
sangat menganjurkan perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada
67M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 604.
68Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516.
69Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516.
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umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi
kedua belah pihak yang berperkara.
Salah satu rangkaian kegiatan dalam mediasi  adalah pada hakekatnya para
pihak melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan, sehubungan dengan
itu Allah swt., berfirman dalam QS. al-Syūra/42: 38.
                       

Terjemahnya:
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami
berikan kepada mereka.70
c. Syarat al-Ṣulḥ
Syarat suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Menyangkut subyek yaitu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian
perdamaian (muṣālih). Tentang orang yang melakukan perdamaian harus
orang yang cakap bertindak menurut hukum, mempunyai kekuasaan atau
kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam
perdamaian.
2) Obyek perdamain, benda yang berwujud yang dapat dinilai atau dihargai,
dapat diserah terimakan, dan dapat bermanfaat, dapat diketahui dengan jelas
sehingga tidak melahirkan kesamaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan
pertikaian baru.
70Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 487.
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3) Perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan muamalah (hukum privat).
Sedangkan menyangkut hak Allah tidak dapat dilakukan perdamaian.71
d. Macam-macam al-Ṣulḥ
1) Perdamaian antara kaum muslimin dengan non muslim.
2) Perdamaian antara penguasa dengan pemberontak.
3) Perdamaian antara suami dengan istri.
4) Perdamaian antara orang yang melakukan transaksi yaitu menyangkut
persoalan muamalat.72
Secara khusus perdamaian yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah
perdamaian antara dua pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, bisa perdamaian
antara kaum muslimin dengan non muslim, bisa perdamaian antara suami denagn
isteri apabila kasus perkaranya adalah perceraian, dan bisa pula perdamaian antara
orang yang melakukan transaksi terutama sengketa ekonomi syariah.
B. Pengertian, Dasar Hukum, Macam-macam dan Sebab-sebab Perceraian
1. Pengertian Perceraian
Perceraian dalam istilah fikih disebut talak atau furqah. Talak berarti
“membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti “bercerai”, lawan dari
“berkumpul” kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang
berarti perceraian antara suami istri.73 Ta’rif talak menurut bahasa Arab mempunyai
arti “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud adalah melepaskan ikatan perkawinan.
71Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 97.
72Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 97.
73Kamal mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), h.156.
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Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, sedangkan menurut syara’
adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.74 Talak
menurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami
dengan kata-kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut
atau menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan
itu istri tidak lagi halal untuk suaminya.75
Kata talak menurut istilah (Terminologi) terdapat beberapa pendapat para ahli
hukum, antara lain:
a. Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan
putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.76
b. Sayyid sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah memberi definisi talak yaitu: “Talak
adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.77
c. Dahlan Idhami mengatakan lafaz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya
ikatan perkawinan dengan ucapan lafaz yang khusus seperti talak dan kinayah
(sindiran) dengan niat talak.78
d. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117, talak adalah ikrar
suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab
putusnya perkawinan.79
74Djaman Nur, Fiqh Munakahat (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1993), h.134.
75Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian: Fikih Nikah Lengkap (Cet. II; Jakarta:
Rajawali Pers, 2010), h. 230.
76Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cet 27; Jakarta: PT. Intermasa, 1995), h. 42.
77Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Cet. II; Beirut: Daar El Fattah, 1983), h. 278.
78Dahlan Idhami, Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam (Surabaya: Al-Ikhlas,
t.th), h. 64.
79Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
(Cet. II; Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 358.
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Berdasarkan uraian tersebut penulis berkesimpulan bahwa perceraian adalah
putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafaz
talak atau semisalnya, selanjutnya dipertegas oleh ketentuan Pasal 38 UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena
kematian, perceraian dan putusan pengadilan.
2. Dasar Hukum Perceraian
Dalam sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Hadits, penulis akan
mencantumkan beberapa ayat al-Qur’an serta Hadits yang menjadi dasar hukum
perceraian, antara lain:
a. Firman Allah swt., dalam QS al-Baqarah/2: 229-230.
                    
                   
               
                       
                  
        
Terjemahnya:
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang
lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa
bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika
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keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
mengetahui.80
b. Firman Allah swt., dalam QS. al-Baqarah/2: 232.
                        
                           
          
Terjemahnya:
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.81
c. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim
ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠَﻟا َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑِا ِﻦَﻋ ُقَﻼﱠﻄَﻟا ِﻪﱠﻠَﻟا َﺪْﻨِﻋ ِلَﻼَﺤَْﻟا ُﺾَﻐْـَﺑأ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﻪﱠﻠَﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : َلَﺎﻗ82
Artinya:
Dari Ibnu Umar ra., berkata: Dari Rasulullah saw., bersabda: perbuatan halal
yang dibenci Allah adalah talak.
3. Macam-macam Perceraian
Dalam Kompilasi Hukum Islam, percaraian atau putusnya hubungan
perkawinan dapat terjadi karena talak, syiqaq, fasakh, ila’, li’an, tafwidh, riddah, dan
taklik talak.
80Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 35.
81Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 37.
82Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Kitab Talaq, Bab Fi Karohiyat At-Talaq (Mesir:
Dar al-Ihya’, t.t), II: 225 hadits no. 2178.
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a. Talak
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117, talak adalah ikrar
suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya
perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131
KHI.
Adapun jenis-jenis talak adalah:
1) Talak Raj’i (pasal 118 KHI) adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami
berhak rujuk dengan isteri selama masa iddah.
2) Talak Ba’in, Talak Ba’in ada dua macam yaitu: talak Ba’in Sugra (Pasal 119
KHI) adalah talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh akad baru dengan
bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Sebagaimana tersebut dalam
ayat (1) adalah: talak yang terjadi qabla al-dukhul, talak dengan tebusan atau
khulu’, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Talak Ba’in Kubra
(120 KHI) adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak
boleh dirujuk dan tidak boleh dinikahi kembali, kecuali pernikahan itu
dilakukan setelah bekas istri menikahi orang lain dan kemudian terjadilah
perceraian ba’da al-dukhul dan habis masa iddahnya.
3) Talak sunny (pasal 121 KHI) adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang
dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu
suci tersebut.
4) Talak Bid’i (pasal 122 KHI) adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang
dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci
tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.83
83Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
h. 359.
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b. Khulu’
Khulu’ adalah suatu perceraian antara suami isteri yang mana suami menerima
tebusan dari isterinya, khulu’ disebut juga “talak tebus”.84
Dasar pembolehan talak khulu’ terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 229, yang
berbunyi:
                    
                   
               
       
Terjemahnya:
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.85
Khulu’ dapat dijatuhkan sewaktu-waktu baik isteri dalam keadaan suci
ataupun tidak. Hal ini disebabkan khulu’ terjadi atas kehendak isteri.
c. Syiqaq
Syiqaq berarti “perselisihan” atau “retak”. Menurut istilah fikih berarti
perselisihan suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam (penengah), satu
orang dari pihak keluarga suami dan satu pihak dari keluarga isteri dengan cara
84Mustafa Diibul Bigha, Fiqih Syafi’i (Terjemah At-Tahdziib) (Surabaya: Bintang Pelajar,
1984), h. 386.
85Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 35.
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mendamaikan suami isteri yang berselisih.86 Tetapi apabila keadaan sangat terpaksa
dan hakam sudah sekuat tenaga berusaha untuk mendamaikan suami isteri namun
tidak berhasil maka hakam boleh mengambil keputusan untuk menceraiakan suami
isteri tersebut.
Adapun pengangkatan hukum apabila terjadi syiqaq, berdasarkan QS al-
Nisā’/4: 35.
                        
           
Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.87
d. Fasakh
Fasakh berarti “mencabut” atau “menghapus” maksudnya adalah perceraian
yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri
sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam
mencapai tujuannya.88 Jadi fasakh berarti diputuskannya hubungan perkawinan (atas
permintaan salah satu pihak) oleh hakim Agama karena salah satu pihak menemui
cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum
berlangsungnya perkawinan.
86Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian: Fikih Nikah Lengkap, h. 188.
87Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84.
88Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 212.
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Dalam kamus besar bahasa indonesia secara istilah pengertian fasakh ialah
pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau
suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah
terlanjur menyalahi hukum pernikahan.89
Perceraian dalam bentuk fasakh ini termasuk perceraian dengan proses
peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau
terjadinya perceraian, karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini haruslah
mempunyai alat-alat bukti yang lengkap, yang dapat menimbulkan keyakinan bagi
hakim yang mengadilinya.
e. Zhihar, Ila’, dan Li’an
Tiga macam perbuatan hukum (zhihar, ila’ dan li’an), adalah perbuatan
berupa kata atau sumpah yang tidak secara langsung berisi ungkapan yang
menyatakan putusan ikatan perkawinan, tetapi oleh hukum dinyatakan berdampak
memutuskannya.
a. Zihar merupakan kebiasaan orang jahiliyyah yang tak lagi memfungsikan
isterinya sabagai isteri walaupun masih tetap diikat, seperti pernyataan “kamu
seperti punggung ibuku” sambil memulai tidak menggaulinya lagi. Ketika
Islam datang, Islam menyelamatkan kaum perempuan dari kezhaliman, zhihar
merupakan perbuatan yang munkar karena bukan berada pada tempatnya.
Sesungguhnya istri bukanlah ibu sehingga istri menjadi haram seperti
kedudukan ibu haram dinikahi. Islam membatalkan hukum ini dan menjadikan
89Tim Redaksi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Penerbitan
dan Percetakan Balai Pustaka, 2005), h. 314.
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zhihar haram bagi perempuan sehingga suami yang mengucapkannya terkena
kafarat.90
Firman Allah swt., dalam QS al-Mujādalah/58: 2.
                    
                      
Terjemahnya:
Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap
istrinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah istri mereka itu ibu mereka.
ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka.
dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu
Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf
lagi Maha Pengampun.91
b. Ila’ juga merupakan kebiasaan orang jahiliyyah, pihak laki-laki bersumpah
pada istrinya sendiri bahwa ia tidak akan menggaulinya lagi dengan menyebut
nama Allah atau menyebut sifat-sifatnya selamanya atau tanpa waktu, lebih
dari empat bulan. Ila’ berisi pelajaran bagi istri yang bermaksiat dan durhaka
kepada suaminya. Ila’ boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan yakni empat
bulan atau kurang, bila melebihi waktu tersebut hukumnya haram dan
merupakan kezhaliman karena ila’ berisi sumpah meninggalkan  kewajiban
atasnya.92
Firman Allah swt., dalam QS al-Baqarah/2: 226.
                       
90Kasmuri Slamet, Pedoman Mengayuh Rumah Tangga (Penduan Perkawinan) (Cet. I;
Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 24.
91Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 542.
92Mustafa Diibui Bigha, Fiqih Syafi’i (Terjemah At-Tahdziib), h. 399.
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Terjemahnya:
Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat
bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya),
Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.93
c. Li’an ialah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan
bersedia menerima laknat Allah, apabila yang mengucapkan sumpah itu
berdusta. Dalam hukum perkawinan, li’an merupakan perceraian yang terjadi
akibat sumpah suami bahwa istrinya telah melakukan zina. Sumpah li’an ini
dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-
lamanya.94
Firman Allah swt., dalam QS al-Nūr/24: 6.
                      
        
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal
mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka
sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah
dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk
orang-orang yang benar.95
f. Tafwidh
Seorang suami memberikan hak kepada istrinya, yaitu berupa hak
talak. Syarat-syaratnya ditentukan oleh keduanya secara sukarela, jadi bukan
hak talak yang bersifat mutlak. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan
93Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
94Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 203-204.
95Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 544.
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secara suka rela tersebut telah terpenuhi, maka istrinya mempunyai hak untuk
menjatuhkan talak kepada suaminya, maka terjadilah talak.96
Firman Allah swt., dalam QS al-Ahzāb/33: 28.
                           
        
Terjemahnya:
Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini
kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan
kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.97
g. Riddah (Murtad)
Riddah (murtad) ialah keluar dari agama Islam, baik pindah ke agama lain
ataupun tidak beragama. Di Indonesia, putusnya perkawinan karena murtad salah
seorang dari suami istri termasuk fasid atau batal demi hukum, dalam pemutusannya
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karenanya, riddahnya seseorang
yang dinyatakan bukan di depan sidang Pengadilan Agama dianggap tidak sah.98
h. Taklik Talak
Arti taklik adalah menggantungkan, jadi pengertian taklik talak ini ialah
suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah
disebutkan dalam perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Taklik talak ini
diadakan untuk melindungi kepentingan istri agar tidak teraniaya oleh suami.99
Ketentuan diperbolehkannya taklik talak ini tercantum dalam QS al-Nisā/4:
128, yang berbunyi:
96Jamil latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 56.
97Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 421.
98Jamil latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, h. 72.
99Jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, h. 64.
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                       
             
     
Terjemahnya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.100
Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak
istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nusyuz dari pihak suami ialah
bersikap keras terhadap isterinya; tidak menggaulinya dan tidak mau memberikan
haknya.
4. Sebab-sebab Perceraian
Di dalam menjalankan kehidupannya, perkawinan bertujuan untuk
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun dalam
perjalanannya sebuah perkawinan ada yang tidak mencapai tujuan tersebut, maka
terjadi putusnya perkawinan yakni melalui jalannya perceraian. Dalam sebuah
perceraian harus ada alasan yang kuat yang melatar belakangi perceraian ini.101
Dalam Hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh beberapa alasan:102
a. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak
ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan ikmah dari perkawinan.
b. Karena salah satu pihak berpindah agama.
100Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99.
101Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), h.
169.
102M. Hamidy, Perkawinan dan Permasalahannya (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 89.
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c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang agama.
d. Istri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berpoligami dengan
alasan yang dicari-cari dan menyusahkan diri.
e. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.
f. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad pernikahan (taklik
talak).
Menurut al-Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh as-Sunnah, sebab-sebab
perceraian itu adalah:103
a. Suami tidak mampu memberi nafkah.
b. Suami berbuat aniaya.
c. Suami menjauh.
d. Suami dihukum penjara
Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab-sebab terjadinya
perceraian, yaitu:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya
yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.
103Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, h. 206.
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e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam
rumah tangga.104
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga
Pembahasan masalah kekerasan dalam rumah tangga, tidak terlepas dari
pembahasan mengenai kekerasan kaum perempuan. Padahal, jika dikaji lebih
mendalam mengenai kekerasan dalam rumah tangga ternyata tidak hanya menimpa
kaum perempuan. Tetapi bisa saja terjadi terhadap laki-laki, anak-anak maupun
dewasa bahkan orang tua.
Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu tindak kekerasan
yang terjadi adalah terhadap perempuan atau istri.105 Fakta menunjukkan bahwa
tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan
dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban.106
104Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
h. 357.
105Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan d antaranya perkosaan, pelecehan seksual,
pornografi, aborsi, prostitusi, perdagangan perempuan. Lihat  Ratna Batara Munti, Kekerasan Seksual:
Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan, Proses Hukum Acara Serta Strategi Menggapai Keadilan
dalam Masyarakat yang Tengah Berubah (Jakarta: Pasca Wanita UI, 2000), h. 377.
106Word health organization (WHO) dalam word report pertamanya mengenai “Kekerasan
dan Kesehatan” di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang
meniggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan dan pasangannya sendiri. Lihat
Aroma Elmina Martha, Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia
(Cet. I; Yogyakarta: FH UII Press, 2012), h. 1.
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Sebelum membahas lebih jauh terkait kekerasan dalam rumah tangga, baik
dari segi bentuk, faktor serta dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan dalam
rumah tangga, pada pembahasan ini penulis akan menggambarkan mengenai makna
kekerasan secara umum dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. Hal ini
erat kaitannya dengan karakteristik suatu tindakan yang dapat diklasifikasikan
sebagai suatu kekerasan.
Sampai saat ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk
perbuatan yang masih dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk
kekerasan dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti
pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian.
Pada awalnya pengertian kekerasan dapat djumpai pada pasal 89 Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunti: “Membuat orang pingsan atau tidak
berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.107
Pada pasal tersebut, tidak dijelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut
dilakukan. Demikian pula tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan
tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan
atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.
Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana seringkali
kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan).
Definisi secara bahasa dapat ditelaah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia,
bahwa “kekerasan” berarti “perihal (yang bersifat, berciri) keras dari perbuatan
107Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89.
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seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain
atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan”.108
Sedangkan definisi kekerasan secara terminologi sangatlah beragam. Namun
demikian tindak pidana kekerasan dan penggunaannya dikaitkan dengan tindakan
bermotivasi individual, walaupun banyak tindak kekerasan dilakukan oleh individu
atas nama orang lain. Tindak kekerasan yang dilakukan lembaga, misalnya penjara,
atau badan-badan negara pemberi hukuman, misalnya tembak mati oleh polisi
merupakan contoh penggunaan kekerasan oleh negara untuk menghadapi perlawanan
para warga negaranya. Hanya sedikit definisi yang memasukkan penyebab berupa
kelalaian atau kecerobohan, atau kematian akibat lalai di tempat sebagai tindak
kekerasan, walaupun tindakan-tindakan itu bisa melibatkan ketidakpedulian secara
sengaja terhadap keselamatan orang lain.109
Dengan demikian suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan, jika
tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara
sengaja untuk mencelakakan korban. Pemaknaan kekerasan seperti ini tidak
selamanya selaras dengan pemaknaan kekerasan secara yuridis.
Secara yuridis, melakukan kekerasan adalah “membuat orang menjadi pingsan
atau tidak berdaya lagi (lemah)”.110 Melakukan kekerasan diartikan sebagai
108Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3 (Cet IV;
Jakarta: balai pustaka, 2007), h. 550
109Adam Kuper dan Jessica Kuper, The Social Scienses Encyelopedia, terj. Haris munandar,
et.al., Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial, buku 2 (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.
1123.
110J.E. Sahetapy, Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner (Cet. I; Surabaya:
Sinar Wijaya, 1983), h. 13.
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mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya
memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang dan sebagainya.111
Kekerasan juga merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi
antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak
sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak
bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindakan kekerasan ini menyebabkan pihak lain
sakit hati, baik secara fisik maupun psikis. Individu atau kelompok yang sakit ini sulit
untuk bebas dan merdeka. Mereka dibelenggu dan terbelenggu.112
Kekerasan merupakan suatu gelaja sepanjang masa. Sejarah kemanusiaan
sangat sarat dengan peristiwa yang menampilkan kekerasan, baik yang bersifat
individual maupun kolektif. Kenyataan historis ini menunjukkan, bahwa kekerasan
merupakan ungkapan dari suatu potensi yang tersimpan pada setiap individu manusia,
yaitu potensi dengan tendensi untuk menjelma sebagai tingkah laku yang agresif.113
Sedangkan pengertian kejahatan dengan kekerasan yang diberikan oleh B.
Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Sagung Putri, dapat diketahui
bahwa dalam pengertian kejahatan kekerasan ada dua faktor penentu yaitu:
a. Adanya penggunaan kekerasan, dan
b. Adanya tujuan untuk mencapai tujuan pribadi yang bertentangan dengan orang
lain.114
111J.E. Sahetapy, Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, h. 13.
112P. Nununk P. Murniati, Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial,
Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM) (Cet. I; Magelang: Indonesia Tera, 2004), h. 222.
113Fuad Hassan, Ikhtar Meredam Kultus Kekerasan, dalam Jurnal Perempuan, Nomor 8
Tahun 2001, h. 63.
114Sagung Putri M.E. Purwani, Viktimisasi Kriminal Terhadap Perempuan, Vol. 33, No. 1
(Kerta Patrika, 2008), h. 3.
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Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya
kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu,
kekerasan merupakan kejahatan.115 Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-
kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijaring dengan Pasal-
Pasal KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
2004 Pasal 1 disebutkan116: “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.117
Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah
tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh
anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami
kepada istri dan istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan
sebaliknya). Meskipun demikian korban yang dominan adalah kekerasan terhadap
istri dan anak oleh sang suami.
Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu,
bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun, secara umum
pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai
penganiayaan oleh suami terhadap istri, hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan
korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya
115Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Seleksa Kriminologi (Bandung: PT. Eresco, 1992),
h. 55.
116Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (t.t: Lima Bintang, t.th), h. 3.
117Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1.
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adalah suami “tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkian “suami”
dapat pula sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istrinya.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan
setelah meratifikasi konveksi mengenai pengahapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap wanita melalui melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam undang-undang PKDRT lebih
diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik yang dilakukan
terhadap perempuan, seperti kekerasan psikis, ekonomi, dan seksual dapat ditemui
pada pasal 1 sebagai berikut:
“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan
atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga”.118
Disamping itu, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga
seperti pemukulan terhadap istri oleh suami adalah hal yang sangat sulit diungkap,
karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini juga disebabkan adanya
legitimasi keagamaan yang membenarkan bagi suami untuk “memukul” istrinya
dengan istilah “istri durhaka”, sehingga secara luas dikalangan umat Islam lahir
keyakinan bahwa suami berhak memukul istrinya dan terkadang juga seorang suami
tidak merasa melakukan tindak kekerasan bila ia membentak, main serong, atau ia
tidak memberi uang belanja, sedang istri merasa hal ini adalah suatu tindak kekerasan
yaitu kekerasan psikologis atau kekerasan ekonomi.
118Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1.
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Sementara pengertian rumah tangga adalah tempat tinggal beserta
penghuninya dan apa-apa yang ada di dalamnya119 atau sesuatu yang berkenaan
dengan urusan kehidupan di rumah atau hal-hal yang berkenaan dengan keluarga.120
Namun pengertian umum yang dipahami, rumah tangga merupakan organisasi
terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.
Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Terkadang pula dalam
rumah tangga itu terdiri dari sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya
orang tua, baik dari suami maupun istri. Saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak,
kemanakan dan keluarga lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu juga,
kadang terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di
dalam sebuah rumah tangga (tinggal satu atap).121
Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi
yang dapat dijumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1
angka 30 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 tersebut sebagai berikut:
“keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat
tertentu atau hubungan perkawinan”.122
Dari uraian tersebut dapat dikemukakan, bahwa kekerasan dalam rumah
tangga adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, seksual,
119Cahyadi Takariawan, Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya
dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. VII; Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 39.
120Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III;
Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 425.
121Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis) (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 61.
122Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pasal 1 angka 30.
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maupun emosional atau psikologi antara satu pihak kepada pihak lain dalam
perkawinan.123 Makna kekerasan dalam rumah tangga yang lebih spesifik,
dirumuskan dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:
Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan
atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga.124
Dengan demikain dapatlah dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga
adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap salah satu atau lebih dari
anggota keluarga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara
fisik maupun psikis atau tindakan menelantarkan dalam rumah tangga juga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan yang merampas hak dan kemerdekaan yang
secara tegas melawan hukum dalam lingkungan keluarga.
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam tidak dibolehkan. Karena
Islam adalah agama rahmat dan kasih sayang. Kekerasan salah satu pihak terhadap
pihak lainnya, apalagi dalam rumah tangga, bukan tabiat seorang muslim.
Rasulullah saw., sebagai teladan kaum muslimin tidak pernah sekalipun
mencontohkan perlakuan kekerasan terhadap keluarga atau pembantunya. Jangankan
kekerasan fisik, berkata keras, membentak, atau berwajah yang tidak menyenangkan
saja tidak pernah dilakukan beliau terhadap istri, anak, dan cucu-cucunya.125
123Paul A. Kobasa (ed), The Word Book Encyclopedia (Chicago: World Book, Ich., 2007), h.
301.
124Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.
125Cahyadi Takariawan, Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya
dalam Kehidupan Masyarakat, h. 285.
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Dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah saw., selalu mengedepankan
pendekatan kejiwaan daripada harus melakukan tindakan kekerasan kepda istri-
istrinya. Atas dasar ini, maka agama tidak menginginkan terjadinya kekerasan kepada
istri. Karena itu, jika istri melakukan kesalahan atau menunjukkan sikap
pembangkangan, maka tugas dan kewajiban suami adalah mengingatkan,
membimbing, mencarikan solusi serta melakukan tindakan-tindakan kejiwaan lainnya
yang dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangga sebagaimana semula. Bukan
dengan jalan membentak, memarahi dan memukul. Tindakan kekerasan yang
dilakukan suami akan menyengsarakan istri. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan
ajaran agama. Allah swt., melarang suami untuk melakukan tindakan-tindakan yang
membuat istri menderita. Dalam QS. al-Talaq/65: 6 disebutkan:
               
                        
              
Terjemahnya:
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.126
Dalam keadaan apa pun suami tetap dilarang memukul istrinya. Alasan
nusyuz tidak dapat digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan pada istri. Sebab
126Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 559.
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agama tidak mengajarkan hal itu. Keluarga yang harmonis, mawaddah wa rahmah,
penuh cinta dan kasih sayang, tidak akan terbangun dengan jalan kekerasan.
2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga
Rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga,
akan tetapi pada kenyataannya banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan
penyiksaan. Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain
kekerasan fisik berupa perkosaan, pemukulan terhadap istri dan penyiksaan anak.
Kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami oleh istri berupa pemukulan dan
serangan non fisik seperti kecaman, kata-kata yang menyakitkan hati, meremehkan
dan sebagainya. Dalam kategori ini termasuk juga diskriminasi terhadap anak
perempuan dalam bidang akses pendidikan dan kesehatan.127
Salah satu bentuk kekerasan fisik itu adalah pemerkosaan dalam perkawinan.
Aneh kedengarannya dalam kehidupan rumah tangga suami istri terjadi pemerkosaan.
Namun dengan pemahaman bahasa perkosaan adalah suatu hubungan seksual salah
satu pihak menghendakinya dan pihak yang lainnya tidak menghendaki hubungan
tersebut, sangat mungkin perkosaan yang dimaksud terjadi dan berlangsung dalam
kehidupan suami istri.128
Bentuk kekerasan tidak hanya sekedar hanya menimpa fisik dan non fisik
saja, ancaman cerai juga dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan, bahkan sampai
suami selingkuh pun termasuk dalam tindak kekerasan baik selingkuh dilakukan oleh
suami terhadap istrinya yang tidak bekerja dalam artian istrinya hanya memiliki
127M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan (Makassar: Alauddin University
Press, 2012), h. 190.
128M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 191.
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ketergantungan ekonomi pada suaminya akan tetapi juga dilakukan oleh suami yang
istrinya mandiri secara ekonomi.129
Dari hal tersebut terungkap bahwa kedudukan suami diyakini
memperbolehkannya melakukan kekerasan kepada istrinya. Hal ini juga diyakini oleh
pihak istrinya. Sehingga apabila ia mengalami kekerasan dari suaminya ia cenderung
diam, tidak membantah.
Semakin rendahnya tingkat kepuasan suami terhadap istri maka semakin
tinggi tingkat kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Hal ini jelas sekali
menunjukkan bahwa pihak yang menentukan alasan tersebut dijadikan alasan untuk
melakukan kekerasan terhadap istrinya.130
Kekerasa dalam rumah tangga juga terjadi karena adanya kebiasaan suami
yang sering  mabuk dan judi. Dimana suami pulang dalam keadaan mabuk tidak
jarang dibarengi dengan penyiksaan terhadap istrinya. Apabila istri tersebut
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kemauan suaminya dengan mudah ia
disiksa dan dipukul yang membuat istrinya kabur.131
Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara yuridis
telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, bahwa:
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:
e. Kekerasan fisik;
f. Kekerasan psikis;
g. Kekerasan seksual; atau
129Badriyah Fayumi, Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektih Hukum Islam) (Cet. I;
Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), h. 70.
130Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian
dan Gender, 1999), h. 19.
131M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 194.
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h. Pelantaran rumah tangga.132
Dengan demikian berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 23 Tahun
2004, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat, yakni kekerasan
fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau
kekerasan ekonomi. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tidak memasukkan
kekerasan sosial sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini
dapat dipahami, bahwa kekerasan sosial dapat mengambil salah satu bentuk dari
empat kekerasan tersebut.
Mengenai karakteristik masing-masing bentuk kekerasan dalam rumah tangga
tersebut, dijelaskan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9. Pada pasal 6 dijelaskan
karakteristik kekerasan dalam rumah tangga, bahwa “kekerasan fisik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit, atau luka berat”.133 Bagi masyarakat yang kental dengan yang
mengutamakan keutuhan dan keharmonisan suatu rumah tangga dan keluarga,
kekerasan fisik yang sering dianggap hal yang biasa, disamping itu masyarakat juga
kurang respon dan enggan campur tangan dalam rumah tangga orang lain.134
Karakteristik bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut dijabarkan
lebih luas oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta. Bentuk-bentuk
perbuatan yang tergolong kekerasan fisik tersebut mencakup pukulan dengan
mengunakan anggota tubuh; seperti dengan tangan, ditinju, pukulan dengan
menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembenturan kepala istri ke dinding,
132Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.
133Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 4.
134M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 196.
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sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian, dan lain-lain),
sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dipelintir, dicekik dan
diseret.135
Menurut hasil penelitian Fathul Djannah, dkk. di kota Medan ditemukan
karakteristik kekerasan fisik yang dialami oleh korban, antara lain dipukul, dilempar
dengan piring, dijambak rambutnya, dan ditendang pada waktu hamil.136
Terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui pemukulan ternyata
terjadi pada hampir semua kawasan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di
Amerika Serikat. Dari hasil polling di Amerika pada tahun 1987 yang dilakukan oleh
Jin Perert, Guru Besar mata kuliah Ilmu Jiwa di Universitas Caroline bagian selatan
Amerika kepada sejumlah mahasiswa di universitas itu, menujukkan bahwa 89%
kaum laki-laki memukul perempuan, terutama mereka yang sudah menikah. Bahkan
hasil polling menunjukkan pula, bahwa kesiapan suami memukul istrinya mengalami
peningkatan.137
Sedangkan menurut hasil temuan Federation of Bureau Intelligent (FBI),
pemukulan terhadap istri terjadi setiap 18 detik, dan bahwa 30% dari perempuan yang
meninggal karena kekerasan, dibunuh oleh pasangan lelakinya. Di Inggris dilaporkan,
bahwa di antara empat perempuan pernah diserang oleh pasangan intimya.138
Demikian juga hasil pollig di Jerman menyebutkan, tidak kurang dari 100.000
wanita setiap tahunnya menghadapi tindak kekerasan fisik yang dilakukan suami
135UU Penghapusan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan, Dalam
Majalah Amanah, No. 58 Th. XVIII, Januari 2005/Dzulqa’idah-Dzulhijjah 1425 H., h. 74.
136Fathul Djannah, dkk, Kekerasan Terhadap Istri (Cet. II; yogyakarta: LKIS, 2007), h. 31.
137Muhammad Rasyid al-Uwayyid, Min Ajli Tahrir Haqiqi Li Al-Mar’ah, terj. Ghazali Mukri,
Pembebasan Perempuan (Cet. I; Yogyakarta: ‘Izzan Pustaka, 2002), h. 16.
138Rosalina Sciortino, Menuju Kesehatan Madani (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),
h. 230.
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mereka. Sedangkan di Prancis, sekitar 2 juta jiwa wanita mengalami pemukulan dari
laki-laki.139
Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7,
bahwa:
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.140
Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut analisa LBH
APIK Jakarta, meliputi makian, umpatan, hinaan, diludahi, suami menikah lagi tanpa
sepengetahuan istri, suami mempunyai wanita idaman lain, meninggalkan istri tanpa
izin, otoriter, berjudi, dan mabuk-mabukan, ancaman dengan benda atau senjata api,
anak diambil keluarga suami, keluarga suami melakukan teror, melakukan hubungan
seksual dengan orang lain di depan istri atau anak.141
Selaras dengan karakteristik ini bisa dikategorikan melakukan kekerasan
psikis, jika suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid karena perceraian itu
sudah menyakiti perasaan istri, maka perceraian yang dilakukan saat istri haid akan
menambah sakit hatinya. Dan juga istri tidak mendapatkan kasih sayang sehingga
kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi, yang mempengaruhi perkembangan jiwa
istri. Umumnya kekerasan psikis terjadi dalam suatu rumah tangga yang proses awal
perkawinannya dilakukan secara dijodohkan.142
139Muhammad Rasyid al-Uwayyid, Min Ajli Tahrir Haqiqi Li al-Mar’ah, h. 18-19.
140Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 4.
141UU Penghapusan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan,  h. 74.
142M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 196.
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Dengan demikian untuk pembuktian kekerasan psikis harus didasarkan pada
dua aspek secara terintegritasi: (1) tindakan yang diambil pelaku; (2) implikasi
psikologis yang dialami korban. Diperlukan keterangan psikologis atau psikiatris
yang tidak saja menyatakan kondisi psikologis korban tetapi juga uraian
penyebabnya.
Dengan demikian karakteristik kekerasan psikis yang dialami para korban
kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan perselingkuhan suami dengan
wanita lain. Kekerasan psikis cenderung dialami korban pada saat mengalami
kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan ekonomi. Terbukti pada saat suami marah,
bukan hanya kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada korban, namun juga
memaki dan menghina korban.
Karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga dijelaskan dalam pasal 8,
bahwa:
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup
rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan
tertentu.143
Dalam penjelasan pasal 8 UU penghapusan KDRT dicantumkan karakteristik
kekerasan seksual, bahwa:
“Kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa
pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak
wajar dan.atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk
tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.144
143Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 4-5.
144Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 23.
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Kekerasan seksual yang sering kali terjadi dalam rumah tangga yaitu suami
memaksa istri melakukan hubungan seksual disaat istri tidak siap karena lelah, sakit,
haid atau sebab lain misalnya suami memaksa istrinya melakukan hubungan seksual
atau, suami tidak memenuhi kebutuhan seksual istrinya, atau memaksa istrinya
melacur/berhubungan badan dengan orang lain.145
Menurut LBH Jakarta, bahwa kekerasan seksual bisa dibuktikan bila
melakukan hal-hal seperti: memaksa melakukan hubungan suami istri, sementara istri
sedang tidak siap karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan, tidak memberi
nafkah batin kepada istri, melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan
kekerasan, memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak
wajar, memaksa istri melakukan hubungan dengan orang lain, hingga menelanjangi
istri dengan paksa.146
Lebih lanjut LBH Jakarta merinci karakteristik kekerasan seksual dalam
rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian dan kasus yang pernah ditangani di
Jakarta, kasus pemaksaan hubungan seksual berupa:
1. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Istri dipaksa
melakukan anal seks (memasukkan penis ke dalam anus), oral seks
(memasukkan penis ke dalam mulut) dan bentuk-bentuk hubungan seksual
lainnya yang tidak dikehendaki istri.
2. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
3. Pemaksaan hubungan seksual bekali-kali dalam satu waktu yang sama
sementara istri tidak menyanggupinya.
4. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau
menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim
tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya.
5. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah
seksual.
6. Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi.
145M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 197.
146UU Penghapusan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan,  h. 74.
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7. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis
seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
8. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti
memasukkan benda-benda ke dalam vagina istri, mengoleskan balsem ke
vagina istri, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.147
Bentuk kekerasan seksual dengan kedelapan karakteristik tersebut, bukan saja
menyakiti istri, namun juga merupakan salah satu bentuk perusakan organ reproduksi
perempuan (istri), sehingga bisa menjurus kepada pelanggaran hak asasi manusia
(HAM) dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan.
Sedangkan kasus suami menjual istri kepada orang lain atau memaksa istri
menjadi pelacur untuk komersial, seperti kasus Yudhi yang menjual istrinya (Rini
Sundari) dengan tarif minimal Rp. 300.000 sekali pakai. Hasil “penjualan” itu
digunakan Yudhi untuk berfoya-foya.148 Hal ini menunjukkan, bahwa analisis LBH
Jakarta bukan fantasi semata, namun berdasarkan fakta aktual dalam kehidupan
masyarakat Indonesia.
Istilah “pemaksaan hubungan seksual” di sini bertujuan untuk menghindari
penafsiran bahwa “pemaksaan hubungan seksual” hanya dalam bentuk pemaksaan
fisik semata (seperti harus adanya unsur penolakan secara verbal atau tindakan fisik),
tetapi pemaksaan juga bisa terjadi dalam tataran psikis (seperti di bawah tekanan
sehingga tidak bisa melakukan penolakan dalam bentuk apapun). Oleh karena itu
pembuktiannya tidak dibatasi hanya alat-alat bukti bersifat fisik semata, tetapi juga
didasarkan kepada kondisi psikis yang dialami korban.
Karakteristik kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) dijelaskan
lebih lanjut dalam pasal 9, bahwa:
147LBH APIK Jakarta, Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan Adalah Kejahatan
Pemerkosaan, http://www.lbh.apik.or.id/fact.htm-28k. diakses pada 10 Agustus 2017.
148Irwan Abdullah, Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan (Cet. I; Yogyakarta: Tawang
Press, 2001), h. 47.
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(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam ligkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,
atau pemeliharaan kepada orang-orang tersebut;
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak dalam atau di luar
rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.149
Persoalan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam
melanggengkan sebuah rumah tangga, sehingga dapatlah dipahami ketika suami,
tidak memperhatikan persoalan ekonomi dalam rumah tangga yang menjadi tanggung
jawabnya merupakan titik awal munculnya konflik rumah tangga yang umumnya
mengarah kepada perceraian.150
Kekerasan ekonomi dalam pasal 9 tersebut dirinci oleh LBH APIK Jakarta,
antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas (kurang), tidak boleh
bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, sampai istri tidak dipercaya
memegang uang.151 Sikap suami tersebut mungkin disebabkan oleh perilaku boros
istrinya. Namun, juga disebabkan oleh perilaku pelit dari suami sendiri.
Dengan demikian, esensi kekerasan ekonomi adalah tindakan-tindakan ketika
akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi
ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban
dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi
digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.
Jenis kekerasan ekonomi dalam penelitian Fathul Djannah, dkk., adalah suami
tidak jujur (menyembunyikan sebagian gajinya untuk wanita selingkuhannya), namun
149Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 5.
150M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 197.
151UU Penghapusan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan,  h. 74.
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menuntut pelayanan yang lebih baik, mengambil harta (tanah atau uang) istri, tidak
memberi belanja kepada istri, namun menuntut istri memperoleh penghasilan lebih
banyak, dan tidak membenarkan istri meningkatkan karirnya.152
Dalam wujud sederhana, kekerasan berdimensi ekonomi, menunjuk pada
setiap perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian ekonomi, ketergantungan secara
ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di
luar rumah, terjadinya eksploitasi di dalam atau di luar rumah, dan/atau terlantarnya
anggota keluarga karena tidak diberi nafkah.
3. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga
Terjadinya kekerasan pada umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga pada
khususnya dipicu bebagai faktor penyebab. Untuk mengetahui faktor penyebab
kekerasan dalam rumah tangga dapat dihubungkan dengan beberapa teori kekerasan.
Dalam kaitan ini Erich Fromm mengemukakan, bahwa dalam diri manusia terdapat
dua jenis agresi yang berbeda, yaitu: (1) agresi defensif yang dimaksudkan untuk
mempertahankan hidup, bersifat adaptif biologis dan hanya muncul jika ada ancaman;
dan (2) agresi jahat, kekerasan dan kedestruktifan, merupakan ciri khas spesies
manusia. Agresi ini tidak terprogram secara fitogenik dan tidak adaptif secara
biologis. Agresi ini tidak mempunyai tujuan dan muncul karena dorongan nafsu
semata. Karena itu dalam kondisi tertentu manusia lebih kejam dari binatang.
Manusia merupakan satu-satunya primata yang tega menyiksa sesamanya tanpa
alasan yang jelas, baik alasan biologis maupun ekonomis.153 Dengan demikian,
kekerasan merupakan suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap
152Fathul Djannah, dkk., Kekerasan Terhadap Istri, h. 42-43.
153Erich Fromm, The Anatomy Of Human Destructiveness, terj. Imam Muttaqin, Akar
Kekeresan Analis Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.
xix-xxi.
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orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir
atau batin.
Perlu dikemukakan, bahwa potensi kekerasan merupakan daya yang tersimpan
secara laten, sedangkan tendensi kekerasan adalah aktualisasinya yang terwujud
dalam tingkah laku tertentu. Pada umumnya tindak agresif dapat digambarkan
sebagai pelampiasan dorongan naluri untuk berhasil menyakiti atau mencederai pihak
lain yang dijadikan sasarannya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya
berakibat meredanya daya dorongan itu. Dari sini muncul satu teori kekerasan, yaitu
pertautan langsung antara derajat frustasi tertentu yang dialami seseorang dengan
timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif.154
Frustasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Secara
psikologi, frustrasi cenderung membangkitkan perasaan agresif. Pengaruh frustrasi
terhadap perilaku diperlihatkan dalam penelitian yang dilakukan Barker, Dembo, dan
Lewin. Penelitian dilakukan kepada dua kelompok anak terhadap mainan yang
menarik. Sekelompok anak, diperbolehkan bermain dengan mainan tersebut setelah
dihalangi lebih dahulu. Hasilnya, anak-anak yang dihalangi keinginannya mengalami
frustrasi yang mendorongnya bersifat agresif. Sedangkan, anak-anak yang tidak
mengalami frustrasi tidak berprilaku agresif.155
Sikap agresif erat kaitannya dengan marah. Frustrasi yang berubah-ubah dan
tidak pada tempatnya menimbulkan rasa marah yang sangat besar dan perilaku yang
lebih agresif dibandingkan frustrasi yang tidak berubah-ubah.156 Relevan dengan
154Albert Bandura dalam Fuad Hassan, Ikhtiar Meredam Kultus Kekerasan, dalam Jurnal
Perempuan, Nomor 8 Tahun 2001, h. 66.
155David O. Sears, Jinathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau, Social Psychology, terj.
Michael Adryanto, Psikologi Sosial (Ed. 5; Jakarta: Erlangga, 1994), h. 6.
156Michael Adryanto, Psikologi Sosial, h. 9.
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asumsi ini, istri menolak ajakan suami melakukan hubungan biologis pada hakikatnya
telah menghambat harapan suaminya. Jika istri beralasan, bahwa dia sakit, maka
amarah yang timbul dari suami akan berkurang, dibandingkan dengan istri yang
mengatakan bahwa dia tidak senang melakukan hubungan biologis. Dengan kata lain,
kondisi frustrasi yang dialami seseorang akan rentan mengalami kemarahan.
Berdasarkan teori agresif-frustrasi (frustration-aggression theory) tersebut,
terjadinya kekerasan pada umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya
lebih disebabkan oleh kondisi psikologis pelaku yang frustrasi yang sedemikian rupa
mendorongnya melakukan kekerasan kepada korbannya sebagai bentuk pelampiasan
terhadap luapan emosi atas kegagalan (frustrasi) yang dialaminya. Sangat fatal lagi
jika yang bersangkutan menjadikan minuman keras atau alkohol untuk
menghilangkan frustasinya. Pengaruh alkohol akan menyebabkan mabuk dan akan
mendorong peningkatan emosi kemarahannya, sehingga mudah melakukan kekerasan
dalam rumah tangga terutama kepada istri dan anak-anaknya. Peristiwa itu bisa saja
terjadi berulang kali, sehingga dalam perkembangannya akan menjadi suatu
kebiasaan melakukan kekerasan kepada istrinya.
Jika tingkat agresivitas dikaitkan langsung dengan derajat frustrasi, maka
spektrum tingkah laku yang dapat diklasifikasikan agresif sangat luas. Bukan saja
tindakan yang menimbulkan korban manusia, namun yang menimbulkan korban harta
benda pun dapat dikelompokkan sebagai tindakan agresif, misalnya anak kecil yang
karena kesal lalu membuang makanannya. Pada tindakan yang terakhir ini lebih
sebagai pelampiasan dorongan agresif yang lepas kendali, dan bukan sebagai sebuah
kekerasan. Karena sikap kasar yang dilakukan anak kecil, sehingga anak harus
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dihindarkan dari hal-hal yang mengakibatkan berperilaku agresif melalui perhatian
yang lemah lembut dari kedua orang tuanya.
Dari uraian tersebut dapat diungkapkan, bahwa tindakan kekerasan itu
cenderung menjadi pilihan pelakunya untuk menyelesaian suatu problem yang
dihadapinya. Dalam hal ini cukup banyak hasil studi yang menunjukan betapa terpaan
yang sering diperboleh melalui adegan kekerasan sangat berpengaruh bagi seseorang
untuk juga menjadikan tindakan kekerasan sebagai alternatif dalam penyelesaian
problem yang dihadapinya. Tingginya frekuensi tindakan kekerasan yang menimpa
seseorang akan menimbulkan desensitisasi pada dirinya, berupa kehilangan perasaan
tega menyaksikan dan bahkan melakukan tindak kekerasan kepada orang lain.157
Seseorang yang selama hidupnya jarang bahkan tidak pernah mengalami
tindak kekerasan akan muncul kepribadian yang santun dan menghargai orang lain,
maka dalam kehidupan kesehariannya tidak pernah melakukan tindak kekerasan
terhadap orang lain. Seperti halnya seorang anak yang semoga anak yang semasa
kecilnya dididik dalam lingkup rumah tangga yang penuh dengan kepribadian yang
baik dan dalam suasana yang harmonis, jauh dari suasana tindak kekerasan, maka
setelah dewasa pun anak tersebut tetap memiliki kepribadian yang baik dan menjauhi
kekerasan kepada orang lain. Jika dia telah berkeluarga (menikah), maka itu akan
mudah menghormati istri dan memperlakukan anak-anaknya sebagaimana yang
pernah dilakukan orangtuanya kepada dirinya pada masa kecil.
Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang selalu
diwarnai tindak kekerasan dalam rumah tangga, akan tumbuh dengan kepribadian
yang kasar pula. Anak secara sadar ataupun tidak diajarkan pola-pola penyelesaian
157Fuad Hassan, Ikhtiar Meredam Kultus Kekerasan, h. 67.
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masalah dengan menggunakan kekerasan, sehingga setiap pertikaian dengan istri
akan diselesaikan dengan kekerasan kepada istri dan atau anaknya-anaknya. Anak
laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka berlaku kasar
kepada ibu cenderung meniru pola yang sama kepada istrinya.
Fenomena yang sama bisa juga dilakukan istri yang dibesarkan dalam
lingkungan rumah tangga yang selalu diwarnai kekerasan. Anak perempuan yang
biasa mendapat perlakuan kasar dari ayah atau ibunya juga cenderung meniru pola
tersebut kepada pasangannya. Fenomena tersebut oleh Elli N. Hasbianto seperti
dikutip Ahmad Munir disebut adanya pengaruh role model.158 Jadi, kekerasan dalam
rumah tangga akan berkelanjutan, jika anaknya juga menyaksikan tindak kekerasan
ayah kepada ibunya yang pada akhirnya mendorong anak melakukan kekerasan yang
sama kepada istrinya dan atau anak-anaknya kelak.
Jelasnya, bahwa dalam teori belajar sosial, apa yang dikembangkan melalui
mekanisme penguatan langsung kemudian masih diperkuat dengan berperannya
proses meniru dan belajar melalui pengamatan yang gejala ini oleh Saparinah Sadli
disebut konsep meniru atau modeling.159 Melalui proses pengamatan dan modeling
seperti itu, anak akan memperoleh gambaran tentang peran-peran sosial yang hanya
ia simpan dan akan dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu di kemudian hari jika
anak membutuhkannya.
Dari uraian itu dapat diketahui, bahwa salah satu penyebab terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga adalah pewarisan kekerasan kepada seseorang atau
158Ahmad Munir, Perempuan dalam Jeratan Teologi dan HAM: Telaah atas Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, Jurnal Dialogia, Vol. 6 No. 1/Januari-Juni 2008, h. 58.
159Saparinah Sadli, Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pengembangan Jati Diri
Perempuan, dalam M. Atho Mudzhar (ed.), Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses
Pemberdayaan dan Kesempatan (Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 221.
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“teori hereditas”. Asumsi ini didukung hasil penelitian, bahwa kebanyakan suami
yang pernah menyaksikan orangtuanya bertengkar, 35% pernah memukul istrinya,
dan mereka yang tidak pernah melihat kekerasan semacam itu di antara kedua
orangtuanya, hanya 11% yang pernah memukul istrinya. Hal yang sama terjadi pada
istri yang pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga pada masa kecilnya, 27%
pernah memukul suaminya, sedangkan yang tidak menyaksikan kekerasan pada masa
kecilnya, hanya 9% pernah memukul suaminya. Laki-laki dan perempuan yang
mengalami hukuman fisik, cenderung melakukan hal yang sama terhadap
keluarganya pada masa dewasa. Orangtua yang melakukan kekerasan akan
mewariskan kecenderungan itu kepada generasi berikutnya, sebaliknya orangtua yang
tidak pernah melakukan kekerasan juga mewariskan kecenderungan sikap mereka
yang tenang.160
Dengan demikian lingkungan keluarga memberikan pengalaman tentang
kekerasan kepada anak. Dalam kaitan ini K. Durkin mengatakan:
One of pricipal locations in which individuals learn about aggresion is the
family. Numerous studies heve found association between characteristics of
the family, especially child-rearing style, and aggressive behavior in the
young.161
Artinya:
Salah satu tempat terpenting ketika seorang belajar tentang agresi adalah
dalam keluarga. Banyak kajian menunjukkan adanya kaitan antara karakterisrtik
keluarga, terutama dalam cara membesarkan anak, dengan tingkah laku agresif pada
anak-anak.
Anak yang terbiasa menyaksikan kekerasan dalam keluarganya ternyata
dikemudian hari akan memandang kekerasan bukan saja sebagai alternatif untuk
160David O. Sears, Jinathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau, Social Psychology, h. 21.
161K. Durkin, Development Social Psychology (Cambridge, Massachussets: Blackwell
Publisher, 1995), h. 413.
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menyelesaikan problemanya, melainkan juga beranggapan bahwa perilaku kekerasan
itu bersifat normatif yang layak untuk dilakukan. Hal ini berarti, bahwa terdapat
hubungan timbal balik antara kekerasan dalam rumah tangga setelah anak itu dewasa
(menikah).
Ditinjau dari segi psikologi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan
kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang
ampuh dan efisien. Karena itulah, pemukulan dan bentuk-bentuk fisik lainnya sering
digunakan suami dalam mengakhiri konflik dengan istrinya.162
Relasi antara anggota keluarga tidak selamanya diwarnai dengan kekerasan
sejak awal. Bahkan “kebanyakan hubungan keluarga yang berakhir dengan kekerasan
dalam rumah tangga, diawali dengan relasi yang damai, penuh dengan janji, hasrat,
kebersamaan dan kesetiaan”. (most relationships that end in domestic violence start
off as any nonviolent relationship-with kind words and passions, togetherness and
devotion).163 Namun dalam perjalanan kehidupan muncul konflik antar anggota
keluarga. Dalam suasana seperti ini jika tidak dapat terselesaikan secara alami, akan
memberi peluang penggunaan kekerasan sebagai solusi.
Berdasarkan teori pembelajaran sosial (social learning theory) juga dapat
dipahami bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bisa juga disebabkan oleh
pola pendidikan di sekolah. Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam
pendidikan antara lain:
162Ahmad Munir, Perempuan dalam Jeratan Teologi dan HAM: Telaah atas Kekerasan
dalam Rumah Tangga, h. 58.
163Noele Nelson, Dangerous Relationship (New York: Insight Books, 1997), h. 3.
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a. Akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Dalam
kaitan ini memungkinkan terjadinya kekerasan balasan dari korban terhadap
pelaku.
b. Akibat buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku, yang
kurikulumnya lebih mengandalkan kemampuan aspek kongnitif dan mengabaikan
aspek efektif sehingga proses humanisasi dala pendidikan berkurang.
c. Dipengaruhi masyarakat dan tayangan media massa.
d. Sebagai refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami
pergeseran cepat, sehingga memungkinkan munculnya sikap instan solution dan
jalan pintas.
e. Dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.164
Dari kelima faktor penyebab munculnya kekerasan dalam pendidikan, maka
faktor pertama dan kedua merupakan manifestasi dari kondisi internalpendidikan,
sedangkan faktor ketiga sampai kelima merupakan kondisi eksternal pendidikan.
Dengan demikian menunjukan bahwa anak didik yang menyaksikan atau bahkan
mengalami kekerasan selama mengikuti proses pendidikan akan memperoleh
pengalaman tentang kekerasan dengan berbagai coraknya dan pada akhirnya yang
bersangkutan akan melakukan kekerasan pula dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapinya. Jelasnya, bahwa anak yang sering dihukum karena melakukan perilaku
agresif akan menjadi lebih agresif dibanding anak yang lain.165
Pengalaman kekerasan juga dapat diperoleh melalui pergaulan dengan teman-
teman sebaya. Jika dalam lingkungan ini anak menyaksikan bahwa tindakan
164Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep
(Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), h. 3-4.
165David O. Sears, Jinathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau, Social Psychology, h. 20.
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kekerasan juga bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan, maka anak
mendapat pembelajaran sosial yang dipandang efektif untuk diaplikasikan jika
dibutuhkan. Hal yang sama bisa diperoleh melalui adegan-adegan kekerasan secara
visualisasi, khususnya media massa elektronik yang dikenal dengan TV-violence.
Melalui tingginya frekuensi tontonan adegan kekerasan akan melahirkan apa yang
disebut “kultur kekerasan” (the cult of violence).166 Jelasnya, bahwa siaran telivisi
berdampak pada perilaku pemirsa, hanya seberapa besar dampaknya dapat ditelaah
dari hasil penelitian Grant Noble yang menemukan jenis kekerasan dan penghayatan
pemirsa terhadap apa yang ditonton berpengaruh terhadap timbulnya perilaku agresif.
Namun pengaruhnya sangat kecil, hanya 10%, sedangkan 90% lainnya tidak
terdeteksi.167
Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa tayangan televisi tetap
berpengaruh terhadap munculnya perilaku agresif, baik terhadap pihak lain, maupun
terhadap diri sendiri, misalnya karena merasa frustasi dalam menyelesaikan
masalahnya, yang bersangkutan melalukan bunuh diri. Tindakan nekat itu bisa
terinspirasi dari aksi kekerasan sejenis yang ditayangkan media televisi.
Dengan demikian, secara psikologis bahwa kekerasan (agresi) terjadi sebagai
respon terhadap frustasi. Frustasi merupakan gangguan dengan perilaku yang
diarahkan oleh tujuan, bahwa agresi adalah perilaku seseorang yang dirancang untuk
melukai, secara fisik atau lainnya, mereka yang melakukan agresi terhadap dirinya.168
166Fuad Hassan, Ikhtiar Meredam Kultus Kekerasan, h. 70-71.
167 Nurul huda S. A., Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan (Cet. I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 232.
168Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, dalam Thomas Santoso (ed.), Teori-
Teori Kekerasan (Cet. I; Jakarta: PT. Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002), h. 71.
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Seseorang yang sengaja melakukan kekerasan sering menggunakan teknik yang
terbukti berguna dan memuaskan dalam merespon frustasi masa lalunya.169
Di samping itu, kekerasan bisa terjadi karena mendapat legitimasi secara
ideologi. Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat
dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak, baik
individual maupun kolektif terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan
ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.170 Ideologi di sini bisa berupa
budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, khususnya budaya patriakhi.
Budaya ini menyakini, bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah interior
sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.171
Patriakhi merupakan suatu sistem yang secara historis berasal dari hukum
Yunani dan Romawi. Dalam hal ini kepala rumah tangga (laki-laki) memiliki
kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga laki-laki dan
perempuannya. Patriakhi dalam makna ini telah berakhir di sebagian besar Eropa
Barat dalam abad ke-19 dengan dijaminnya hak-hak kewarganegaraan perempuan,
khususnya perempuan yang menikah. Patriakhi yang mutakhir digunakan di seluruh
dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak dalam
keluarga.172 Dengan demikian, petriakhi telah menjadi sebuah ideologi sepanjang
169 Thomas Santoso (ed.), Teori-Teori Kekerasan, h. 73.
170Eti Nurhayati, dkk., Implikasi Prinsip Kafa’ah dan Sensivitas Gender Sebagai Penangkal
Tindak Kekerasan Rumah Tangga Dalam Relasi Suami Istri: Studi Kasus Tentang Kekerasan yang
Dialami Perempuan di Pengadilan Agama Kota Cirebon, dalam Departemen Agama RI., Sinopsis dan
Indeksasi Hasil Penelitian Kompetitif Dosen PTAI Tahun 1999-2003 (Cet. I; Jakarta: Ditperta Islam,
2004), h. 185.
171 Ahmad Munir, Perempuan dalam Jeratan Teologi dan HAM: Telaah atas Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, h. 58.
172Julia Cleves Mosse, An Introduction to Gender and Development, terj. Hertian Silawati,
Gender dan Pembangunan (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 64-65.
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masa yang sangat mempengaruhi posisi laki-laki dalam tatanan kehidupan
masyarakat sekaligus mempengaruhi relasi laki-laki (suami) dengan perempuan (istri)
dalam kehidupan rumah tangga.
Budaya patriakhi erat kaitannya dengan stereotype gender. Menurut Mansour
Fakih, sangat banyak kekerasan tejadi pada perempuan yang ditimbulkan oleh adanya
stereotype gender. Perbedaan gender dan sosialisasi yang amat lama mengakibatkan
kaum perempuan secara fisik lemah dan kaum laki-laki umumnya lebih kuat. Hal itu
tidak bermasalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan itu tidak mendorong laki-
laki sewenang-wenang memukul dan memperkosa perempuan.173
Paradigma tersebut selaras dengan “teori relasi kekuasaan” yang dikemukakan
oleh Michel Foucault, bahwa kekuasaan sama dengan relasi kekuasaan yang bekerja
di salah satu ruang atau waktu. Kekuasaan itu menindas, menyebabkan kekuasaan itu
memproduksi kebenaran. Karena “kebenaran berada di dalam relasi-relasi sirkular
dengan sistem kekuasaan yang memproduksi kebenaran dan menjaga kebenaran
itu”.174 Karena itu “kebenaran tidak ada dengan sendirinya. Karena tidak berada di
luar kekuasaan, kebenaran berada di dalam kekuasaan”.175
Berdasarkan “teori relasi kekuasaan” tersebut, orang cenderung kepada
kekerasan karena mereka memiliki kekuasaan terhadap pihak lain, sekaligus
korbannya. Dalam konteks inilah seorang penguasa merasa mempunyai kewenangan
173Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi (Cet. II; Yogyakarta:
INSIST Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002), h. 174.
174Michel Foucault dalam Kazuo Shimogaki, Beetwen Modernity and Postmodernity the
Islamic Left and Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, terj. Imam Aziz dan M. Jadul Maula,
Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi
(Cet. IV; Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 39.
175Aziz dan M. Jadul Maula, Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian
Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi, h. 40.
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untuk melakukan “kekerasan” kepada rakyatnya. Karena sang penguasa menganggap
kekuasaan yang dimiliknya sebagai legitimasi terhadap semua tindakannya. Tindakan
apapun yang dilakukan atas nama kekuasaan adalah sah. Oleh karena itu, melakukan
kekerasan pun adalah sah pula, sehingga menganggap sah pula menyelesaikan
masalah dengan kekerasan.
Relevan dengan asumsi tersebut, orang tua merasa memiliki kekuasaan
terhadap anak-anaknya sehinga merasa berhak melakukan kekerasan kepada mereka.
Seorang suami merasa mempunyai kekuasaan terhadap istrinya, sehingga suami
menganggap kekerasan terhadap istri sebagai bagian dari kekuasaan yang
dimilikinya. Ketundukan istri yang megalami kekerasan dari suami, akan
dipersepsikan suami sebagai justifikasi, bahwa kekerasan terbukti berhasil
menundukkan, dan bahkan menguasai istrinya. Pada akhirnya suami menjadi terbiasa
melakukan kekerasan kepada istrinya.
Selaras dengan uraian tersebut dalam teori sosiologi dikemukakan, bahwa
kekerasan atau kejahatan disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses-proses sosial
yang sama yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Dalam hal ini faktor
penyebab terjadinya kekerasan melalui beberapa bentuk proses, seperti imitasi,
pelaksanaan peran sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsep diri
pribadi dan kekecewaan yang agresif.176 Dengan kata lain, bahwa seseorang
berprilaku jahat dengan dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat.
Artinya, perilaku kekerasan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain dan
orang tersebut mendapatkan perilaku kekerasan sebagai hasil interaksi yang
176Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda,
1993), h. 408.
124
dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku cenderung melawan norma-
norma hukum.177
Terjadinya kekerasan bisa jadi juga disebabkan oleh gangguan psikologis
yang berasal dari keluarga lantaran orangtua tidak mampu berfungsi sebagai pendidik
yang baik atau tidak berfungsinya keluarga sebagai lembaga psiko-sosial. Orangtua
tidak dapat mengintegritaskan anaknya dalam keutuhan keluarga.178 Hal ini terjadi,
karena dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan yang menuntut memperoleh
pemuasan dan dorongan-dorongan itu akan tampak jika bertemu dengan stimulus
yang cocok, dan selanjutnya dorongan-dorongan itu bersama tabiat nafs lainnya
menentukan bagaimana merespon stimulus tersebut. Dalam keadaan motif
mendorong pada tingkah laku negatif, ia berpotensi untuk mempengaruhi seseorang,
sehingga berwujud pada tingkah laku yang tidak terkendali.179
Dari urain itu secara umum ada empat faktor terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga:
a. Ketimpangan ekonomi antara suami dan istri. Di Indonesia lebih banyak pria
yang bekerja di sektor publik dibandingkan perempuan. Karena suami yang
bekerja di sektor publiklah yang mendapat hasil, maka dia kuat secara ekonomi.
b. Penggunaan kekerasan di dalam menyelesaikan konflik, sehingga muncul
ungkapan, bahwa di dalam setiap pertengkaran rumah tangga, istri lebih senang
perang mulut sedangkan suami perang tinju. Karena merasa relatif lebih kuat
177 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 408.
178Kartini Kartono, Patolagi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan (Cet. III; Jakarta: PT.
Raja Grafindo Perseda, 2002), h. 34.
179Achmad Mubarok, Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern Jiwa dalam al-Qur’an (Cet.
I; Jakarta: Paramadina, 2000), h. 154.
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secara fisik dibandingkan istrinya, para suami ingin memenangkan perselisihan
dengan jalan kekerasan.
c. Otoritas atau pengambilan keputusan ada di tangan suami. Jika peran ini
terancam, suami bisa saja memakai kekerasan untuk kembali menancapkan
perannya di sini.
d. Banyak hambatan bagi istri untuk meninggalkan seting keluarga. Dengan
demikian, jika istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mereka biasanya
memilih mengalah dan tidak meninggalkan rumah.180
Dari keempat faktor itu, tampak bahwa posisi kaum perempuan terutama istri
sangat dilematis. Pada satu sisi dia dituntut untuk menjadi istri sekaligus ibu yang
baik oleh tatanan kehidupan sosial yang berlaku di tempat istri tinggal, namun di sisi
lain istri mengalami perlakuan yang tidak manusiawi justru dari orang yang paling
dekat secara psikologis dengannya, yakni suami. Dengan pertimbangan menjaga
pemenuhan kebutuhan ekonominya, istri terpaksa rela diperlakukan kasar oleh
suaminya. Faktor ini sangat dominan terhadap istri yang tidak memiliki penghasilan
sendiri, dan hanya mengandalkan nafkah dari suami.
Namun tidak berarti bahwa semua istri yang tidak memiliki pendapatan
sendiri akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Karena bisa
juga faktor penyebab kekerasan suami terhadap istri juga berasal dari kepribadian
suami sendiri. Dalam kaitan ini menurut Elmira N. Sumintardja, bahwa:
Ada dua penyebab utama, pertama, secara pribadi. Artinya pelaku memiliki
kelainan. Kelainan pribadi ini bisa disebabkan oleh faktor genetik/keturunan
atau juga pola asuh. Akan dominan atau muncul optimal ketika kondisi
180Kelainan dan Kondisi Situsional Pencetus KDRT, (Hikmah), dalam Pikiran Rakyat.com.,
Minggu, 21 November 2004, http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1104/25/hikmah/lainyya07.htm.
diakses pada 8 Agustus 2017.
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situsional memungkinkannya. Kedua, kondisi situasional, baik pelaku yang
mengalami tekanan atau sedang menjalani stres atau bahkan frustasi. Maupun
korban sebagai pencetus yang begitu menjengkelkan pelaku, hingga terjadi
tindak kekerasan.181
Ini menunjukkan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan
suami terhadap istri, pada hakikatnya disebabkan oleh akumulasi beberapa faktor
penyebab.
Dalam masalah faktor intern pelaku justru sangat berpotensi mendorong
suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Dalam konteks ini
menurut “teori Lomborso”, bahwa ada orang yang lahir membawa potensi kejahatan
atau kekerasan. Orang-orang kriminal itu mempunyai konstitusi psikofisik dan tipe
kepribadian yang abnormal.182 Menurut Galtung, kekerasan terjadi karena bila
manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental
aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.183
Sementara itu Aina Rumiati Aziz menambahkan faktor cara pandang atau
pemahaman terhadap agama yang dianut. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya
kekerasan perempuan yang dikemukakan oleh Aina Rumiati Aziz:
a. Budaya patriaki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan
perempuan sebagai makhluk interior.
b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki
boleh menguasai perempuan.
181Kenali Penyebabnya, dalam the mall archive.com, 26 November 2005, http://www.mall-
archive.com/keluargasejahtera@yahoogroup.com/msg.0094.html. diakses pada 8 Agustus 2017.
182Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1 (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.
141-142.
183Thomas Santoso (ed.), Teori-Teori Kekerasan, h. 168.
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c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya
akan meniru perilaku ayahnya.184
Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi karena suami dibesarkan
dalam keluarga yang tidak beres. Karena orang yang dibesarkan dalam keluarga yang
tidak beres, akan memiliki kecenderungan untuk mengulangi pola-pola yang sudah
dipelajari di rumah dalam menjalin hubungan dengan orang lain.185 Hal ini terjadi
karena kebanyakan orang tua mendidik anak laki-laki dengan keyakinan bahwa
mereka harus kuat dan berani serta dilatih untuk merasa berkuasa atas diri sendiri dan
orang sekelilingnya. Itulah kejantanan, harkat dan martabat laki-laki. Jika gagal
berarti kejantanannya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk
mempergunakan cara apapun, termasuk kekerasan untuk menundukkan istrinya.186
Dalam konteks budaya patriakhi, istri mengalami hambatan untuk
memperoleh perlindungan hukum dari tindak kekerasan dalam rumah tangga,
sehingga istri sulit terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-
hambatan tersebut antara lain:
a. Tidak mudah melaporkan kasusnya karena berarti membuka aib keluarga.
b. Ragu melaporkan karena bisa jadi istri yang dipersalahkan karena tidak bacus
mengurus suami/keluarga.
184Aina Runiati Aziz, Perempuan Korban di Ranah Domestik (Jakarta: Prima Pustaka, 2002),
h. 2.
185Dianne Schwartz, whose face is in the Mirror?, terj. Yovita Hardiwati, keluar dari cekaman
kekerasan domestik (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 266.
186Farha Ciciek, Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dari
Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah saw., (Cet. I; jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Bekerjasama dengan LKAJ dan Asia Foundation, 2005), h. 33.
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c. Takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dialami. Suami
semakin gelap mata kalau mengetahui istrinya berani melaporkan dirinya, yang
berarti mencemarkan status sosialnya sebagai kepala keluarga.
d. Khawatir kalau melapor, istri akan dicerai dan menjadi janda.
e. Berani melapor ke polisi tetapi ternyata respon aparat tidak serius karena
menganggapnya sebagai masalah privat. Tidak semua kepolisian ada RPK-nya.
f. Berani melapor, direspon oleh polwan di RPK, tetapi ternyata sulit untuk
membuktikan kekerasan yang dialaminya (terbentur KUHAP).
g. Berani melapor dan ada  bukti kuat, tetapi ancamannya pidana penjara. Berarti
suami akan dikurung. Bagaimana nafkah keluarga? Sekolah anak-anak? Siap
yang akan menjamin biayanya? Sebab, selama ini baik sistem sosial dan hukum
telah membuat istri tergantung secara ekonomi terhadap sang kepala rumah
tangga.187
Selaras dengan hal itu, menurut Hikmatul Fadhillah, faktor penyebab
kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat ketergantungan ekonomi kepada suami,
sehingga mendorong mereka tidak melakukan perlawanan.188 Kondisi itu akan
semakin memperpanjang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan
suami terhadap istri. Jadi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan
187LBH APIK Jakarta, Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
http://www.lbh.apik.or.id/kdrt.pentingnya.htm. diakses pada 8 Agustus 2017.
188Siti Anum Purba, Menyongsong Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November,
dalam Waspada online, 21 November 2005, http://www.waspada.co.id/cetak/index.php?article-
id=69033. Diakses pada 8 Agustus 2017. Lihat pula Farha Ciciek, Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam
Rumah Tangga: Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah saw., h. 34.
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oleh sikap pembiaran (violence by omission),189 baik oleh korban sendiri maupun
pihak lain. Sikap pembiaran mesyarakat juga dominan dalam kehidupan.
Sikap pembiaran ini terjadi akibat dominan pemahaman bahwa kekerasan
dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami istri yang tidak perlu
diintervensi pihak lain. Relevan dengan hal ini, menurut Farha Ciciek ada faktor yang
bersumber dari masyarakat yang tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga
sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi istri, sehingga kekerasan dalam
rumah tangga terus berlangsung.190
Kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh lingkungan yang
membiasakan tindak kekerasan dalam penyelesaian masalah, sehingga seorang anak
akan melakukan kekerasan pula setelah anak itu berumah tangga. Hal ini didukung
oleh “teori ekologi” Bronfenbrenner, bahwa karena anak memulai kehidupannya
delam lingkungan keluarga, maka konteks mikrosistem ini menjadi bagian dalam
peletakkan dasar kepribadian seorang anak.191
Fathul Djannah lebih memerinci faktor penyebab kekerasan dalam rumah
tangga sebagai berikut:
a. Karena suami cemburu.
b. Suami merasa berkuasa.
c. Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin.
d. Ikut campurnya pihak ketiga (mertua).
189 Jamil Salmi, Violence And Democratic Society: New Approaches To Human Rights, terj.
Slamet Raharjo, Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi (Cet. I; Yogyakarta: Pilar Humania, 2005),
h. 33.
190Farha Ciciek, Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari
Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah saw., h. 35.
191Singgih D. Gunarsah, Perkembangan dari Anak Sampai Usia Lanjut Bunga Rampai
Psikologi (Cet. II; Jakarta: Gunung Mulia, 2006), h. 178-179.
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e. Suami memang suka berlaku kasar (faktor keturunan)
f. Karena suami suka berjudi.192
Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan
seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriaki.
Budaya patriaki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat.
Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dewasa ini berupa
kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada
umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:
a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian
yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak
senonoh dan jahat.
b. Gaya hidup di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau
kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjain dengan
yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki
dengan perempuan sehingga terjadi seduktif rape.
c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang
semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung
semakin meniadakan seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
d. Tingkat kontrol masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai
perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan
kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan
dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat
192Fathul Djannah, Kekerasan Terhadap Istri (Yogyakarta: LKIS, 2002), h. 51.
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lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat
tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari
kompensasi pemuasnya.
g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap,
ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga
menimbulkan anga rape.193
Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dikemukakan, bahwa penyebab
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam beberapa
faktor, yaitu:
1. Faktor internal pelaku kekerasan, antara lain:
a. Stres yang berkepanjangan yang disebabkan oleh pengangguran,
kecemburuan, kemiskinan, tidak memiliki rasa kepuasan dalam memperoleh
sesuatu, rasa minder yang berlebihan;
b. Bersikap emosional (tidak mampu mengendalikan dirinya), pecandu alkohol,
minuman keras dan ketergantungan obat-obatan terlarang;
c. Memiliki latar belakang keluarga yang tidak harmonis (broken home), atau
melihat pertengkaran kedua orangtua yang cenderung menjadikan kekerasan
sebagai alternatif penyelesaian masalah dengan pasangnnya (istri);
d. Kondisi korban (istri) seperti tingkat pendidikan perempuan yang rendah,
tidak memiliki usaha yang produktif.
193Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Perempuan Korban
Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan (Cet. II; Bandung: Rafika Aditima, t.th), h.
72.
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2. Faktor eksternal, yaitu adanya unsur-unsur lain yang menyebabkan eksisnya
kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:
a. Dukungan sosial dan budaya yang mengakar dalam masyarakat bahwa
kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan keluarga yang bersifat
privat, dan tidak boleh diintervensi pihak lain.
b. Interpretasi ajaran agama (Islam) yang bias gender, maupun kepasrahan istri
(korban) sendiri.194
Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat internal dan
eksternal tersebut erat kaitannya dengan teori agresif, dan teori pembelajaran sosial.
Akibat lanjutan teori pembelajaran sosial, teori modeling, dan teori ekologi, adalah
teori hereditas. Di samping itu penyebab kekerasan dalam rumah tangga secara
eksternal merupakan akibat lanjutan dari pengaruh ideologi patriakhi yang mengakar
dalam masyarakat.
4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga
Perkawinan pada hakikatnya bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia.
Citra ideal kehidupan keluarga adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi kehangatan,
kasih sayang dan sikap saling menghormati. Tetapi realitas memperlihatkan bahwa
berbagai bentuk kekerasan serius terjadi dalam konteks keluarga.195 Apabila
kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai persoalan pribadi tanpa
membutuhkan adanya bantuan dari mediator maka istri akan terbebani secara terus-
194St. Aisyah Kara, Perempuan di Persimpangan Jalan, Jurnal Zaitun, vol. 1 No. 1, April
2002, h. 127-128.
195Barbara Krahe, The Social Psychology Of Aggresion, terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri
Mulyantini Soetjipto, Perilaku Agresif (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 243.
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menerus pada posisi subordinasi sehingga mereka beranggapan bahwa yang
dihadapinya itu adalah suratan takdir.196
Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan menderita baik
jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga
yang menderita bukan hanya istri saja tetapi juga anak-anak mereka dan memiliki
dampak psikologis yang cukup signifikan.197 Kekerasan fisik dan kekerasan
psikologis yang umumnya terjadi dalam rumah tangga akan mengakibatkan cacat
jasmani dan beban mental misalnya cacat badan, depresi, trauma yang berlebihan,
merasa minder bahwa mereka tidak memiliki harga diri dan tidak percaya lagi akan
kemampuannya dalam berkreasi.198
Dengan demikian, kekerasan psikis menimbulkan dampak bagi korbannya,
baik stres, depresi, maupun gangguan jiwa. Dampak kekerasan psikis umumnya
bersifat kejiwaan sehingga membutuhkan terapi psikologis pula.
Di samping itu secara psikologis seksual menimbulkan kekecewaan secara
berkepanjangan atau ketakutan dan trauma melakukan hubungan seksual. Akibat lain,
istri tidak lagi percaya diri karena merasa tidak mampu melayani suami dengan baik,
bahkan merasakan dirinya sebagai penyebab kekerasan seksual itu. Pada tingkatan
yang lebih parah, istri akan mengalami ketakutan luar biasa (semacam paranoid),
hingga ia merasa terus terancam oleh lingkungannya.199
Selanjutnya kekerasan seksual bisa menyebabkan istri mengalami dampak
psikologis jangka pendek (short term effect), antara lain mudah marah, jengkel,
196M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 201.
197M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 201.
198Mufidah Ch, Paradigma Gender (Cet. II; Malang: Bayu Media Publishing, 2004), h. 69.
199Nurul Ilmu Idrus, Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan (Yogyakarta: Pusat
Penelitian Kependudukan (PPK) UGM, 1999), h. 70-71.
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merasa bersalah, malu, terhina dengan gejala sulit tidur dan berkurangnya selera
makan,200 dan dampak psikologis jangka panjang (long term effect), adalah timbulnya
persepsi negatif terhadap laki-laki (suami) dan seks karena trauma yang dideritanya.
Trauma adalah luka jiwa yang diderita seseorang seusai mengalami hal-hal yang
dirasanya di luar batas wajar atau abnormal.201
Dampak lain yang dialami oleh istri adalah penyakit jantung dan sulit untuk
tidur bagi mereka yang biasa disepelekan dan tidak dihargai serta akibat dari
kurangnya kasih sayang yang didapat dari suaminya. Selain istri, anak-anak yang
menyaksikan penyiksaan dan penderitaan yang dialami ibunya karena kekerasan
tersebut, akan berdampak pada psikis, mental dan bahkan kognitif mereka. Mereka
akan cenderung akan meniru tindakan tersebut dikala mereka telah dewasa. Anak
yang ibunya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami
gangguan perkembangan intelektualnya, karena anak tersebut tidak bisa konsentrasi
di sekolahnya, bahkan minat belajarnya hilang karena trauma yang mengingat terus
penderitaan yang dialami ibunya.202
Di saat seorang istri menderita, sangatlah sulit baginya untuk
menyembunyikan kesedihan dan penyiksaan yang dihadapinya, dan ini akan
mempengaruhi pula dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Istri tidak lagi
optimal dalam memberikan belaian dan cinta kasih kepada anak-anaknya, karena
dalam waktu bersamaan dia juga memikirkan penderitaan, ketidakharmonisan
hubungan orang tua sedikit banyaknya akan berpengaruh pula pada keceriaan anak-
200Elli Nur Hayati, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling
Berwawasan Gender (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), h. 45-46.
201Elli Nur Hayati, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling
Berwawasan Gender, h. 47-49.
202M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 201.
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anak dan dalam kondisi yang tidak kondusif mereka akan menjadi pesimis karena
orang tua tidak lagi dianggap sebagai profil yang bisa diteladani.203
Perilaku yang terjadi dalam rumah tangga bukan hanya berdampak pada fisik
saja, tetapi juga dapat mempengaruhi mental sang istri. Dampak dari kekerasan yang
terjadi dalam rumah tangga antara lain:
a. Kekerasan fisik, kekerasan fisik yang menyebabkan luak memar, lebam, patah
tulang, geger otak, dan yang paling membahayakan adalah kekerasan yang dapat
menimbulkan kematian.
b. Kekerasan psikologis, dampak dari kekerasan psikologis bisa lebih dari kekerasan
fisik dan biasanya relatif tertutup yaitu berupa rasa malu, depresi, stress, infrovert,
sakit hati, dendam, trauma bahkan hilangnya rasa percaya diri.
c. Kekerasan seksual, kekerasan seksual dapat menimbulkan kehamilan yang tidak
diinginkan, mengidap infeksi, menular seksual.204
Dari berbagai bentuk dampak kekerasan dalam rumah tangga yang telah
diulas itu menunjukkan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mengancam
keselamatan jiwa, mengganggu psikis, reproduksi korban. Dalam realitasnya,
penyembuhan luka fisik agak lebih cepat dibandingkan dengan trauma psikis.
5. Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23
Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam
Membahas masalah perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga menurut
UU No. 23 Tahun 2004, diperlukan penelaahan terhadap pasal-pasal tertentu dari UU
tersebut. Karena jika diperhatikan, kajian mengenai hal di atas tidak dihadapi secara
langsung. Pembahasan ini dikhususkan bagi suami istri yang memungkinkan untuk
203M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 202.
204M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 202-203.
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cerai akibat KDRT. Karena dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun
2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini adalah suami
dan istri.205
Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh sebagai
pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman
dan bebas sari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan
terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Pada kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak
terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap
korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan
kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah dikemukakan adalah:
Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perempasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.206
Sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dapat berupa kekerasan
fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Keberadaan bentuk kekerasan dalam rumah
tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun
2004:
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual;
205Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.
206Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 3.
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d. Penelantaran rumah tangga.207
Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tersebut, bentuk-
bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat, yakni kekerasan fisik, kekerasan
psikis atau  psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga atau
kekerasan ekonomi. Selanjutnya penjelasan mengenai bentuk-bentuk KDRT tersebut
dapat dilihat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 sebagai berikut:
Pasal 6
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Pasal 7
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.
Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup
rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan
tertentu.
Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.208
207Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 4.
208Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 5.
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Dengan demikian, berdasarkan pengertian dan bentuk-bentuk KDRT serta
penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa jika terjadi tindakan
KDRT terhadap istri maupun suami yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau
penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis dan/atau penelantaran dalam rumah
tangga juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan, dan istri atau suami keberatan dan mengajukan cerai,
maka dengan pertimbangan alasan tersebut seorang hakim dapat memutuskan cerai
atas keduanya. Hal ini  dilakukan jika memang keduanya tidak dapat lagi didamaikan
atau dengan pertimbangan agar tidak terjadi lagi kasus yang sama di kemudian hari.
Berbicara mengenai KDRT, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun  1975 tentang
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 dan Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam menjelaskan alasan-alasan dalam perceraian.
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.209
209Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: Karya Ilmu,
2005), h. 57.
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Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.210
Jika diperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam di atas, didapati bahwa dalam Pasal tersebut terdapat unsur KDRT
yang dapat dijadikan alasan perceraian. Kekerasan psikis terdapat pada Pasal 19 PP
No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI masing-masing huruf a yakni perbuatan zina
(perselingkuhan), pemabuk, pemadat, penjudi atau perbuatan sejenis yang sukar
untuk disembuhkan, huruf b, c, e dan f penelantaran rumah tangga karena
ditinggalkan selam 2 tahun berturut-turut, salah satunya dipenjara 5 tahun, salah
satunya terdapat cacat sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya secara layak,
dan antara keduanya terjadi perselisihan terus menerus, yang kesemuanya itu dapat
berdampak kepada psikis salah satu pihak atau kedua belah pihak.
Kekerasan fisik terdapat pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116
KHI masing-masing huruf d yakni salah satu pihak melakukan kekejaman atau
210Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 116.
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penganiayaan berat yang dapat menimbulkan bahaya. Pada Pasal 116 KHI huruf g,
yakni pelanggaran taklik talak yang berisi kekerasan fisik dan penelantaran rumah
tangga dan huruf h yakni kekerasan psikis akibat terjadinya ketidakrukunan karena
murtad.
Dari uraian di atas sebagai telaah terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan perceraian, maka menarik untuk
dikaji lebih lanjut sehubungan dengan hukum Islam, yakni kekerasan dalam rumah
tangga sebagai alasan perceraian perspektif hukum Islam.
Keberadaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam meminimalisir bahkan menghapus
tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jika hal ini dikaji dari aspek relevansinya
dengan hukum Islam, maka secara politik hukum, terjadinya legislasi anti kekerasan
dalam rumah tangga secara implisik dapat dipandang sebagai dukungan kekuasaan
politik terhadap pelaksanaan syariat Islam atau hukum Islam dalam tatanan
kehidupan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw., sebagai
pemimpin agama sekaligus pemimpin politik di Madinah. Ketaatan masyarakat saat
itu kepada hukum (syariat) Allah pada hakikatnya didukung oleh posisi Nabi
Muhammad saw., sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Jelasnya,
suatu aturan hukum, termasuk aturan hukum Islam, akan sangat efektif ditaati
masyarakat jika didukung oleh kekuasaan melalui undang-undang.211 Hal ini relevan
dengan teori “lingkaran konsentris”, yang dikemukakan Muhammad Tahir Azhary,
211Menurut Moh. Mahfud M.D., karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau
ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Sedangkan menurut Marzuki Wahid dan
Rumadi, bahwa keberadaan hukum Islam membutuhkan legitimasi kekuasaan politik bahkan
dibahasakan dengan formulasi dan modifikasi politik tertentu, seperti dengan cara legislasi. Lihat
Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Cet.
I; Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 3-4.
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bahwa ada hubungan yang erat antara agama, hukum dan negara, bahkan ketiga
komponen tersebut berada dalam satu kesatuan yang tidak dipisahkan.212
Olehnya itu, agama Islam sangat memposisikan keluarga dalam negara, sebab
jika semua keluarga dalam suatu negara memiliki kekuatan dan ditegakkan pada
landasan nilai hukum yang sebenarnya, maka negara tersebut memiliki kemuliaan dan
gambaran moralitas dalam masyarakat.213 Sementara kesejahteraan masyarakat akan
tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera yang dibina melalui perkawinan yang
sah dan suci.
Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang
harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga sejahtera dan bahagia
sepanjang masa. Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu
rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di
antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing
pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang
diinginkan Islam, yakni rumah tangga yang sakinah, sebagaimana yang disyariatkan
Allah swt., dalam QS. Al-Rūm/30: 21 sebagai berikut:
                            
           
Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
212Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat
dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, edisi kedua
(Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 68.
213Cahyadi Takariawan, Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya
dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. VII; Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 3.
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kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.214
Dari ayat di atas dijelaskan, bahwa kaum yang berfikir adalah mereka yang
mengetahui bahwa kebahagiaan hidup suami istri itu dilandasi tiga unsur:
ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang. Bagi orang-orang yang menjadikan
perkawinan sebagai sarana untuk memperkaya diri dengan harta istri atau harta
suami, atau dengan kemuliaan masing-masing, hendaklah memperhatikan keadaan
kebanyakan orang yang menempuh jalan materialistis di dalam mewujudkan ikatan
ruhaniah dan ikatan qalbu. Berapa banyak singgasana rumah tangga yang runtuh,
berapa banyak anak yang menyimpang dan berapa banyak pasangan yang menjadi
hina-dina, manakala harta mereka tuju dan kehormatan yang mereka sadari telah
berpindah dari kehidupan mereka.215
Dalam kenyataan kehidupan berumah tangga, ternyata memelihara kelestarian
dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah
dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis
antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor psikologis, biologis, ekonomi,
perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul
dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis yang berakhir
dengan tindak kekerasan yang dapat mengancam sendi-sendi rumah tangga.216
214Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406.
215Mahmud Syaltut, Tafsir al-Qur’ān al-Karim 2, terj. Herry Noer Ali, Tafsir Al-Qur’ānul
Karim 2 (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Qur’an) (Cet. I; Bandung: CV. Deponegoro,
1990), h. 341-342.
216Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh,
jilid II (Cet. II; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN,
1984.1985), h. 220.
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Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri,
timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati
pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang mengubah
suasana harmonis menjadi percekcokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang
menjadi kebencian dan sering diikuti dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga,
kesemuanya merupakan hal-hal yang harus diselesaikan.
Pada dasarnya suami istri wajib bergaul dengan sebaik-baiknya, suami wajib
bersikap sabar jika melihat sesuatu yang kurang berkenaan atau tidak disenang pada
diri istrinya, demikian pula sebaliknya. Firman Allah dalam QS. al-Nisā/4: 19.
                     
                      
                
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah
dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.217
Ayat tersebut mengajarkan kepada suami untuk menggauli istri dengan baik.
Jika istri berperilaku yang baik, suami diperintahkan untuk bersabar dengan berusaha
menasehati atau memperbaiki kelakuan istrinya. Selanjutnya suami diharapkan
bersabar dengan memahami keadaan perilaku istrinya, bahwa suatu perbuatan dari
217Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 80.
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istri yang tidak disenangi itu belum seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya
kebaikan yang dimiliki oleh istrinya itu, begitu pula sebaliknya.
Namun jika suami melihat gejala-gelaja nusyūz pada istrinya, seperti
meninggalkan rumah tanpa izin, enggan melaksanakan kewajibannya selaku istri,
bersikap membagkang terhadap suaminya, maka suami wajib menempuh jalan
kebijaksanaan untuk mengembalikan istrinya kepada ketaatannya semula dengan
tindakan yang bersifat pedagogis. Dalam kata lain, Allah swt., berfirman dalam QS.
al- Nisā/4: 34.
                  
                   
                    
         
Terjemahnya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah
Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah
memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi
lagi Maha besar.218
Ayat ini diturunkan untuk merespon permasalahan yang timbul dari sahabat
Sa’ad bin Rābi’. Pada saat istrinya yang bernama Habibah bin Zaid bin Kharijah bin
Abi Zuhair bersikap nusyūz, kemudian ia pukul mukanya. Ayah Habibah tidak terima
218Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84.
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perlakuan Sa’ad terhadap anaknya, lalu mengadukannya pada Rasulullah saw.,
kemudian Rasulullah saw., menyuruhnya untuk membalas perlakuan Sa’ad. Habibah
dan ayahnya bergegas pulang untuk membalas apa yang dilakukan oleh Sa’ad. Tak
lama kemudian Rasulullah saw., memanggil mereka dengan menjelaskan bahwa Jibril
datang menyampaikan firman Allah surah al-Nisa ayat 34 tersebut. Sehingga anjuran
Rasulullah saw., untuk membalas tadi dibatalkan.219
Ayat inilah yang dipakai untuk menyatakan perihal istri yang nusyūz
manakala istri berbuat durhaka, suami harus melakukan beberapa usaha secara
berurutan, yaitu: Pertama, menasehati dan mengingatkan bahwa durhaka akan
menimbulkan persoalan yang tidak baik di dunia maupun di akhirat. Kalau usaha ini
tidak berhasil, mereka lalu melangkah pada usaha selanjutnya. Kedua, berpisah
ranjang, dengan membiarkan istri tidur sendiri, tidak ditemani hingga damai. Sebab
pada umumnya perasaan istri akan guncang ketika ditinggal sendiri. Kalau sampai di
sini istri masih membangkang, maka suami melakukan usaha selanjutnya. Ketiga,
memukul dengan batas tidak sampai mengakibatkan jatuh sakit. Pukulan yang
dimaksud di sini adalah pukulan yang mendidik dan tidak membahayakan, bukan
pukulan yang membabi buta.220 Namun hal ini memungkinkan akan munculnya
potensi kekerasan pada istri. Karena tidak ada yang dapat menjamin suami istri tidak
akan kebablasan pada saat memukul istrinya.
Mengenai tindakan ini, ada anggapan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan
suami istri seolah-olah mendapat legitimasi dari al-Qur’an. Salah satu contoh
penafsiran agama Islam yang bias gender dan dapat disalahpahami sebagai justifikasi
219Qamaruddin Shaleh, HAA. Dahlan, dan M.D. Dahlan, Asbabun Nuzul: Latar Belakang
Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an (Cet. II; Bandung: CV. Diponegoro, 1990), h. 130.
220Ma’had Aly, Fiqh Realitas: Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam
Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 335.
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agama Islam terhadap kekerasan suami kepada istri, adalah kitab ‘Uqud al-Lujjayn fi
Bayān al-Huqūq al-Zaujayn, karya Muhammad Nawāwi al-Bantani (1813-1897),
seperti dikritisi oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang memaparkan hal-hal
yang membolehkan suami memukul istrinya. Dalam kitab tersebut, Muhammad
Nawāwi al-Bantani antara lain mengatakan:
 ﻰﻟإ ﺔﺑﺎﺟﻹا كﺮﺗو ﺎھﺪﯾﺮﯾ ﻮھو ﺔﻨﯾﺰﻟا كﺮﺗ ﻰﻠﻋ ﮫﺘﺟوز بﺮﻀﯾ نأ جوﺰﻠﻟ زﻮﺠﯾ
ﮫﻧذإ ﺮﯿﻐﺑ لﺰﻨﻤﻟا ﻦﻣ جوﺮﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺑﺮﻀﯾ نأو شاﺮﻔﻟا221
Artinya:
“Suami dibolehkan memukul istrinya, jika istri menolak untuk berhias
sebagaimana yang diinginkan suaminya, menolak ajakan tidur, dan keluar
rumah tanpa izin suaminya”.
Jika diteliti dari aspek kebahasaan kata waḍribūhunna yang diterjemahkan
dengan “pukulan mereka” berasal dari kata ḍaraba, yang mempunyai banyak arti,
seperti: memotong, memenggal, membunuh, meliputi, berpergian, membuat,
menjelaskan, memberi perumpamaan, menutupi dan semacamya. Namun ketika
digunakan dalam arti “memukul”, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau
melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Karena itu, perintah di atas dipahami oleh
221Muhammad Nawāwi al-Bantani, Syarh ‘Uqud al-Lujjayn fi Bayān al-Huqūq al-Zaujayn
(Surabaya: Dār al ‘Ilm, t.th., h. 5. Lihat analisis kritis Forum Kitab Kuning (FK3), Kembang Setaman
Perkawinan Analisis Kritis ‘Uqud al-Lujjayn (Jakarta: kompas, 2005), h. 111-112. Hasil ijtihad
Nawāwi al-Bantani tersebut sebenarnya mengandung kemaslahatan di zamanya, khususnya  bagi
suami yang memahami ajaan Islam secara baik, namun akan berbahaya bagi suami yang berprilaku
agresif, akan menjadikan pendapat ni sebagai justifikasi atas kekeasan yang dilakuan kepada istrinya.
padahal Nawāwi al-Bantani tidak bermaksud demikian, sebab pada bagian lan beliau mencantumkan
hadis- hadis ang menghargai perempuan, serta mengemukakan agar suami memperlakukan istrinya
dengan baik.
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ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah saw., bahwa yang dimaksud “memukul”
adalah yang tidak menyakitkan.222
Menurut Shalih bin Ghanim As Sadlan, bahwa para fuqaha mendefinisikan
kata ḍaraba dengan makna yang umum yaitu sebuah nama untuk suatu perbuatan
yang menyakitkan dan berhubungan dengan badan, apakah meninggalkan bekas atau
tidak, tanpa memandang kepada alat yang digunakan. Pukulan ini terbagi dua:
a. Pukulan yang meninggalkan bekas, secara istilah adalah pukulan yang keras lagi
berbobot yang dikhawatirkan darinya akan merusak anggota tubuh. Pukulan jenis
ini dilarang, tidak boleh secara syar’i dan termasuk perbuatan yang diharamkan.
b. Pukulan yang tidak berbekas, yaitu pukulan ringan yang tidak berakibat luka dan
tidak dikhawatirkan akan membahayakan jiwa. Pukulan jenis ini diperbolehkan
secara syar’i dalam keadaan nusyūz, durhaka dan melanggar sesuatu yang
bertentangan dengan syariat yang dilakukan oleh istri.223
Mengenai tata cara memukul istri yang bertindak nusyūz digambarkan dalam
QS. Ṣād/38: 44, sebagai berikut:
                      

Terjemahnya:
Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu
dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia
222M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 2
(Cet. I; Ciputat: Lentera Hati: 2000), h. 410.
223Shalih bin Ghamin As Sadlan, al-Nusyūz, terj. Abu Hudzaifah, Nusyūz: Petaka Rumah
Tangga “Sebab-Sebab, Jenis, dan Terapinya Menurut Islam (Cet. I; Mujur: Nurul Qalb, 1991), h. 74-
75.
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(Ayyub) seorang yang sabar. dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia
amat taat (kepada Tuhan-nya).224
Ayat tersebut di atas berkenaan dengan kisah Nabi Ayyub ketika ia teringat
akan sumpahnya, bahwa dia akan memukul istrinya apabila sakitnya sembuh
disebabkan istrinya pernah lalai mengurusi dan meninggalkannya sewaktu beliau
masih sakit. Tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada istrinya
sehingga dia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Maka turunlah petunjuk Allah
seperti yang tercantum dalam ayat tersebut di atas, agar dia dapat melaksanakan
sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya, yakni memukulnya dengan seikat
rumput.225
Hal tersebut menggambarkan bahwa meskipun dengan terpaksa seseorang
suami harus memukul istrinya karena melakukan nusyūz, maka seorang suami boleh
melakukan pemukulan dengan pukulan yang tidak membayakan atau dapat
menimbulkan luka dengan disertai rasa kasih sayang.
Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abu Syaibah dar al-
Husain bin Ali dari Zaidah dari Syabib bin Gharqadah al-Bariqi dari Sulaiman bin
Amru bin al-Ahwash dari bapaknya juga menjelaskan tentang cara menghadapi dan
cara memukul terhadap istri yang nusyūz sebagai berikut:
 :َلَﺎﻗ“ ًﺎﺌْﯿَﺷ ﱠُﻦﮭْﻨِﻣ َنﻮُِﻜﻠَْﻤﺗ َﺲَْﯿﻟ ،ٍناَﻮَﻋ ْﻢُﻛَﺪْﻨِﻋ ﱠُﻦﮭﱠِﻧَﺈﻓ ،اًﺮْﯿَﺧ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟِﺎﺑ اﻮُﺻَْﻮﺘْﺳا
 َِﻚﻟَذ َﺮْﯿَﻏ ِﻊِﺟﺎَﻀَﻤْﻟا ِﻲﻓ ﱠُﻦھوُﺮُﺠْھَﺎﻓ َﻦْﻠََﻌﻓ ِْنَﺈﻓ ،ٍَﺔﻨﱢَﯿﺒُﻣ ٍﺔَﺸِﺣَﺎِﻔﺑ َﻦِﯿْﺗَﺄﯾ َْنأ ﱠِﻻإ ،
 ًﻼِﯿﺒَﺳ ﱠﻦِﮭَْﯿﻠَﻋ اﻮُﻐَْﺒﺗ ََﻼﻓ ْﻢَُﻜﻨْﻌََطأ ِْنَﺈﻓ ،ٍح ﱢَﺮﺒُﻣ َﺮْﯿَﻏ ًﺎﺑْﺮَﺿ ﱠُﻦھُﻮﺑِﺮْﺿاَو226
224Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 456.
225Lihat Penjelasan ayat 44 pada Surah Ṣād,
226Muhammad bin Yaẓīd Abī ‘Abdullah Ibn Mājah Al-Qaẓwainy, Sunan Al-Mustafā, Juz I
(Cet. II; t.t.: Dārul Fikr, t.th.), h. 569.
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Artinya:
Rasulullah saw., bersabda: Perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik, karena
mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki suatu apapun dari
mereka selain itu. Kecuali jika mereka melakukan pelanggaran dengan terang-
terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur
dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka menaati
kalian maka janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka.
Berdasarkan hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pemukulan
merupakan sebuah cara dalam memberi pelajaran yang menyentuh fisik perempuan
secara langsung. Sanksi ini adalah peringatan fisik yang diakui dan dibolehkan oleh
Islam dengan syarat tidak melukai atau tidak membahayakan, dan tidak mengenai
muka atau anggota-anggota sensitif lainnya. Artinya, pukulan tersebut haruslah
merupakan pukulan mendidik dan mengarahkan, bukan pukulan untuk menyakiti atau
menyiksa. Para ulama memberikan catatan dengan tidak menggunakan cemeti atau
tongkat, dan tidak mengulang-ulangi pada tempat yang sama, serta harus ringan.
Sehingga Ibn Abbas da Atha menggambarkan, bahwa pukulan yang tidak menyakiti
tersebut adalah dengan menggunakan kayu siwak.227
Dalam pemukulan disyaratkan agar pelan dan tidak menyakiti, sebagaimana
kebolehannya juga atas dasar terpaksa, pada saat suami tidak memiliki cara lain untuk
meluruskan istrinya. Suami hendaknya sama dengan seorang dokter yang ingin
menyembuhkan pasien dengan tidak melakukan operasi pembedahan kecuali setelah
melaksanakan upaya pengobatan terakhir. Maka, pemukulan sama dengan pisau
bedah yang dianggap sebagai cara yang paling manjur untuk mengeluarkan penyakit
yang sulit untuk disembuhkan dengan cara-cara biasa. Pada saat demikian,
meluruskan dengan melakukan pemukulan hanya terbatas pada istri, sementara derita
227Kamil al-Hayali, Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga, Ed. I (Cet. I; Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2005), h. 53.
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perceraian berdampak pada anak-anak dan keluarganya yang ikut merasakan
akibatnya. Pemukulan atau sanksi fisik dibolehkan hanya karena sebagian perempuan
bisa diatur atau dididik dengan jalan itu, dan tidak bisa dengan cara yang lain.228
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa suami diperbolehkan
memukul istrinya yang nusyūz denga tidak menimbulkan bahaya, melainkan semata-
mata bersifat pengajaran dan bertujuan kemaslahatan serta tidak ada jalan selain itu
yang dilakukan atas dasar kasih sayang dan terjauh dari rasa dendam.
Dalam hal ini dapat dilihat atas sikap Rasulullah saw., yang selama hidupnya
tidak pernah memukul istri-istri beliau, meskipun sebagai manusia biasa, istri-istri
beliau juga pernah berbuat salah dan menyakiti hati Rasulullah saw.229
Dibolehkan suami memukul istrinya yang nusyūz adalah jika memang cara
itulah satu-satunya jalan untuk mendidik istri dan mengembalikannya kepada
ketaatan, karena pada sebagian istri ada yang hanya dapat diperbaiki nusyūznya
dengan cara ini, tidak dapat ditempuh dengan cara lain.
Sebagiamana al-Qur’an memberikan petunjuk tentang hal nusyūz yang timbul
dari pihak istri, maka al-Qur’an juga memberi petunjuk kepada istri ketika
mengkhawatirkan terjadinya nusyūz yang timbul dari pihak suaminya yang bersikap
keras dan kasar terhadap dirinya, tidak menggaulinya secara baik, enggan
memberikan nafkah wajib, dan lain sebagainya.
228Kamil al-Hayali, Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga, h. 54.
229Ma’had Aly, Fiqh Realitas: Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam
Kontemporer, h. 340.
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Dalam hal ini firman Allah swt., dalam QS. Al-Nisā/4: 128.
                       
             
     
Terjemahnya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.230
Ayat ini turun untuk merespon perselisihan yang terjadi antara Rāfi’ bin Hādij
dan istrinya yang bernama Khaulah binti Muhammad bin Musālamah. Rāfi’tidak
senag pada istrinya yang sudah tua. Kemudian ia bermaksud menceraikanya. Tetapi
istrinya tidak mau. Dengan iba Khaulah memohon agar dia tidak diceraikan dengan
mengatakan kepada Rāfi’ terserah apa saja yang diinginkan asalkan dirinya tidak
diceraikan, dengan peristiwa tersebut, maka turunlah ayat ini.231
Berangkat dari sini, apabila istri melihat kelakuan suaminya yang tidak wajar,
maka seharusnya ia segera bermusyawarah dengan sang suami. Membicarakan hal itu
dengan kepala dingin untuk mencari solusi terbaik dari masalah yang sedang
dihadapi. Akan tetapi jika istri sudah berusaha untuk menghindari perceraian,
sementara suami tidak mau ambil peduli, dan tidak mau bersikap baik untuk mencari
solusi dan tidak mau mentalaknya, maka tidak ada pilihan lain bagi istri kecuali
mengadukan masalahnya kepada pihak keluarga masing-masing, atau langsung
230Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99.
231Qamaruddin Shaleh, HAA. Dahlan, dan M.D. Dahlan, Asbabun Nuzul: Latar Belakang
Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an, h. 164.
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meminta cerai dengan jalan khuluk. Meskipun perbuatan cerai merupakan perbuatan
halal tetapi yang sangat dibenci ileh Allah swt., sebagaimana hadis Nabi Muhammad
saw.,:
 ِا ِﻦَﻋ ُﺾَﻐَْﺑأ) ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠَﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : َلَﺎﻗ ﺎَُﻤﮭْﻨَﻋ ُ ﱠَﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ
(ُقَﻼﱠﻄَﻟا ِ ﱠَﷲ َﺪْﻨِﻋ ِلَﻼَﺤَْﻟا232
Artinya:
Dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Perbuatan halal yang
paling dibenci Allah ialah cerai”.
Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak semua halal itu disukai agama,
sebaliknya ada pula yang dibenci seperti halnya talak atau perceraian. Olehnya itu,
Islam sangat menginginkan agar kehidupan berumah tangga itu tentram dan terhindar
dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan
saling mencintai.
Wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan
kehidupan yang menurut aggapanyya baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau
surga kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,:
 ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا ُﺔَِﺤﺋاَر َﺎﮭَْﯿﻠَﻋ ٌماَﺮََﺤﻓ ٍْسَﺄﺑ ِﺮْﯿَﻏ ْﻦِﻣ ََقﻼﱠﻄﻟا َﺎﮭَﺟْوَز َْﺖَﻟﺎَﺳ ٍَةأَﺮْﻣا ﺎَﻤﱡَﯾأ233
Artinya:
Wanita mana saja yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang
dibenarkan, maka haram baginya mendapatkan bau surga.
Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi
yang patut disyukuri. Maka dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah
232Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Kitab Talaq, Bab Fi Karohiyat At-Talaq (Mesir:
Dar al-Ihya’, t.t), II: 225 hadits no. 2178.
233Abu Daud al-Azdiy Sulaeman bin al-Asy’asa al-Sajistanīy, Sunan Abī Dāud, Juz 2 (t.c.,
Kairo: Darul Hadis, 1998), h. 276.
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tersebut (kufur nikmat). Kufur nikmat itu tentu dilarang agama dan tidak halal
dilakukan terkecuali karena sangat terpaksa (darurat).234
Mengenai hal ini, ulama fikih telah mengemukakan rincian hukum talak atau
perceraian dengan melihat kondisi rumah tangga yang menyebabkan perceraian itu
terjadi. Bahkan menurut mereka, perceraian itu hukumya wajib apabila antara suami
istri senantiasa terjadi percekcokkan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan
melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, percekcokkan tersebut tidak
kunjung berakhir, bahkan mengancam keselamatan jiwa salah satu pihak terutama
istri yang sering mengalami tindakan kekerasan dari suaminya, maka dalam keadaan
seperti ini, hukum talak atau perceraian adalah wajib. Karena perkawinan bertujuan
untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan
ketentraman antara kedua belah pihak.235
Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa
perceraian yang didasari dengan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
menurut perspektif hukum Islam adalah dibolehkan dengan alasan jika cerai itu
merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh dari pihak suami maupun istri.
6. Langkah-langkah Preventif KDRT dan Solusi Bagi Korban KDRT
Menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam
Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) mempunyai implikasi terhadap
hak asasi manusia. Jelasnya, konsep rechtstaat, dan konsepsi the rule of law,
menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang
disebut rechtstaat, dan menjunjung tinggi the rule of law. Bagi suatu negara
234Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqhul Mar’ah Al-Muslimah, terj. Anshori Umar Sitanggal,
Fiqh Wanita (Semarang: Asy-Sifa’, 1986), h. 386-387.
235Abdul Aziz Dahlan, et al. eds., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1996), h. 1777.
154
demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan
salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.236 Atas dasar ini, maka
tidak seorang pun atau lembaga apa pun, yang dapat mencabut atau mengurangi hak
asasi seseorang kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang.
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sering terjadi dalam kehidupan nyata.
Baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya
pelanggaran itu, mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban
atau keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban
merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga.
Aspek fisik mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang
berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer
maupun permanen dari korban. Untuk menyimbangkan kondisi (keluarga) sehingga
dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya
pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.237
Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya
preventif dan represif yang dilakukan, seperti pemberian perlindungan atau
pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban,
pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai.
Upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga adalah konsep kemitrasejajaran atau jalin kerja sama. Suami istri dapat
menjadi keluaga yang harmonis jika keduanya memiliki persamaan diringkat derajat,
hak dan kewajiban, kedudukan dan kesempatan dalam berbagai bidang, yang
236Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Cet. I; Surabaya: PT.
Bina Ilmu, 1987), h. 21.
237Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
Antara Norma dan Realita (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 160-161.
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dilandasi dengan sikap dan perilaku yang saling menghormati, saling menghargai,
saling membantu  dan saling mengisi dalam berbagai bidang.238
Upaya preventif agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga tertera
dalam pasal 11 dan 12 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga sebagai berikut:
Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan
dalam rumah tangga.
Pasal 12
(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11,
pemerintah:
a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah
tangga;
b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang
kekerasan dalam rumah tangga;
c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam
rumah tangga; dan
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu
kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan kreditasi
pelayanan yang sensitif gender.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh
menteri.
(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).239
Dengan demikian, jika terjadi sesuatu kasus kekerasan dalam rumah tangga,
maka harus segera diambil tindakan solusi bagi korban KDRT. Hal ini dapat dilihat
pada pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga:
238M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 203.
239Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga, h. 6.
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Pasal 15
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan
batas kemampuannya untuk:
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. Memberikan perlindungan kepada korban;
c. Memberikan pertolongan darurat; dan
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.240
Selain pasal tersebut di atas, UU RI No. 23 Tahun 2004 ini mempunyai aturan
pelaksana yaitu peraturan  pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2006 terdiri dari 5 bab, yaitu
Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pemulihan, Kerjasama Pemulihan, Pembiayaan
dan Penutup. Peraturan pemerintah ini memuat 23 pasal.
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 dijelaskan,
bahwa upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu terus dilakukan,
yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antarlintas sektor,
baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk kelancaran
pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, perlu peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan dan kerja sama antar instansi
pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Penyelenggaraan kerja sama pemulihan
korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban
seperti semula, baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak lama, sehingga
240Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga, h. 7.
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korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan hidup di tengah masyarakat
seperti semula.241
Dalam konteks budaya hukum di Indonesia persoalan kekerasan dalam rumah
tangga belum memberi tempat yang menggembirakan, karena permasalahan
kekerasan dalam rumah tangga dinilai terlalu rumit dan tertutup yang jarang
melibatkan pihak luar, dalam hal ini penegak hukum. Maka permasalahan ini dapat
dilihat dari 3 aspek yaitu:
a. Aspek sosiologi
Ditengah masalah-masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang erat
kaitannya dengan perempuan merupakan fenomena yang sangat penting untuk
dikaji, dianalisis kembali secara sosiologi hukum merupakan suatu refleksi dari
tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian persoalan kekerasan
dalam rumah tangga sangat ditentukan dengan kultur yang dianut oleh suatu
komunitas masyarakat, maka proses penyelesaiannya dikembalikan pada sistem
yang ada dalam masyarakat itu sendiri sebab masyarakat selalu bergerak
perubahan yang lambat namun komulatif.
b. Aspek syar’i
Pada umumnya perempuan selalu ditempatkan pada lingkungan rumah tangga dan
juga adanya hak suami yang sangat berlebihan dalam membina keluarganya
utamanya istri yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan yang
tidak manusiawi tetapi masih dipertahankan (tidak disentuh oleh hukum). Dengan
241Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
dan Kerja Sama dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Cet. II; Jakarta:
Sinar Grafika, 2008), h. 37-38.
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demikian, penyelesaiannya masih mengarah kepada pola penafsiran ayat yang
memperhatikan posisi laki-laki (suami) pada batasan yang wajar.
c. Aspek yuridis formal
Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar diselesaikan di luar
jalur hukum karena masih dipengaruhi oleh kultur maupun polarisasi cara
pandang masyarakat yang beranggapan bahwa penyelesaian kekerasan dalam
rumah tangga melalui proses peradilan hanya akan menjadi aib bagi istri sehingga
persoalan kekerasan dalam rumah tangga akan terus terjadi, oleh karena itu istri
sebagai korban kekerasan harus mempunyai pemahaman agar mampu memilah
perbuatan yang mengarah pada tindak pidana dan perbuatan pidana yang dapat
diproses secara hukum tanpa mengurangi nilai-nilai labelisasi formal-suami.242
Hukum Islam sebagai aturan yang bersumber dari wahyu memberikan
perhatian besar terhadap pencegahan dan perlindungan korban kejahatan pada
umumnya dan korban kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. Pencegahan
dan perlindungan hukum Islam terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
dirumuskan oleh para ulama melalui ijtihad istinbāti dari petunjuk al-Qur’an dan
hadis, serta ijtihad tatbiqi dalam pelaksanaan aturan hukum yang disesuaikan dengan
konteks zaman dan tempatnya.
Islam menghendaki manusia supaya selalu berada pada martabat yang luhur
dan tinggi serta memandang manusia yang lain sebagai makhluk hidup yang
mempunyai roh, akal dan hati sehingga dalam masalah kekeluargaan Islam sangat
242M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 210-212.
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menganjurkan antara keduanya untuk selalu melengkapi sehingga tercipta rumah
tangga yang harmonis dalam segala aspek kehidupan.243
Hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap suami/istri yang
menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan tiga metode, yakni
metode edukatif, preventif dan metode represif/kuratif. Metode edukatif, bertujuan
agar suami/istri terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, maka hukum Islam
menganjurkan agar seseorang dalam memilih pasangan berdasarkan pertimbangan
keberagamaannya, bukan karena pertimbanga fisik yang tampan/cantik, kaya, atau
keturunan bangsawan. Karena keberagamaannya itu akan mengarahkan suami/istri
senantiasa menaati kewajibannya kepada Allah swt., dengan sendirinya suami/istri
akan memberi hak-hak kepada pasangannya sebagai sebuah ibadah kepada Allah
pula, sebaliknya tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
pasangannya.
Namun demikian dalam kehidupan sering terjadi seorang suami/istri
mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus seperti ini hukum
Islam menggunakan metode preventif melalui mediasi lembaga hakamain, dan
perlindungan dari pengadilan. Lembaga hakamain ini seacara kontekstual  berperan
untuk melindungi istri/suami dari kekerasan pada saat konflik.244
Secara metode preventif melalui pengadilan, misalnya suami melakukan
tindak kekerasan ekonomi, hukum Islam menggunakan dua alternatif, yaitu memberi
dispensasi kepada istri mengambil nafkah dari harta suami tanpa sepengetahuaannya,
jika suami bersikap pelit. Namun jika istri tidak bisa mengambil sendiri, dan suami
243M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 204.
244Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, h. 133.
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enggan memberikan nafkah kepada istri dengan layak sedangkan suami mampu,
maka kewenangan pengadilanlah yang akan memanggil suami. Langkah pertama
suami diberi teguran agar memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi jika suami tetap
membangkang maka pengadilan berwenang memaksa suami untuk mengambil dari
harta suami untuk memenuhi nafkah istri (korban).245
Melalui metode preventif pula, istri yang mengalami kekerasan psikis berupa
pencemaran nama baik (dituduh berzina tanpa bukti oleh suaminya) berhak
melakukan pembelaan diri sesuai ketentuan QS. al-Nūr/24: 6-9. Begitu pula istri yang
mengalami kekerasan seksual berhak membela diri dan dibebaskan dari hukuman
zina. Metode represif (pemberian hukuman) pada satu sisi untuk memberikan rasa
aman dan keadilan kepada korban (istri) dan masyarakat, dan pada sisi lain
merupakan metode kuratif (perbaikan perilaku kekerasan dalam rumah tangga).
Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa menurut hukum Islam
perlindungan perempuan terhadap suami/istri yang menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga, dilaksanakan oleh pengadilan, agar korban mendapatkan perlindungan
tanpa melanggar hak asasi suami dan hak asasi istri pun bisa memperoleh
perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan salah satu kewajiban korban, yaitu tidak
melakukan pembalasan sendiri (main hakim sendiri).246 Karena itulah negara
bertanggung jawab memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (warna negaranya).
245Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi Ibnu Qudāmah, Al-Mugni, Juz IX (Beirut: Dār al-Fikr,
t.th), h. 229.
246Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h.
87.
161
7. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum
Islam
Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk
perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan
dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan,
penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Pengertian kekerasan dapat dilihat pada
pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat
orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.247
Banyak penyebab munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan di
antaranya, menyudutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda
dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan
kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra
fisik dan dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi
ini menyebabkan perempuan tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya si suami
merasa mendapatkan angin untuk menguasai istrinya.
Sekalipun kaum wanita menurut statusnya yang benar mereka itu termasuk
orang-orang yang merdeka tetapi kenyataannya mereka itu seperti budak sahaya,
yaitu seperti orang-orang yang sudah kehilangan status kemerdekaannya, karena bisa
diperjual belikan oleh kaum pria.248 Terdapat banyak instrument hukum yang
melarang terjadinya praktek kekerasan terhadap perempuan, termasuk instrument
hukum internasional. Namun seolah-olah hampir tidak ada korelasi antara hadirnya
hukum dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus berlangsung.
247Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 58.
248Ahmad Masruch Nasucha, Kaum wanita Dalam Pembelaan Islam (Semarang: CV. Toha
Putra, 1983), h. 7.
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Seksualitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif
dan kekerasan. Bila bicara kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan
mengalami tindak kekerasan  di dalam rumahnya sendiri. Hampir tidak dapat
dipercaya bahwa pelaku kekerasan adalah justru orang yang dicintai serta dipercayai
untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang yang ada di dalam
sendiri. Dalam hal terjadinya kekerasan oleh pelaku tersebut, ternyata bahwa
hubungan cinta dan kepercayaan merupakan mitos saja. Laporan yang datang dari
berbagai penjuru dunia mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi
disegala lapisan masyarakat. Dalam kontek Indonesia, dimilikinya Undang-Undang
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
diharapkan sebagai babak permulaan yang baik dalam upaya mengakhiri kekerasan
dalam rumah tangga.249
Hal tersebut digambarkan dalam firman Allah swt., dalam QS. al-Nisa/4: 1.
                        
                       

Terjemahnya:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
Mengawasi kamu.250
249Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Perspektif Kesetaraan
dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 311-312.
250Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77.
163
Ayat ini berisi perintah kepada umat manusia agar bertakwa dalam arti
mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya.
Selain itu, ayat ini juga memerintahkan manusia agar memelihara hubungan
silaturrahim. Ini berarti bahwa Allah swt., sangat membenci perbuatan memutus
silaturrahim dengan cara apapun termasuk dengan cara berbuat kekerasan, baik antara
individu dengan individu yang lain, maupun sesama anggota keluarga.
Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga (domestic violance) adalah
salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat.
Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan
berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan
perempuan secara fisik, seksual, psikologi dan ekonomi termasuk ancaman tindakan
tertentu. Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan
faktor penyebab banyaknya kekerasan terhadap istri.251
Kekerasan terhadap istri tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial.
Akibatnya sangat sulit bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan
suaminya. Kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk
perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku
ofresif (menekan) yang bentuknya tidak berupa fisik tidak dianggap sebagai suatu
bentuk kekerasan. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik
verbal maupun non verbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang
terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek
negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi
251M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 225.
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sasarannya.252 Tindakan tersebut dilakukan dengan cara melanggar apa yang
diperintahkan oleh Allah. Terkait hal ini, Allah swt., berfirman dalam QS. al-
Tahrim/66: 6.
                            
               
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.253
Dan firman Allah swt., QS. al-Hujurat/49: 13.
                         
          
Terjemahnya:
Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.254
Jika diperhatikan kedua ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa antara ayat
yang satu dengan ayat yang lain memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam QS. al-
Tahrim/66: 6, Allah swt., memerintahkan kepada manusia agar memelihara
252Elli Nur Hayati, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling
Berwawasan Gender (Cet. I; Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), h. 27-28.
253Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 560.
254Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517.
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keluarganya dari siksa api neraka. Tanggung jawab ini mencakup seluruh anggota
anggota keluarga, terutama suami yang berposisi sebagai kepala keluarga. Lebih
jelasnya ayat ini menegaskan bahwa manusia (khususnya dalam rumah tangga), agar
saling menolong dan memperingatkan. Artinya bahwa jika yang lain berbuat khilaf
dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kewajiban orang
lainpula menasehati dan mendidiknya. Sedangkan dalam QS. al-Hujurat/49: 13, Allah
swt., menegaskan bahwa manusia memiliki derajat yang sama. Selain itu, ayat ini
menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan proses yang sama serta manusia
dituntut untuk saling mengenal berarti saling memahami dan saling menyayangi.255
Jika dicermati kedua ayat tersebut memiliki kesamaan maksud, yakni
manuntun manusia agar menghindari perilaku atau tindakan kekerasan, terutama
dalam ruang lingkup keluarga. Karena bagi anak, lembaga pendidikan yang pertama
kali dilaluinya adalah keluarga (rumah tangga). Orang tua adalah teladan terbaik dan
terdekat dalam membentuk generasi yang baik. Anak akan tumbuh dalam kebaikan,
memiliki akhlak mulia, jika kedua orangtuanya memberikan teladan yang baik
demikian pula sebaliknya tidak mungkin seorang anak akan belajar amanah,
kemuliaan, sopan santun, kasih sayang dan sebagainya, jika kedua orangtua memiliki
sifat yang berlawanan seperti dusta, kasar, suka mencela dan sebagainya.
Jadi pada dasarnya Islam memandang kekerasan merupakan jarimah256
(kriminalitas), meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Meskipun pada dasarnya
hukum perkawinan di dalam hukum Islam, tergolong hukum privat (perdata) dalam
istilah hukum barat. Namun, jika di dalam perkawinan tersebut telah terjadi kekerasan
255M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 228.
256Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had
atau ta’zir. Lihat Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang:
1993), h. 1.
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yang mengakibatkan kerugian kepada korban, baik secara fisik, psikis, seksual,
maupun ekonomi, maka hal tersebut telah tergolong hukum publik (jinayat/pidana
Islam) dan akan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang
diperbuatnya.257
Adapun sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam hukum Islam adalah
sebagai berikut:
a. Kekerasan fisik
Kekerasan fisik adalah merupakan penganiayaan pada tubuh yang dapat
berakibat matinya korban, luka atau korban merasa kesakitan.
1) Di dalam hukum Islam jika kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang
yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka hal yang dilakukan
terlebih dahulu adalah mengidentifikasi apakah kekerasan yang
mengakibatkan mati tersebut merupakan kesengajaan, semi sengaja, atau tidak
sengaja.258 Jika pelakunya sengaja, maka berlaku baginya hukum qisash jika
pelaku tidak dimaafkan oleh korban. Jika dimaafkan, pelaku membayar diyat
sebagai ganti hukum qisash, bila diyat dimaafkan, maka hukuman
penggantinya adalah ta’dzir.259 Sedangkan bagi pembunuhan semi sengaja,
257M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 235.
258Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan oleh seorang mukallaf terhadap seorang yang
darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada galibnya alat tersebut dapat membuat orang mati.
Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi hukum, pelakunya
orang mukallaf, sengaja dalam melakukan kekerasan, tetapi memakai sarana yang pada galibnya tidak
mematikan. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja adalah tindakan seorang mukallaf yang dibolehkan
ia melakukannya, seperti membidik binatang, kemudian ternyata mengenai manusia yang terlindungi
darahnya sampai ia mati. Lihat sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. A. Ali, Jilid 10 (Cet. VIII; Bandung:
Al-Ma’arif, 1996), h. 30, 33, dan 36. Bandingkan dengan, Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Cet.
II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.
259Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan
Agenda (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 37.
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sanksi pidanaya adalah wajib membayar diyat mughallazhah (diyat besar).260
Adapun pembunuhan tidak disengaja, pelaku dalam bentuk pembunuhan
seperti ini sanksi pidananya adalah diwajibkan membayar diyat mukhaffafah
(diyat ringan) kepada ahli waris terbunuh. Sertiap orang yang menghilangkan
nyawa orang lain yang diharamkan, wajib membayar kafarat, berupa
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Bilamana pelaku tidak dapat
merealisasikan ini, maka pelaku diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-
turut.261
2) Kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan mati .
Kekerasan yang tidak mengakibatkan mati atau tindak pidana atas selain
jiwa262 terbagi atas beberapa macam, yaitu:
a) Penganiayaan atas anggota badan atau perusakan. Seperti pemotongan
tangan, kaki, jari, hidung, merontokkan gigi, kemaluan perempuan, dan
lain-lain. Hukum pokok bagi pelaku yang disengaja adalah qishash
sedangkan hukuman penggantinya adalah diyat atau ta’dzir. Adapun
kekerasan yang semi sengaja dan kekeliruan adalah diyat sedangkan
penggantinya adalah ta’dzir.263
b) Menghilangkan manfaat anggota badan. Kekerasan ini hanya
mengakibatkan hilangnya manfaat anggota badan, sedangkan jenis
260Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h. 34.
261Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h. 36.
262Tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai
badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Lihat Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana
Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 179.
263Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 185.
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anggota badannya masih utuh. Terkait masalah ini, hukuman pokoknya
adalah qishash, sedangkan hukuman penggantinya adalah diyat.
c) Asy-Syajjaj, yaitu pelukaan khusus pada bagian muka atau kepala.264
Hukuman bagi tindak pidana seperti ini adalah qishash dan hukuman
penggantinya adalah diyat ghair kamilah atau yang disebut dengan irsy
(ganti rugi).265
d) Al-Jirah, yaitu pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan
menghilangkan anggota badan. Tindak pidana jenis ini meliputi pelukaan
pada leher, dada, perut sampai batas pinggul. Hukuman untuk jirah ini
adalah qishas jika korbannya mengalami luka dalam. Apabila qishas tidak
bisa dilaksanakan maka hukumannya diganti dengan sepertiga diyat.266
b. Kekerasan psikis
Dalam hukum Islam kekerasan psikis lebih luas dibanding dalam hukum
positif. Dalam hukum Islam, kekerasan psikis merupakan hal yang juga diharamkan,
sebab syariat turun untuk melindungi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
Yang mendapatkan perlindungan dalam Islam adalah agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta.267
Adapun landasan hukum menurut para ulama adalah QS. al-Baqarah/2: 194.
                    
            
264Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 213.
265M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 245.
266M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 245.
267M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 246.
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Terjemahnya:
Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati,
berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu,
Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah
kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang
bertakwa.268
Namun, menurut al-Qurthubiy dalam buku M. Tahir Maloko, hukuman bagi
pelaku yang mendiskreditkan korbannya seperti di atas adalah di penjarakan.
Mengenai waktunya di penjara ditentukan oleh hakim atau penguasa.269
c. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual adalah memaksa istri bersetubuh dengan cara yang
diharamkan agama, meliputi memaksa istri bersetubuh disaat sedang ihram atau
puasa wajib atau istri sedang haid atau bersetubuh dengan cara yang tidak wajar,
seperti mendatangi istri pada jalur belakang.270 Adapun sanksi hukum bagi pelaku
adalah ta’dzir, jika pelaku (suami) tidak berhenti maka patut diceraikan dengan alasan
demikian dan jika istri ridha, maka ia berdosa.271
Sebagaimana Allah swt., berfirman dalam QS. al-Nūr/24: 33.
                    
                   
                         
                
268Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 30.
269M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 247.
270M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 247.
271M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 247.
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Terjemahnya:
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan
budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah
kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini
kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa
yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.272
Paksaan yang dimaksud di sini harus memenuhi syarat-syarat paksaan, seperti
ancaman yang menyertai paksaan berat, apa yang diancamkan padanya (istri) benar-
benar akan terjadi dan orang yang memaksa (suami) mempunyai kesanggupan untuk
melaksanakan ancamannya serta perkara yang diancamkan adalah perkara yang
dilarang dalam Islam. Dalam kondisi seperti ini istri tidak dikenakan sanksi pidana,
adapun suami yang memaksa istri berzina dikenai hukuman ta’dzir yakni perbuatan
pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim),
sebab suami di sini merupakan berbuat tidak langsung (memaksa).
d. Kekerasan ekonomi
Dalam hukum Islam, suami wajib hukumya untuk menafkahi istri, baik secara
lahir maupun batin. Jadi nafkah lahir merupakan hak istri. Tindakan suami yang
menelantarkan istrinya, dengan cara tidak memberikan apa yang menjadi haknya
maupun suami mempekerjakan istrinya kemudian mengambil hasilnya tanpa
memberikan kepada istrinya merupakan pelanggaran hukum dengan cara merampas
hak istri (harta benda), Islam mengecam tindakan seperti ini karena sama dengan
272Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354.
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berbuat zalim dan merupakan kekerasan ekonomi.273 Terkait masalah merampas harta
benda ini menurut Ibnu Qayyim pelakunya dapat dikenakan hukuman ta’zir dengan
cara mengambil sebagian dari harta si pelanggar.274
Berdasarkan hasil penelitain yang dilakukan M. Tahir Maloko terkait masalah
kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami
terhadap istri dalam hukum Islam tidak diberlakukan sebagaimana hukum positif,
baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini
menurut hasil penelitiannya karena kekerasan suami terhadap istri terjadi di dalam
ruang lingkup rumah tangga, sementara perkawinan merupakan ruang lingkup hukum
perdata. Selain itu, jika kekerasan terhadap istri tidak terlalu fatal, umumnya istri
tidak mengadukannya kepada yang berwenang, karena akan membuat retak ikatan
perkawinan. Jadi umumnya penyelesaian kekerasan suami terhadap istri diselesaikan
secara kekeluargaan dengan cara dihadirkan mediator.275
Dengan demikian jalan yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melakukan perjanjian
ketika akad nikah (sighat ta’liq talaq). Dan yang paling penting adalah suami istri
ketika hendak melangsungkan perkawinan harus mendapatkan pencerahan agama dan
setiap individu harus meresapi nilai-nilai Islam yang merupakan jalan yang lurus dan
hikmah dalam menyempurnakan akhlak manusia, sehingga tidak bertentangan dengan
akhlakul karimah.
273M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 249.
274Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h. 156.
275M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, h. 249-250.
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D. Kerangka Konseptual
Landasan Teologis Normatif:
- Al-Qur’an
- Hadis
Landasan Yuridis Formal:
- PERMA No. 1 Tahun 2016
- Perundang-undangan
Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian
Akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima
(Studi ImplementasiPERMA No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)
Faktor yang mempengaruhi
- Substansi hukum
- Struktur hukum
- Kultur
Teknis Pelaksanaan Perdamaian oleh Majelis Hakim
Hasil:
Damai
Tidak damai
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif
deskripsi yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi mendapatkan dan
mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti
masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati.1 Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif
artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan
mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.
Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk
mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan
penyingkapan fakta dengan menganalisa data.2 Penelitian ini memberikan gambaran
tentang peranan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di
Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi PERMA RI No. 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.
6.
2Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.
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2. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Bima kelas 1B.
Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Bima sebagai lokasi penelitian ini
karena Pengadilan Agama Bima kelas 1B letaknya strategis dan relatif mudah
dijangkau transportasi, karena di tempat ini sepengetahuan peneliti belum pernah ada
peneliti yang melakukan sehingga menjadi alasan mengapa peneliti memilih lokasi
ini menjadi tempat penelitian tesis ini.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai
bagian yang integral dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut lebih fokus pada
kajian sesuai dengan disiplin ilmu yang dibahas. Adapun pendekatan yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah teologi normatif, yuridis dan sosiologis.
1. Pendekatan Teologi Normatif
Pendekatan teologis yang digunakan mengacu pada keyakinan terhadap ajaran
agama, loyalitas terhadap mazhab sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta
penggunaan bahasa yang bersifat subjektif.3 Pendekatan ini digunakan untuk
memahami landasan teologis normatif para pihak yang berperkara dan para hakim
mediator dalam menangani kasus-kasus terutama perceraian akibat KDRT yang
seyogianya diselesaikan dengan cara damai. Landasan teologi normatif dalam
penelitian ini QS al-Nisā/4: 35 dan surah lainnya yang terkait.
2. Pendekatan Yuridis
Pendekatan Yuridis atau peraturan/perundang-undangan adalah suatu
pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan/undang-undang yang terkait
3Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),
h. 28.
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dengan pembahasan. Hal ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan undang-undang lain yang
terkait.
3. Pendekatan Sosiologis
Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan
masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang
saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan
faktor-faktor yang mendorong terjadinya proses tersebut.4 Dengan menggunakan
pendekatan sosiologis akan ditemukan jawaban mengenai peranan mediasi dalam
penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B.
C. Sumber Data Penelitian
Pada penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive, dan
bersifat snowball sampling.5 Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-
faktor kontekstual. Maksud sampling dalam hal ini adalah menjaring sebanyak
mungkin informasi dari berbagai macam sumber, dengan demikian tujuannya
bukanlah memutuskan  diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang dikembangkan
4Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 39.
5Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang yang
diharapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial
yang diteliti. Lihat Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 54.
Keputusan tentang penentuan sampel, besarnya dan strategi sampling tergantung pada penetapan
satuan kajian. Kadang-kadang satuan kajian bersifat perorangan. Bila perorangan itu sudah ditetapkan,
maka pengumpulan data dipusatkan di sekitarnya, yang dikumpulkan ialah kondisi dan kronologis
dalam kegiatan, yang memengaruhinya, sikapnya, dan semacamnya. Lexy J. Moleong, Metode
Penelitian Kualitatif, h. 225. snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula
jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama menjadi besar.
Penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum
merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka penulis mencari orang lain yang dipandang lebih
tahu dan dapat melengkap data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.
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dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam
ramuan konteks yang unik.
Maksud kedua dari sampling adalah menggali informasi yang akan menjadi
dasar dari rancangan teori yang muncul, jadi pada penelitian kualitatif tidak ada
sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sample).6 Teknik snowing sampling
dilakukan karena dari jumlah sumber data yang terbatas tersebut belum mampu
memberikan data yang menuatkan hasil penelitian (mengetahui secara jelas data yang
diinginkan).
Penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan bahan bacaan yang relevan
dengan pembahasan tesis ini tentang prosedur mediasi di pengadilan berkaitan
dengan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini
menggunakan dua sumber data, lapangan dan data pustaka yakni data primer dan data
sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek
penelitian di lapangan. Dalam memperoleh data ini, peneliti berhadapan langsung
dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, agar peneliti dalam
melakukan pengolahan data tidak mengalami kesulitan. Sumber data primer dalam
penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama, hakim mediator dan pihak lain pada
Pengadilan Agama Bima Kelas 1B.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber
primer, seperti buku-buku yang terkait dengan objek yang diteliti., baik berupa kitab
6Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 224.
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fikih, undang-undang dan berbagai penelitian yang terkait dengan penelitian serta
menelaah dokumen lainnya digunakan oleh peneliti untuk menguatkan hasil temuan
di lapangan. Seperti keterangan keadaan perkara pada Pengadilan Agama Bima pada
Tahun 2016, dan jumlah perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga
yang tidak berhasil di mediasi pada Tahun 2016.
D. Metode Pengumpulan Data
Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini
menggunakan beberapa cara. Alasan penggunaan beberapa cara ini sebagai cara bagi
peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat serta memiliki nilai
validitas. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian
ini sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan menghimpun
data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan7 sejak tanggal 21 Juni sampai
dengan 10 Agustus 2017. Teknik observasi yang digunakan ini adalah partisipan,
yaitu peneliti terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Hal ini
sangat perlu, guna mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama
Bima kelas 1B khususnya peranan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian
akibat KDRT.
2. Wawancara
Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih
secara langsung.8 Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati
7Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.
8Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial (Cet. V; Jakarta: PT.
Bumi Askara, 2004) h. 58.
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kedudukan yang berbeda. Satu sebagai pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau
interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan
(responden).9 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang
harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan lebih mendalam.10 Menurut Sutrisno
Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh
peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut:
a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat
dipercaya.
c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti
kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.11
Dengan demikian wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data
yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan
serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.
3. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,
9Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1990), h. 71.
10Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72.
11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif dan R & D (Cet. IV; bandung: alfabeta, 2009),
h. 138.
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catatan harian dan sebagainya.12 Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan
lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.
E. Instrumen Penelitian
Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu
kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian
adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dan penelitian disesuaikan dengan
metode yang digunakan, dalam hal ini peneliti menggunakan jenis instrumen sebagai
berikut:
1. Pedoman observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang
digunakan pada saat proses penelitian. Dalam melakukan observasi, instrumen
yang penulis gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini
dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di
lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat
tercatat dengan segera.
2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa catatan-catatan pertanyaan
yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam wawancara, instrumen
pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handphone yang
memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara
digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah penulis mengingat pokok-
pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat
hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama
informan. Selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai alat bukti
12Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 186.
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penelitian. Penggunaannya dapat menimalisasi kemungkinan kekeliruan
penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.
3. Pedoman dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung
dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan beberapa
hakim mediator di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B mengenai peranan
mediasi dalam penyelesaikan perkara perceraian akibat KDRT (Studi
Implementasi PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan).
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Didasarkan atas asumsi awal tentang peranan mediasi di Pengadilan Agama,
maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Bertolak dari
permasalahan tersebut, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah melihat,
mengkaji, dan menganalisis pandangan para ulama tentang hakam/mediator,
kemudian mengkaji dan menganalisis PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan perkara perceraian
akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B.
Langkah selanjutnya, penulis melihat dan mengkaji peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang secara umum berhubungan dengan perceraian akibat
KDRT dan secara khusus, mengenai peraturan tentang prosedur pelaksanaan mediasi.
Sebagai langkah terakhir, penulis mempelajari, mengkaji dan menganalisis
peranan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di wilayah
hukum Pengadilan Agama Bima.
Dalam kajian ini, penulis cenderung mengumpulkan data kualitatif, berupa
ulasan, gagasan, dan pendapat para pakar hukum atau hakim mediator. Data yang
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dikumpulkan, diklarifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis
isi (content analysis).
Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh
data.13 Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik
catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan.
Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan
beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Redaksi Data
Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.14
Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang
dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai peranan mediasi dalam penyelesaian perkara
perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi
PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), sehingga
13Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 103.
14Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 103.
182
dapat ditemukan data-data dari objek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat
dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:
a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil
observasi;
b. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.
2. Penyajian Data
Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan
bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang
tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.15
Penyajian data dalam hal ini adalah menyampaikan informasi berdasarkan
data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bima sesuai dengan fokus penelitian
untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami
tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan peranan
mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama
Bima Kelas 1B (Studi Implementasi PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan).
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa
verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang
ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.16 Kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten
15Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja Karya,
2001), h. 194.
16Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu Sosial dan Agama
(Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.
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saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan
kesimpulan yang kredibel.17
Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil
dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses member check atau
melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi),
wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk
dilaporkan sebagai hasil dari penelitian teng telah dilakukan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini
dilakukan dengan trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian
secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Peranan
Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama
Bima Kelas 1B (Studi Implementasi PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan), selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang
dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.
Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka
sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu
sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama
yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap
signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat
dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.
17Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 99.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B peranan hakim
mediator dalam melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian
akibat kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan maksimal. Yang mana dari
53 perkara perceraian akibat KDRT dalam upaya mediasi belum ada yang
berhasil.
2. Berdasarkan hasil analisa peranan mediasi terhadap efektivitas penyelesaiaan
perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B,
menunjukkan bahwa belum efektif. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya
adalah sebagai berikut:
a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi perceraian
akibat KDRT sangatlah rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama
belum efektifnya mediasi akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima.
b. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Bima masih kurang
memadai baik dari segi ruang maupun fasilitas penunjang di dalamnya.
c. Hakim yang ditunjuk menjadi mediator masih ada yang belum mengikuti
pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
d. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bima tidak tepat
dan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah swt., dalam QS.
al-Nisā/4: 35.
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3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan PERMA RI
No. 1 Tahun 2016 terhadap perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan
Agama Bima Kelas 1B, adalah:
1) Faktor pendukung di antaranya adalah:
a. Kemampuan mediator, Mediator yang pandai mengelola konflik dan pandai
berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu untuk mendamaikan
para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, kemampuan mediator sangat
berpengaruh akan keberhasilan mediasi.
b. Faktor sosiologis dan psikologis, Kondisi sosial para pihak menentukan
tingkat keberhasilan mediasi. Kondisi psikologis para pihak dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan
pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik
akibat KDRT maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan
yang diterima seseorang, maka semakin besar pula keinginannya untuk
berpisah dengan pasangannya.
c. Moral dan kerohanian, Perilaku atau tingkat pendidikan para pihak dapat
memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, perilaku
yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun
karena trauma dan apabila kembali dalam ikatan perkawinan akan
memperburuk kehidupannya.
d. Iktikad baik para pihak, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha
mendamaikan para pihak. Namun seorang mediator dalam mendamaikan para
pihak yang berperkara tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad
baik para pihak untuk saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali.
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2) Faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:
a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, Seringkali terjadi saat mediasi para
pihak sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai terutama pihak istri yang
sudah trauma dengan KDRT yang dilakukan oleh suaminya.
b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, Konflik yang terjadi diantara para
pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam
emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan
dari mediator dan merasa benar sendiri.
c. Penempatan pelaksanaan mediasi tidak tepat, Hal ini sangat berpengaruh
besar terhadap keberhasilan dalam upaya perdamaian (mediasi) di Pengadilan
Agama. Allah swt., menjelaskan dalam QS. al-Nisā/4: 35, bahwa ketika
dikhawatirkan akan terjadi syikak (perselisihan/konflik rumah tangga), agar
melibatkan pihak keluarga untuk ikut serta dalam upaya mendamaikan dan
menyelamatkan ikatan pernikahan, setelah secara personal sudah tidak dapat
menyelesaikan dan menemui jalan buntu.
B. Implikasi Penelitian
1. Pada dasarnya hasil penelitian ini menjadi bahan masukan agar proses mediasi di
Pengadilan Agama Bima lebih diperhatikan lagi, jumlah perkara yang diajukan ke
pengadilan semakin hari semakin banyak dan memerlukan mediator yang dapat
menangani proses mediasi secara baik. Sedangkan jumlah mediator pada
Pengadilan Agama Bima masih sedikit, guna mengefektifkan implementasi
PERMA No. 1 Tahun 2016 jumlah mediator harus lebih ditingkatkan dengan
memperbanyak hakim mediaor atau mediator non hakim bersertifikat yang telah
mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung agar
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BAB IV 
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BIMA 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
Sejarah Pengadilan Agama di Bima erat hubungannya dengan datangnya 
Islam di pulau Sumbawa dan sejarah Kerajaan Bima itu sendiri. Oleh karena 
kedatangan Islam di Bima terjadi sejak zaman kolonial Belanda. 
Setelah kemerdekaan, sebagaimana Pengadilan Agama pada umumnya pada 
mulanya Pengadilan Agama Bima merupakan „bagian‟ merupakan kantor 
Departemen Agama Kabupaten Bima. Dengan terbitnya penetapan menteri Agama 
No. 5 tahun 1958 tentang pembentukkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari‟ah di 
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, maka bersama 32 Pengadilan 
Agama, Pengadilan Agama Bima secara hukum resmi terbentuk. Sekalipun demikian 
secara de facto gedung Pengadilan Agama Bima baru berdiri pada tahun 1976.
1
 
Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Bima: 
1) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan 
tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura; 
2) Penetapan Menteri Agama RI Nomor: 5 Tahun 1958 tentang pembentukan 
Pengadilan Agama / Mahkamah Syari‟ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku 
dan Irian Barat. 
Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Bima, bahwa perkara 
perceraian merupakan perkara terbanyak dibanding perkara lainnya. Jumlah perkara 
yang diterima Pengadilan Agama Bima Tahun 2016 sebanyak 2.139 perkara. 
                                                          
1
Pengadilan Agama Bima, 17 Juli 2017. 
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Kasus perceraian merupakan kasus yang terbanyak dengan melihat frekuensi  
sebanyak 1.807 perkara perceraian yang diterima Tahun 2016, yang terdiri atas: 
1) Perkara yang diterima: 
a. Cerai talak sebanyak 465 perkara 
b. Cerai gugat sebanyak 1342 perkara 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, perkara perceraian 
khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Bima adalah perkara yang terbanyak. 
Sedangkan perkara perceraian akibat KDRT sebanyak 53 perkara. 
2. Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
No. Nama Masa Jabatan 
1 KH. Ishaka A. Kadir  
2 KH. Jaharuddin H. Arsyad  
3 KH. M. Amin Ismail, BA. 1977 – 1981 
4 H. Husain Ayub, BA. 1981 – 1986 
5 Drs. A. Karim A. Razak 1986 – 1992 
6 Drs. Taufik Hamami, SH. 1992 – 1996 
7 Drs. Tubagus Suhaimi Hadi 1996 – 2003 
8 Drs. H. Ahmad Munthohar 2003 – 2005 
9 Dra. N. Munawarah 2005 – 2008 
10 Drs. H. Yusuf Ismail, SH., MH. 2008 – 2012 
11 Purnabakti  2012 – 2015 
12 Drs. Akhmad abdul Hadi, SH., MH. 2015 – 2016 
13 Drs. Muhamad Camuda, MH. 2016 – Sekarang 
Sumber data: Pengadilan Agama Bima, 12 Juli 2017. 
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3. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
Untuk lebih memperjelas lagi mengenai jalur struktural kepagawaian di lingkup 
Kantor Pengadilan Agama Bima, dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini: 
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4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
Visi 
“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, 
efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan 
hukum yang berkwalitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta 
mampu menjawab panggilan publik”. 
Misi 
1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta 
memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
2) Mewujudkan Pengadilan Agama yang mandiri dan independen bebas dari campur 
tangan pihak lain. 
3) Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat. 
4) Memperbaiki kwalitas input internal pada proses keadilan. 
5) Mewujudkan Pengadilan Agama yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati. 
6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan 
transparan. 
B. Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di 
Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bima belum ada pola 
khusus yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mediasi terhadap perkara 
perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Hasilnya mediasi di Pengadilan 
Agama Bima terhadap perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga 
belum mencapai hasil yang maksimal. Karena dari hasil wawancara yang penulis 
lakukan, untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa akibat kekerasan dalam 
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rumah tangga sangatlah sulit.
2
 Para hakim mediator tidak bisa mengupayakan 
perdamaian dalam artian rujuk kembali kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini 
tentunya disebabkan oleh berbagai macam kendala dan juga faktor lain yang 
menghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Bima. 
Terhitung sejak Januari s/d Desember 2016 perkara perceraian yang masuk 
dari perkara cerai gugat dan cerai talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima 
sebanyak 1.807 perkara, termasuk 53 perkara yang disebabkan karena kasus 
kekerasan dalam rumah tangga, yang mana dari ke 53 perkara tersebut upaya mediasi 
belum ada yang berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pola atau metode hakim dalam 
melakukan mediasi terhadap perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga 
belum berjalan secara maksimal. 
Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
Perceraian Akibat KDRT 
Tahun 2016 
No 
Faktor Penyebab 
Perceraian 
Nomor Perkara 
Jumlah Perkara yang 
Berhasil Dimediasi 
1 
K
ek
er
as
an
 D
al
am
 R
u
m
ah
 T
an
g
g
a
 
116/Pdt.G/2016/PA.Bm 
T
id
ak
 A
d
a 
y
an
g
 B
er
h
as
il
 
2 144/Pdt.G/2016/PA.Bm 
3 193/Pdt.G/2016/PA.Bm 
4 213/Pdt.G/2016/PA.Bm 
5 218/Pdt.G/2016/PA.Bm 
6 220/Pdt.G/2016/PA.Bm 
7 304/Pdt.G/2016/PA.Bm 
8 305/Pdt.G/2016/PA.Bm 
9 309/Pdt.G/2016/PA.Bm 
10 321/Pdt.G/2016/PA.Bm 
11 322/Pdt.G/2016/PA.Bm 
12 363/Pdt.G/2016/PA.Bm 
13 392/Pdt.G/2016/PA.Bm 
14 432/Pdt.G/2016/PA.Bm 
                                                          
2
Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.Si., Hakim Pengadilan Agama Bima, Wawancara, 
tanggal 12 Juli 2017. 
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15 479/Pdt.G/2016/PA.Bm 
16 501/Pdt.G/2016/PA.Bm 
17 548/Pdt.G/2016/PA.Bm 
18 566/Pdt.G/2016/PA.Bm 
19 572/Pdt.G/2016/PA.Bm 
20 595/Pdt.G/2016/PA.Bm 
21 607/Pdt.G/2016/PA.Bm 
22 637/Pdt.G/2016/PA.Bm 
23 686/Pdt.G/2016/PA.Bm 
24 711/Pdt.G/2016/PA.Bm 
25 773/Pdt.G/2016/PA.Bm 
26 885/Pdt.G/2016/PA.Bm 
27 893/Pdt.G/2016/PA.Bm 
28 907/Pdt.G/2016/PA.Bm 
29 912/Pdt.G/2016/PA.Bm 
30 922/Pdt.G/2016/PA.Bm 
31 926/Pdt.G/2016/PA.Bm 
32 936/Pdt.G/2016/PA.Bm 
33 968/Pdt.G/2016/PA.Bm 
34 973/Pdt.G/2016/PA.Bm 
35 1002/Pdt.G/2016/PA.Bm 
36 1003/Pdt.G/2016/PA.Bm 
37 1029/Pdt.G/2016/PA.Bm 
38 1031/Pdt.G/2016/PA.Bm 
39 1066/Pdt.G/2016/PA.Bm 
40 1131/Pdt.G/2016/PA.Bm 
41 1217/Pdt.G/2016/PA.Bm 
 
42 1228/Pdt.G/2016/PA.Bm 
43 1231/Pdt.G/2016/PA.Bm 
44 1241/Pdt.G/2016/PA.Bm 
45 1270/Pdt.G/2016/PA.Bm 
46 1318/Pdt.G/2016/PA.Bm 
47 1380/Pdt.G/2016/PA.Bm 
48 1616/Pdt.G/2016/PA.Bm 
49 1620/Pdt.G/2016/PA.Bm 
50 1648/Pdt.G/2016/PA.Bm 
51 1710/Pdt.G/2016/PA.Bm 
52 1830/Pdt.G/2016/PA.Bm 
53 1868/Pdt.G/2016/PA.Bm 
Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bima Tahun 2017 
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C. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di 
Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh soerjono 
soekanto
3
, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor 
tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada 
isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni 
undang-undang yang dalam penelitian ini adalah PERMA RI No. 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum 
yakni pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Bima. Ketiga 
adalah faktor sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum 
akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan 
di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dalam mediasi ada kaitannya 
dengan iktikad baik para pihak. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang 
pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai 
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 
sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati. Hal inilah yang 
nantinya mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dan juga 
dapat menjadi kendala bagi Pengadilan Agama apabila salah satu unsur tersebut tidak 
terpenuhi. 
Demikian 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat 
ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas 
mediasi: 
                                                          
3
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja 
Grafindo, 2007), h. 7. 
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1. Tinjauan Implementasi PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan 
PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan 
salah satu landasan hukum yang dijadikan dasar hukum dalam mediasi, terutama 
mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan. Hal inilah yang menjadikan 
peraturan ini menjadi salah satu faktor keberhasilan mediasi di pengadilan. 
Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan 
perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi 
akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar 
mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka. 
Mengenai pelaksanaannya Hakim Mediator Pengadilan Agama Bima Kelas 
1B sudah menjalankan prosedur mediasi sesuai dengan apa yang diatur dalam 
PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada intinya 
keharusan melaksanakan mediasi, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka 
putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. 
Pengadilan Agama Bima selalu mengupayakan pelaksanaan mediasi untuk 
perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga meskipun tingkat 
keberhasilan mediasi untuk perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga 
sangatlah kecil. Upaya mediasi harus tetap dilakukan, mengingat sudah ada aturan 
yang mengatur tentang kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakan upaya 
mediasi untuk perkara yang masuk, tak terkecuali untuk perkara perceraian akibat 
kekerasan dalam rumah tangga, hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 yang menyatakan bahwa 
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perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan 
tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. 
Dalam Islam pun mengatur tentang aturan untuk melakukan upaya 
perdamaian, salah satunya yang kita kenal dengan sebutan hakam yang biasanya 
berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebabkan dengan 
syiqaq. Mengenai hal ini al-Qur‟an menjelaskan dalam QS. al-Nisā/4: 35. 
                          
                  
Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
4
 
Bukan perkara perceraian saja, mediasi di Pengadilan Agama sebagai salah 
satu penyelesaiakn sengketa memiliki ruang lingkup berupa wilayah privat/perdata. 
Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, 
perbankan, bisnis dan bebagai jenis sengketa perdata lainnya. 
Menurut penulis Pengadilan Agama Bima Kelas 1B sudah melaksanakan dan 
menjalankan kewenangan sebagai instrument pencari keadilan, yang diharapkan 
dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan 
lebih jauh dalam keluarga. 
 
 
                                                          
4
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84. 
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2. Kualifikasi Mediator 
Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh 
karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses 
mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam 
PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Bima yang penulis dapat 
sajikan melalui tabel di bawah ini. 
Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
Daftar Nama Mediator 
No Nama Pendidikan Jabatan 
1 Drs. Muhamad Camuda, MH. S2 Hakim Madya Utama 
2 Drs. H. Muhidin, MH. S2 Hakim Madya Utama 
3 Drs. Latif S1 Hakim Madya Muda 
4 Mulyadi, S.Ag. S1 Hakim Madya Muda 
5 Lutfi Muslih, S.Ag., M.Ag. S2 Hakim Pratama Madya 
6 Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi S1 Hakim Pratama Madya 
7 Muhamad Isna Wahyudi, S.HI., M.SI. S2 Hakim Pratama Madya 
Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bima 2017 
Pasal 13 PERMA RI No. 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediator, 
selanjutnya penulis melihat kualifikasi mediator pada pasal 13 ayat (1) sampai dengan 
ayat (3) sebagai berikut: 
(1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah 
mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang 
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh 
akreditasi dari Mahkamah Agung. 
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(2) Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat 
menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan 
jumlah Mediator yang bersertifikat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan 
pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung. 
Pada pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, Hakim 
di Pengadilan Agama Bima dari 5 (lima) hakim Mediator yang penulis wawancarai 
hanya 3 (tiga) hakim Mediator yang mempunyai sertifikat mediator, yaitu Drs. 
Muhamad Camuda, MH.,   Drs. H. Muhidin, MH., dan Mulyadi, S.Ag. Sehingga  2 
(dua) hakim mediator yang belum bersertifikat dimasukkan dalam daftar mediator 
adalah hakim Pengadilan Agama Bima agar namanya dapat dicantumkan dalam 
daftar nama hakim mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama 
Bima. 
Hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum 
mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI.
5
 Pelatihan mediator 
sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara 
nasional sehingga pesertanya sangat terbatas. Idealnya Mahkamah Agung RI perlu 
memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar: 
a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi 
untuk meningkatkan kemampuan mediator sehingga tingkat keberhasilan 
                                                          
5
Drs. Muhamad Camuda, MH., Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara, tanggal 06 Juli 
2017.  
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mediasi meningkat. Bila telah mendapatkan pelatihan, mediator telah 
memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
6
 
b. Mediasi berjalan efektif, mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir 
proses mediasi dengan baik karena memiliki pengetahuan tentang mediasi.
7
 
c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi supaya hakim 
profesional ketika menjadi mediator.
8
 Mereka akan memiliki teknik-teknik 
yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat persidangan. 
Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan 
saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena 
berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak. 
Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasi 
memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, memilih mediator dianjurkan yang 
memang berpengalaman  dan mempunyai skill mediator yang baik, karena mediator 
merupakan faktor penting dalam keberhasilan mediasi terlebih lagi untuk perkara 
perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun pada umumnya berhasil 
atau tidaknya mediasi terutama akibat kekerasan dalam rumah tangga  tergantung dari 
para pihak yang berperkara yang memutuskannya. Maka penulis memberikan 
kesimpulan bahwasannya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam kualifikasi 
mediator. Bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan 
pelatihan kepada hakim-hakim mediator sebagaimana jawaban dari Wakil Ketua 
Pengadilan Bima bahwa setiap hakim wajib ikut pelatihan dan mempunyai sertifikat 
                                                          
6
Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.Si., Hakim Pengadilan Agama Bima, Wawancara, 
tanggal 12 Juli 2017. 
7
Drs. M. Agus Sofwan Hadi, Hakim Pengadilan Agama Bima, Wawancara, tanggal 12 Juli 
2017. 
8
Mulyadi, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Bima, Wawancara, tanggal 10 Juli 2017. 
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mediator.
9
 Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa 
yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator 
wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang 
harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih 
meluas lagi. 
3. Fasilitas dan Sarana 
Tempat penyelenggaraan mediasi tentunya harus memiliki fasilitas dan sarana 
untuk menunjang efektivitas dan kenyamanan dalam mediasi. Tersedianya ruangan 
khusus mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi 
tersebut. Di samping faktor kerahasiaan yang harus dijaga rasa nyaman juga perlu 
diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak 
takut masalahnya didengar orang lain. Dan karena itu pula, proses mediasi tidak bisa 
dilangsungkan dalam ruang sidang karena proses persidangan terbuka untuk umum. 
Ruang mediasi di Pengadilan Agama Bima hanya ada 1 (satu) ruang 
berukuran sekitar 5 meter x 4 meter, di dalamnya hanya ada 1 (satu) meja dan 3 (tiga) 
kursi. Dalam ruang tersebut dapat dilakukan 1 (satu) kali proses mediasi. 
Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi. Faktor-faktor 
yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah: 
1) Tidak adanya keseimbangan antara ruangan dan laju jumlah perkara yang masuk 
di Pengadilan Agama Bima guna melakukan proses mediasi bagi para pihak 
dikarenakan ruangan yang tersedia hanya 1 (satu), sehingga para pihak seringkali 
telihat mengantri bahkan proses mediasi menggunakan ruang Wakil Ketua.
10
 
                                                          
9
Drs. H. Muhidin, MH., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara, tanggal 06 Juli 
2017. 
10
Drs. H. Muhidin, MH., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara, tanggal 06 Juli 
2017. 
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2) Tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai 
alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para 
pihak. 
3) Fasilitas pendukung yang kurang, seperti alat peraga, proyektor dan baiknya 
diupayakan tersedianya Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan 
mediasi terasa sejuk.
11
 
4. Kepatuhan Masyarakat 
Mengenai kepatuhan masyarakat berkaitan dengan iktikad baik para pihak, 
iktikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai 
kesepakatan yang win-win solution. penulis memberikan catatan mengenai perilaku 
dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka 
dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut: 
1) Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator 
kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama 
proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula dari diri para pihak terutama 
pihak istri.
12
 
2) Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali 
mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan.
13
 Sehingga saat 
dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan. 
                                                          
11
Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.Si., Hakim Pengadilan Agama Bima, Wawancara, 
tanggal 12 Juli 2017. 
12
Drs. M. Agus Sofwan Hadi, Hakim Pengadilan Agama Bima, Wawancara, tanggal 12 Juli 
2017. 
13
Drs. Muhamad Camuda, MH., Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara, tanggal 06 Juli 
2017. 
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3) Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut dan 
trauma dari istri yang menjadi korban KDRT membuat kedua belah pihak sudah 
tidak ada iktikad baik untuk damai.
14
 
4) Para pihak ada yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses 
mediasi cepat selesai sehingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan 
selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.
15
 
Hal tersebut di atas berkaitan dengan penjelasan PERMA RI No. 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 32 ayat (1) mengenai mediasi 
tidak berhasil atau tidak dapat dilaksankan. 
Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan 
memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal: 
a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari berikut  perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (2) dan ayat (3); atau 
b. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) huruf d dan huruf e. 
5. Kebudayaan 
Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan Agama 
di tingkat pertama. Pertama adalah moral. Persoalan moral pun memberikan krisis 
keharmonisan dalam rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami 
melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis akhlak, dan cemburu yang 
berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak 
                                                          
14
Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.Si., Hakim Pengadilan Agama Bima, Wawancara, 
tanggal 12 Juli 2017. 
15
Drs. H. Muhidin, MH., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara, tanggal 06 Juli 
2017. 
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bertanggung jawab akan kewajibannya selam menjalani ikatan perkawinan, seperti 
nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin di bawah umur. Biasanya terjadi pada 
pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya atau bahkan 
karena salah pergaulan yang mengakibatkan hamil duluan yang kemudian hari 
banyak menimbulkan ketidakharmonisan di antara pasangan suami istri. Keempat, 
dihukum penjara. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, 
cacat badan. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, 
sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus menerus 
berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang sering berujung pada kekerasan 
dalam rumah tangga dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi atau gangguan dari 
pihak ketiga. Ketujuh, faktor-faktor lainnya. 
Faktor penyebab banyaknya angka perceraian serta tidak efektifnya 
pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian terkhusus akibat kekerasan dalam 
rumah tangga pada Pengadilan Agama Bima menurut penulis dapat dipengaruhi oleh 
hal-hal berikut: 
1) Persepsi masyarakat muslim khususnya di Bima tentang perceraian terutama 
dengan cara kekerasan dalam rumah tangga bahwa Islam mengajarkan talak 
adalah perbuatan halal walaupun dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian 
adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan 
membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat 
memilih perceraian sebagai pilihan terakhir. 
2) Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. 
Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi 
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khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang 
dimilkinya, seorang wanita mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya. 
3) Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat. Faktor inilah 
yang paling mendasar tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama. Penulis 
berpendapat bahwa pelaksanaan mediasi harus dilakukan di luar Pengadilan 
Agama karena Pengadilan Agama tempatnya orang yang bercerai bukan tempat 
untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Pihak keluarga suami-istri yang 
cukup banyak mengetahui problematika di antara mereka untuk mencari 
kemaslahatan dan bermusyawarah secara proaktif guna menemukan akar 
permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi keduanya. 
Oleh karena keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar secara psikologi 
dari pada orang lain, khususnya dalam mengungkapkan rahasia-rahasia yang 
rumit dan pelik, karena sebab-sebab konflik adakalanya bersifat rahasia, yang 
tidak mungkin diungkapkan kepada orang lain. 
Jika kemudian solusi jalan damai tersebut ditolak dan menemui jalan buntu, maka 
dengan demikian nyatalah bahwa telah terjadi syikak (perpecahan) pada pasangan 
suami istri tersebut, maka amanah tugas dikembalikan pada hakim untuk 
mengambil keputusan bagi pasangan tersebut dengan tetap menjadikan hasil 
penyelidikan dan pendapat para hakam sebagai bahan pertimbangan dalam 
memutuskan perkara tersebut. 
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur 
penelitian ini, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. 
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D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi Terhadap 
Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor 
pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung 
keberhasilan mediasi: 
1. Kemampuan Mediator 
Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi  sehingga dapat 
mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong 
terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh 
akan keberhasilan mediasi. 
Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkapkan apakah 
permasalahan di antara para pihak dan kemampuan serta keterampilan mediator 
dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya 
dengan damai dan baik.
16
 
2. Faktor Sosiologis dan Psikologis 
Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, 
seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan 
anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan 
namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. 
Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang 
cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. 
Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. 
Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti merasa ketidaknyamanan 
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bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama apabila perceraian 
terjadi. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar 
pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya tergantung pada ringan dan 
beratnya masalah yang dihadapi.
17
 
Faktor intern dari para pihak terutama faktor tingkat pendidikan dapat 
mendukung keberhasilan proses mediasi.
18
 
3. Moral dan Kerohanian 
Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk 
mengupayakan perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu 
pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan 
memperburuk kehidupannya. Begipula tingkat kerohanian atau tingkat pemahaman 
terhadap agama seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.
19
 
Hal senada diungkapkan pula oleh Infoman yang lain bahwa segala 
permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupan khususnya dalam rumah tangga 
harus dikembalikan kepada ayat-ayat al-Qur‟an dan mencontohkan akhlak Nabi 
dalam berumah tangga.
20
 
4. Iktikad Baik Para Pihak 
Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang 
berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan  
mediator dalam menadamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad 
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1. Faktor Ekonomi 
Bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi 
kebutuhan rumah tangga. Seorang suami tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dari sinilah timbul pertengkaran 
antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. 
Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.
23
 
Kedua belah pihak tahu bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-
sifat yang tidak cocok di antara mereka. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada 
suami yang memiliki sifat dominasi atau cenderung menang sendiri atas perempuan 
(istri), sehingga istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang memiliki 
sifat tempramental. Sehingga sulit untuk menyatukan hal yang berbeda, akhirnya 
kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.
24
 
2. Obat-obatan Terlarang dan Minuman Keras 
Obat-obatan terlarang dan minuman keras juga merupakan salah satu faktor 
penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana ketika seorang istri 
berusaha untuk menasehati seorang suami untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan 
terlarang atau minuman keras, namun suami tidak bisa meninggalkan kebiasaan 
tersebut, sehingga suami memiliki sifat tempramental merasa terpancing emosinya  
karena nasehat istri tersebut, maka bisa menghasilkan pertengkaran yang mengarah 
kepada kekerasan dalam rumah tangga.
25
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3. Keinginan Kuat Para Pihak untuk Bercerai 
Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak khususnya istri sudah trauma 
sehingga takut kekerasan dalam rumah tangga terulang bahkan keduanya sudah 
sangat kuat keinginannya untuk bercerai. kedatangan mereka ke Pengadilan Agama 
biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh 
pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk 
mengupayakan perdamaian.
26
 
Informan yang lain menjelaskan hal yang serupa mengenai kecilnya harapan 
untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dikarenakan mereka sudah saling 
memahami tingkat besarnya kemungkinan putusnya hubungan mereka. Kendalanya 
adalah pihak yang menjadi korban kekerasan sudah tidak ingin lagi itu telurang 
kembali, dan ada semacam trauma yang dialami korban, sehingga korban sudah 
enggan untuk berdamai. Dan juga sudah tidak ada lagi kepercayaan dari korban walau 
ada iktikad baik dari pihak yang melakukan kekerasan.
27
 
4. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan 
Konflik yang terjadi di antara para pihak sudah berlarut-larut, saat mediasi 
para pihak tidak dapat direndam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima 
lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.
28
 Bahkan, sering 
terjadi pihak Pemohon/Penggugat tidak bisa memaafkan Termohon/Tergugat 
disebabkan Penggugat (istri) sudah trauma dengan kekerasan yang dilakukan oleh 
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suami. Dengan alasan suami tidak berubah meski pernah membuat perjanjian untuk 
berubah. 
29
 
Pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan 
Agama Bima masih banyak kendala yang mempengaruhi keberhasilan mediasi 
tersebut, di mana kendala tersebut kebanyakan berasal dari para pihak itu sendiri. 
Faktor-faktor penunjang lainnya juga turut menjadi kendala keberhasilan 
mediasi di Pengadilan Agama Bima antara lain: 
1. Sudah tidak ada kepercayaan dari korban walau iktikad baik sudah ada dari 
pihak pelaku untuk melakukan perdamaian.
30
 
2. Faktor tingkat pendidikan yang rendah dan pemahaman agama yang hanya 
sebagai identitas.
31
 
3. Adanya rasa cemburu yang berlebihan.32 
4. Suami jarang pulang ke rumah (selingkuh).33 
5. Fasilitas dan sarana untuk pelaksanaan mediasi yang masih belum sesuai 
dengan standar Mahkamah Agung dan hanya ada satu ruangan mediasi.
34
 
6. Jumlah mediator yang terbatas sedangkan jumlah perkara yang sangat banyak. 
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E. Analisis Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
Pada dasarnya ikatan perkawinan harus didasari kekuatan cinta. Namun dalam 
perjalanan rumah tangga sering sekali dibumbui dengan adanya pertegkaran atau 
percekcokan. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA RI No. 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diharapkan bisa 
menimalisir angka perceraian yang ada di pengadilan. 
Perceraian adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah swt., sebagaimana 
Rasulullah saw., bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud: 
  ِبا ِنَع ملسو هيلع اَللّ ىلص ِ هَاَللّ ُلىُسَر َلَاق : َلَاق اَُمه نَع ُ هَاَللّ َيِضَر َرَمُع ِن
)ُقَلَهطَلا ِ هَاَللّ َد نِع ِلَلََح َلا ُضَغ َبأ( 
Seharusnya perceraian haruslah dihindari akan tetapi pada kenyataan tidak 
seperti itu, di dalam ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian perselisihan 
terutama dalam perkara  kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan 
dengan jalan perdamaian. Dalam konteks ini tugas mediator yang paling berat adalah 
menjawab kebutuhan manusia akan kebutuhan tersebut selain melakukan pendekatan 
kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya 
ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian. 
Tujuan mediasi pada dasarnya agar orang yang bersengketa bisa berdamai 
dengan hasil sama-sama senang. Jadi inti dari mediasi adalah hasil akhir dari suatu 
sengketa menuju kepada sepakat untuk damai dengan tidak melanjut perkaranya di 
pengadilan. Terkait dengan hal tersebut, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 3 ayat (1) yang mewajibkan setiap hakim, 
mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian 
sengketa melalui mediasi. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh di Pengadilan Agama 
Bima bahwa dalam proses mediasi Pengadilan Agama Bima sudah sesuai 
berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
akan tetapi di dalam fungsi dari mediasi itu sendiri penulis menganggap hasil dari 
proses mediasi terutama dalam penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT tidak 
maksimal, yang mana dari 53 perkara perceraian akibat KDRT dalam upaya mediasi 
belum ada yang berhasil. 
Dengan demikian penulis dapat menganalisa bahwa pelaksanaan mediasi di 
Pengadilan Agama Bima sudah sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi penempatan pelaksanaan mediasi tidak 
tepat dan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah swt., dalam QS. al-
Nisā/4: 35. Menurut hemat penulis bahwa penempatan pelaksanaan mediasi di 
Pengadilan Agama khusus perkara perceraian tidak tepat, penulis berpendapat bahwa 
pelaksanaan mediasi harus dilakukan di luar Pengadilan Agama karena pengadilan 
Agama tempatnya orang yang bercerai bukan tempat untuk mendamaikan para pihak 
yang berperkara dalam hal ini perkara kasus perceraian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B peranan hakim 
mediator dalam melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian 
akibat kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan maksimal. Yang mana dari 
53 perkara perceraian akibat KDRT dalam upaya mediasi belum ada yang 
berhasil. 
2. Berdasarkan hasil analisa peranan mediasi terhadap efektivitas penyelesaiaan 
perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B, 
menunjukkan bahwa belum efektif. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya 
adalah sebagai berikut: 
a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi perceraian 
akibat KDRT sangatlah rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama 
belum efektifnya mediasi akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima. 
b. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Bima masih kurang 
memadai baik dari segi ruang maupun fasilitas penunjang di dalamnya. 
c. Hakim yang ditunjuk menjadi mediator masih ada yang belum mengikuti 
pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 
d. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bima tidak tepat 
dan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah swt., dalam QS. 
al-Nisā/4: 35. 
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3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan PERMA RI 
No. 1 Tahun 2016 terhadap perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan 
Agama Bima Kelas 1B, adalah: 
1) Faktor pendukung di antaranya adalah: 
a. Kemampuan mediator, Mediator yang pandai mengelola konflik dan pandai 
berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu untuk mendamaikan 
para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, kemampuan mediator sangat 
berpengaruh akan keberhasilan mediasi. 
b. Faktor sosiologis dan psikologis, Kondisi sosial para pihak menentukan 
tingkat keberhasilan mediasi. Kondisi psikologis para pihak dapat 
mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan 
pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik 
akibat KDRT maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan 
yang diterima seseorang, maka semakin besar pula keinginannya untuk 
berpisah dengan pasangannya. 
c. Moral dan kerohanian, Perilaku atau tingkat pendidikan para pihak dapat 
memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, perilaku 
yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun 
karena trauma dan apabila kembali dalam ikatan perkawinan akan 
memperburuk kehidupannya. 
d. Iktikad baik para pihak, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha 
mendamaikan para pihak. Namun seorang mediator dalam mendamaikan para 
pihak yang berperkara tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad 
baik para pihak untuk saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. 
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2) Faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut: 
a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, Seringkali terjadi saat mediasi para 
pihak sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai terutama pihak istri yang 
sudah trauma dengan KDRT yang dilakukan oleh suaminya. 
b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, Konflik yang terjadi diantara para 
pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam 
emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan 
dari mediator dan merasa benar sendiri. 
c. Penempatan pelaksanaan mediasi tidak tepat, Hal ini sangat berpengaruh 
besar terhadap keberhasilan dalam upaya perdamaian (mediasi) di Pengadilan 
Agama. Allah swt., menjelaskan dalam QS. al-Nisā/4: 35, bahwa ketika 
dikhawatirkan akan terjadi syikak (perselisihan/konflik rumah tangga), agar 
melibatkan pihak keluarga untuk ikut serta dalam upaya mendamaikan dan 
menyelamatkan ikatan pernikahan, setelah secara personal sudah tidak dapat 
menyelesaikan dan menemui jalan buntu. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Pada dasarnya hasil penelitian ini menjadi bahan masukan agar proses mediasi di 
Pengadilan Agama Bima lebih diperhatikan lagi, jumlah perkara yang diajukan ke 
pengadilan semakin hari semakin banyak dan memerlukan mediator yang dapat 
menangani proses mediasi secara baik. Sedangkan jumlah mediator pada 
Pengadilan Agama Bima masih sedikit, guna mengefektifkan implementasi 
PERMA No. 1 Tahun 2016 jumlah mediator harus lebih ditingkatkan dengan 
memperbanyak hakim mediaor atau mediator non hakim bersertifikat yang telah 
mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung agar 
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lebih banyak perkara yang melalui proses mediasi lebih dioptimalkan 
pelaksanaannya sehinga meghasilkan kesepakatan damai. 
2. Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasan kehakiman tertinggi di Indonesia 
sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945, mengingat hasil yang diperlihatkan 
dari pelaksanaan mediasi khusunya terhadap perkara perceraian akibat kekerasan 
dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bima tidak maksimal, sekiranya 
Mahkamah Agung dapat meninjau kembali PERMA RI No. 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya terkait dengan penempatan 
pelaksanaan mediasi pada perkara peceraian di Pengadilan Agama. Diharapkan 
dalam penempatan pelaksanaan mediasi sesuai dengan apa yang dikehendaki 
Allah swt., dalam QS. al-Nisā/4: 35, sehingga apa yang diinginkan dan dicita-
citakan yaitu keutuhan dan kedamaian dalam bahtera rumah tangga dapat tercapai 
dan mejadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 
3. Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan 
Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan 
pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang hendak melangsungkan 
pernikahan. Hal ini dilakukan agar mereka yang hendak menikah memiliki 
pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental, sehingga terhindar dari perceraian 
terutama karena faktor KDRT disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani 
kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian. 
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